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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya 

manusianya. Ketika sumber daya manusia mampu menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka ia bisa dianggap berkualitas. dimana 

sumber daya manusia suatu bangsa dapat diperoleh baik melalui proses 

pendidikan. Pilar utama yang menjadi landasan dibangunnya peradaban 

bangsa adalah pendidikan. Tingkat kesejahteraan dan nasib penduduknya 

akan ditentukan oleh kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan. 

Penyelenggara negara harus fokus pada muatan pendidikan, bahan ajar, 

dan metodologi pembelajaran di samping pengelolaan pendidikan yang 

akuntabel karena negara memiliki tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana 

tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Hal ini mengandung makna bahwa semua warga 

negara, tanpa terkecuali, mempunyai hak atas pendidikan dan 

kesempatan untuk mencapai potensi maksimalnya. 

Salah satu hal terpenting yang wajib dimiliki setiap orang adalah 

pendidikan. Landasan hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem 

pendidikan nasional adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang 

memuat strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan pendidikan 

bermutu yang berdaya saing dalam perekonomian global dan relevan 

dengan tuntutan masyarakat serta visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan 
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nasional. Salah satu unsur penting yang mempengaruhi tercapainya 

tujuan pendidikan adalah biaya pendidikan yang tidak dapat dipisahkan 

dari pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dapat menghalangi 

seseorang yang mempunyai keterbatasan ekonomi untuk mengenyam 

pendidikan, dengan kata lain dana memegang peranan yang sangat 

penting dalam terselenggaranya proses pendidikan, Pendidikan sangatlah 

penting sehingga setiap orang harus memilikinya. Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 yang memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan dan 

reformasi sistem, menguraikan visi, misi, fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional serta strategi pembangunan nasional untuk mencapai pendidikan 

bermutu dan berdaya saing di tingkat global. ekonomis dan relevan 

dengan tuntutan masyarakat. Harga pendidikan yang tidak lepas dari 

pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi 

tercapainya tujuan pendidikan. Dengan kata lain, dana sangat penting 

untuk proses pendidikan, dan biaya pendidikan yang tinggi dapat 

menghalangi seseorang yang memiliki sumber keuangan terbatas untuk 

melanjutkan pendidikannya. 

Permasalahan terkait pendidikan bukan hanya tanggung jawab 

Pemerintah daerah juga mempunyai peran untuk berperan dan membantu 

permasalahan ini. Menurut Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan serta 

menjamin seluruh warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu 
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dan bebas dari diskriminasi. Hal ini berarti bahwa isu-isu yang berkaitan 

dengan pendidikan masyarakat daerah juga harus dipertimbangkan oleh 

pemerintah daerah. 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan salah satu 

kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah tenaga medis 

(dokter) terendah kedua, setelah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 

Pada tahun 2021, jumlah dokter di Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan berjumlah 25 orang, di tahun 2022  masih berjumlah yang sama 

yaitu 25 orang, namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 37 dokter di 

wilayah yang sama (BPS, 2023). Akan tetapi peningkatan jumlah dokter  

pada tahun 2021 hingga 2023 namun jumlah dokter termasuk dokter 

spesialis di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih dikategorikan 

relatif sedikit. 

Jumlah Tenaga Dokter 2021 2022 2023 

 
Jumlah 

 
25 Orang 

 
25 Orang 

 

37 Orang 

 

Tabel 1. Sumber Data Badan Pusat Statistika Provinsi Sulawesi Utara 

 

Menurut sumber data profil di Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan bahwa Dokter merupakan tenaga kesehatan yang 

paling sedikit jumlahnya, sedangkan perawat dan bidan merupakan 

kelompok terbesar. terdapat 41 dokter yang tersebar di Puskesmas dan 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). 
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No 
Jumlah Tenaga 

Dokter 
2021 2022 2023 

A.  

 

 

 

B.  

Puskesmas 

1. Dokter Spesialis 

2. Dokter Umum 

3. Dokter Gigi 

RSUD 

1. Dokter Spesialis 

2. Dokter Umum 

3. Dokter Gigi 

 

0 

20 

2 

 

8 

4 

3 

 

0 

19 

1 

 

9 

9 

1 

 

0 

18 

5 

 

8 

10 

1 

 
Tabel  2. Sumber Data Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan 
 

 
Pada tahun 2023 Terdapat sembilan puskesmas di wilayah Bolaang 

Mongondow Selatan. Enam dari sembilan puskesmas merupakan fasilitas 

rawat jalan yang diakui, sedangkan tiga puskesmas merupakan fasilitas 

rawat inap. Dengan jumlah penduduk 72.284 jiwa dan jumlah penduduk 

sasaran 9,28 jiwa, puskesmas secara konseptual mengikuti gagasan 

daerah, Dalam hal ini, satu puskesmas rata-rata melayani 8,37 orang 

dalam memberikan pelayanan, setiap puskesmas dibantu oleh banyak 

puskesmas penunjang. Berdasarkan data tersebut Puskesmas di 
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Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih memiliki jumlah dokter 

yang sangat sedikit, terutama dokter spesialis. 

Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, RSUD 

Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan Rumah Sakit terakreditasi 

Tipe D dan rujukan dari Puskesmas, terus meningkatkan standar 

pelayanan rumah sakit melalui pembangunan fisik dan fasilitas penunjang 

medis lainnya. Gedung rawat inap bedah, gedung bedah, gedung apotek, 

gedung pengolahan jenazah, dan gedung laundry merupakan beberapa 

fasilitas yang ditawarkan. Sementara itu, lorong yang menghubungkan 

seluruh ruangan rumah sakit telah dibangun untuk memudahkan staf 

medis, pasien, dan keluarga pasien mencapai fasilitas tersebut dengan 

mobil. 

pada tahun 2023 menurut sumber statistik dari dinas kesehatan 

kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sama halnya dengan 

puskesmas, rumah sakit umum daerah  mempekerjakan 19 orang dokter. 

Oleh karena itu, jumlah dokter yang ada belum sepenuhnya mencukupi. 

Di wilayah Bolaang Mongondow Selatan, kekurangan dokter termasuk 

dokter umum dan spesialis, dapat menimbulkan beban berat bagi staf 

medis dan berdampak negatif pada kualitas dan aksesibilitas layanan. 

Dibutuhkan sekitar 160.000 dokter untuk mencapai standar WHO, 

yang mengharuskan ada satu dokter untuk setiap 1.000 orang, menurut 

statistik Kementerian Kesehatan Indonesia. Sulitnya meningkatkan jumlah 

dokter memerlukan proses sekolah kedokteran yang berlarut-larut dan 
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mahal, sehingga membuat masyarakat enggan melanjutkan studi lebih 

lanjut di bidang kedokteran. 

Alhasil guna menjawab masih sangat terbatasnya kebutuhan profesi 

dokter di wilayahnya, Bupati Bolaang Mongondow Selatan menerbitkan 

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis 

Pemberian Bantuan Beasiswa. Mendorong orang lain untuk terus 

berprestasi dan bersaing di kelas. Kesempatan untuk melanjutkan studi 

lebih lanjut di fakultas kedokteran merupakan indikasi keseriusan dan 

komitmen di bidang pendidikan. Beasiswa pendidikan kedokteran yang 

dimaksud dengan peraturan daerah adalah bantuan keuangan yang 

diberikan kepada mahasiswa agar dapat melanjutkan dan/atau 

menyelesaikan studinya, dengan mengutamakan prestasi dan potensi 

akademik. 

Program bantuan beasiswa merupakan program prioritas unggulan 

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di bidang pendidikan 

dan masuk dalam RPJMD 2021-2026 untuk menyiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan menjadikan program ini sebagai salah satu program prioritas dari 

10 program prioritas lainnya karena pemerintah daerah ingin agar angka 

pendidikan lanjutan perguruan tinggi di Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan meningkat. Selain itu, pemerintah daerah menilai strategi 

dukungan beasiswa ini akan membantu kebutuhan Kabupaten Bolaang 



7 
 

Mongondow Selatan akan dokter spesialis dan menghasilkan sumber 

daya manusia yang unggul. 

Berikut data yang masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja 

daerah (APBD) yang menjadi sumber anggaran bantuan beasiswa 

kedokteran Bolaang Mongondow Selatan: 

No Tahun 

Anggaran 

Pagu 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Penerima 

(Orang) 

1.  

2.  

3.  

2022 

2023 

2024 

872.000.000 

654.500.000 

624.000.000 

492.000.000 

556.250.000 

250.000.000 

5 Orang 

5 Orang 

3 Orang 

 

Tabel 3. Sumber Data Alokasi Anggaran Bantuan Beasiswa 

KedokteranBagian Kesejahteraan Rakyat  

 

Setiap anggaran mempunyai tujuan masing-masing untuk menunjang 

terselenggaranya proses pendidikan, maka Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) bidang pendidikan dianggarkan dari pendapatan 

dan belanja daerah. Anggota DPRD juga diberi wewenang untuk 

mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya 

APBD. 

Masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program 

bantuan beasiswa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, seperti 

belum jelasnya roadmap pemberian beasiswa dan belum jelasnya jadwal 

kegiatan pemberian beasiswa kepada mahasiswa, termasuk langkah-
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langkahnya dan batas waktu mulai dari pengumuman. hasil seleksi 

administrasi sampai dengan penyaluran dana beasiswa. Hal ini membuat 

siswa yang terdaftar bingung dan tidak mengetahui tenggat waktu dan 

tahapan yang ditentukan. 

Provinsi Yogyakarta telah melakukan penelitian tentang analisis 

kebijakan terkait pemberian beasiswa (Ajeng Diah Larasati, dkk. 2022). 

Berdasarkan penelitiannya, pelaksanaan program beasiswa KIP-K 

menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya keterbukaan 

informasi, distribusi uang yang tidak teratur, dan proses birokrasi yang 

bertingkat. Oleh karena itu, peningkatan keterbukaan informasi adalah 

solusinya, sebagaimana disarankan oleh usulan kebijakan berdasarkan 

kajian kemajuan program. dan persuratan program KIP-K, pembuatan 

pedoman penyaluran dana terkait dengan pelaksanaan program beasiswa 

KIP-K, dan penyederhanaan proses administrasi penyelenggara beasiswa 

KIP-K. 

Berdasarkan kejadian-kejadian yang diuraikan di atas dan temuan-

temuan penelitian sebelumnya, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul tersebut “Analisis Implementasi Kebijakan 

Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan”. 
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B. Rumusan Masalah 

Mengingat konteks di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan 

tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan? 

2. Bagaimana Sumber daya dalam implementasi kebijakan 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan? 

3. Bagaimana karakteristik dari agen pelaksana/implementor dalam 

implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran 

di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan? 

4. Bagaimana Aktivitas Implementasi dan Komunikasi antar 

organisasi kebijakan dalam implementasi kebijakan pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan? 

5. Bagaimana kecenderungan (disposisi) dan pelaksana/implentor  

dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan? 

6. Bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam 

implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran 

di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan? 
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C. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Maksud Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan 

informasi, data-data tentang bagaimana implementasi kebijakan  

pelaksanaan program dukungan beasiswa kedokteran Kabupaten 

Bolaang Mongondow Selatan. 

2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuii 

bagaimana kebijakan terkait pendanaan beasiswa kedokteran 

diterapkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a) Peningkatan Efektifitas Kebijakan 

Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten 

Bolaang Mongondow Selatan mengidentifikasi bidang-bidang yang 

perlu ditingkatkan kebijakan dukungan beasiswa kedokterannya agar 

pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. 

b) Pengembangan SDM  

Guna memenuhi kebutuhan tenaga medis dan meningkatkan 

kompetensi serta kualitas tenaga medis yang merupakan aset 

penting dalam pengawasan pelayanan kesehatan daerah, penelitian 
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ini membantu menemukan metode yang lebih efisien dalam 

pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang medis. 

c) Optimalisasi Penggunaan Anggaran 

Dengan dilakukannya penelitian ini, masyarakat Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan dan penerima beasiswa dapat memperoleh 

manfaat yang sebesar-besarnya dari penggunaan dana yang 

dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia melalui 

bantuan beasiswa kedokteran secara efisien dan tepat sasaran. 

d) Perencanaan SDM  

Dengan memahami persyaratan dan kesulitan dalam menawarkan 

bantuan beasiswa dan melatih pekerja medis, temuan penelitian ini 

dapat digunakan untuk meningkatkan perencanaan sumber daya 

manusia. 

e) Rekomendasi Kebijakan 

Saran kebijakan yang lebih baik di masa depan, seperti 

kemungkinan memperluas program beasiswa ke disiplin ilmu penting 

lainnya, dapat dilakukan dengan menggunakan temuan penelitian. 

2. Manfaat Teoritis 

a) Pengembangan Teori  

Khususnya dalam konteks pemberian beasiswa pendidikan di 

daerah, penelitian ini dapat memajukan teori dan literatur mengenai 

kebijakan publik dan peningkatan sumber daya manusia. Hal ini 

juga dapat menghasilkan model atau kerangka kerja yang dapat 
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menjadi panduan untuk menerapkan kebijakan serupa di wilayah 

lain. 

b) Dasar untuk Penelitian Lanjutan 

Akademisi masa depan yang ingin menyelidiki kebijakan 

pemerintah dalam dukungan beasiswa lebih lanjut dapat 

menggunakan temuan penelitian ini sebagai landasan. 

E. Orisinalitas Penelitian 

Orisinalitas penelitian menekankan persamaan dan perbedaan 

antara penelitian peneliti dengan penelitian peneliti sebelumnya untuk 

menjamin tidak adanya perbedaan dalam penelitian dengan topik 

yang sama.  

Dalam hal ini memahaminya dari segi persamaan dan perbedaan 

antara karya peneliti sebelumnya akan membuatnya lebih sederhana. 

Penjelasan dalam bentuk tabel perbandingan dan persamaan 

penelitian disajikan di bawah ini. 

Penelitian 
Terdahulu 

 

Persamaan Perbedaan Originalitas 
penelitian 

Mutia 
Thahirah 
”Analisis 
Implementasi 
kebijakan 
Pemberian 
Bantuan 
beasiswa 
Pemerintah 
Kota Dumai 
kepada 
mahasiswa 

Obyek Penelitian 
Kebijakan 
Pemberian 
Bantuan 
Beasiswa 

 
 

 
 
 
 
 

Sasaran 
kebijakan 
Pemerintah 
Bagi Mahasiswa 
berprestasi dari 
keluarga kurang 
mampu dari 
berbagai 
jenjang 
pendidikan 

 

Sasaran 
Kebijakan 
Pemerintah 
Daerah fokus 
bagi 
mahasiswa 
jenjang 
Pendidikan 
Kedokteran 
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berprestasi dan 
keluarga 
kurang 
mampu/Metode 
Deskriptif 
Kualitatif” 
(2021) 

 
 
 
 
 
 

 Menganalisis 
Anggaran Dana 
Beasiswa 
bersumber dari 
APBD 

Penerima 
Bantuan 
Beasiswa Harus 
terdaftar di 
Basis Data 
Terpadu/DTKS 

Penerima 
Bantuan 
Beasiswa tidak 
wajib atau 
tidak harus 
terdaftar pada 
basis data 
terpadu/DTKS 
 

Menganalis 
Standar 
Operasional 
Prosedur (SOP) 

Standar 
Operasional 
Prosedur (SOP) 
Minim Kejelasan 

Standar 
Operasional 
Prosedur 
(SOP) sangat 
Jelas 
 

Memiliki Tujuan 
dalam 
meningkatkan 
sumber daya 
manusia di 
bidang 
Pendidikan 

 

Kebijakan 
Pemberian 
Beasiswa hanya 
bersifat 
meringankan 
beban orang tua 
dan bersifat 
terbatas dengan 
menyesuaikan 
keuangan 
Daerah 

beasiswa 
kedokteran 
Fokus pada 
jangka 
panjangnya 
memastikan 
bahwa para 
penerima 
beasiswa 
harus kembali 
mengabdi di 
kabupaten 
Bolaang 
Mongondow 
selatan 
 

Gustin 
Mahinda Ari 
Sandy 
“Implementasi 
Peraturan 
Walikota 
Nomor 29 
Tahun 2013 

Obyek Penelitian 
Kebijakan 
Pemberian 
Bantuan 
Beasiswa 
 
 
 

Pedoman 
Pemberian 
Beasiswa 
Mahasiswa 
Berprestasi Bagi 
Keluarga 
Pemegang 
Kartu Menuju 

Sasaran 
Kebijakan 
Pemerintah 
Daerah fokus 
bagi 
mahasiswa 
jenjang 
Pendidikan 
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Tentang 
Pedoman 
Pemberian 
Beasiswa 
Mahasiswa 
berprestasi 
bagi  
keluargapemeg
ang kartu 
menuju sehat 
sejahtera 
(KMS)/ Metode 
Kualitatif 
(2014)”. 
 

 Sejahtera 
(KMS)  
 
 
 

 

Kedokteran 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Menganalisis 
Anggaran Dana 
Beasiswa 
bersumber dari 
APBD 

 

Penerima 
beasiswa 
prestasi tercatat  
Pemegang 
Kartu Menuju 
Sejahtera 
(KMS)  

 

Penerima 
Bantuan 
Beasiswa tidak 
wajib atau 
tidak harus 
Pemegang 
Kartu Menuju 
Sejahtera 
(KMS) dan 
ketersediaan 
anggaran 
terpenuhi 
 

Menganalisis 
Syarat 
Pemberian 
beasiswa 
tidaklah sulit, 
sehingga 
mahasiswa yang 
menginginkan 
beasiswa sangat 
merasa terbantu 

Menganalis 
Syarat 
Pemberian 
beasiswafokus 
pada 
mahasiswa 
Kedokteran  

Tujuan 
Pemerintah 
Daerah dalam 
Pemberian 
bantuan 
beasiswa 
Kedokteran 
agar Penerima 
setelah 
menyelesaikan 
pendidikan 
meraih gelar 
dokter umum 
maupun dokter 
spesialis wajib 
kembali 
mengabdi  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kebijakan Publik 

1. Pengertian Kebijakan 

Banyak konsep telah dikemukakan oleh para ahli di bidang studi ini. 

Kata “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata “kebijakan” yang sering 

dikaitkan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah karena 

bertugas membimbing masyarakat dan melayani kepentingan umum 

(Abidin, 2012: 7). Kata “kebijakan” mempunyai etimologi Yunani, “polis,” 

yang berarti “negara kota.” Dalam bahasa Latin, menjadi “politia,” yang 

berarti “negara.” "Polisi" adalah istilah Inggris Kuno (Inggris Tengah) yang 

mengacu pada urusan pemerintahan atau administratif(Wiliam N. Dunn, 

2003:7). 

Menurut James E. Anderson (dalam Wahab, 2004:3), kebijakan 

adalah keputusan yang dibuat oleh sejumlah pemangku kepentingan 

dalam industri tertentu, termasuk lembaga pemerintah, organisasi, dan 

otoritas. Kebijakan adalah suatu kegiatan yang mengarah pada suatu 

tujuan yang diusulkan oleh suatu pemerintah atau organisasi dan 

lingkungan tertentu sehubungan dengan hambatan tertentu, sambil 

mencari kemungkinan-kemungkinan untuk mewujudkan sasaran yang 

diinginkan atau mencapai tujuan tersebut, menurut Carl Friedrich (dalam 

Wahab, 2004):3). 
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Dalam Wahab (1990), Hoogwood dan Gunn mengklasifikasikan 

penerapan terminologi kebijakan yang berbeda ke dalam 10 kategori, 

termasuk: 

a) Kebijakan sebagai nama suatu industri tertentu 

b) Kebijakan sebagai pernyataan mengenai tujuan atau kondisi yang 

menyeluruh. 

c) Suatu kebijakan merupakan suatu usulan tertentu keputusan 

pemerintah 

d) kebijakan tersebut ditetapkan sebagai tindakan konfirmasi dan validasi 

formal. 

e) Kebijakan sebagai inisiatif 

f) Kebijakan sebagai pengeluaran  

g) Kebijakan sebagai hasil 

h) Kebijakan sebagai model atau teori 

i) Kemajuan dalam kebijakan. 

H. Heclo (dalam Wahab, 1997:21) menegaskan bahwa kata 

"kebijakan" bersifat ambigu. Oleh karena itu, Heclo menyarankan dan 

mencatat bahwa “kebijakan lebih baik dilihat sebagai tindakan yang 

disengaja atau keengganan yang disengaja untuk bertindak daripada 

dilihat sebagai keputusan atau tindakan yang spesifik.” WI. Jenkins (dalam 

Wahab, 1997: 4) mengemukakan sudut pandang alternatif, memandang 

kebijakan sebagai serangkaian keputusan yang saling terkait mengenai 

pemulihan tujuan dan strategi untuk mencapainya dalam kondisi tertentu. 
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Menurut Carl J. Federick, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang 

dilakukan oleh individu, organisasi, atau lembaga pemerintah yang 

berwenang, dan terdapat sejumlah hambatan dan kesulitan dalam 

menerapkan rekomendasi tersebut dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu. Kebijakan juga dapat digambarkan sebagai gagasan dan aturan 

yang menentukan bagaimana kepemimpinan, pekerjaan, dan perilaku 

harus diterapkan sejalan dengan nilai, prinsip, tujuan, dan pedoman untuk 

mencapai tujuan (Taudiqurokhman, 2014:2).  

Dari penjelasan sebelumnya jelas terlihat bahwa kebijakan adalah 

peraturan dan pedoman umum yang berfungsi sebagai arah tindakan dan 

harus dipatuhi oleh para pelaku kebijakan dan pelaksana kebijakan 

karena sangat penting bagi prosedur internal dan pengambilan keputusan 

atas rencana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. . Dengan cara 

ini, perubahan kebijakan menjadi alat untuk menyelesaikan permasalahan 

yang diakibatkan oleh tindakan. Amin Priatna dikutip oleh Weihrich dan 

Koontz (2008:15). 

Inisiatif tetap berada dalam batasnya, dan kebijakan tersebut 

berfungsi sebagai sarana untuk memurnikan hati atau menginspirasi 

harapan. Kebijakan menentukan kebebasan, yang pada gilirannya 

mencerminkan otoritas dan status di dalam perusahaan. Kebijakan adalah 

deklarasi atau pemahaman yang memandu keputusan dan bisa juga 

menjadi strategi. Meskipun tidak semua kebijakan merupakan deklarasi, 

seringkali kebijakan tersebut dilaksanakan melalui tindakan. 
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Lebih lanjut Muhadjir (2003:90) mengidentifikasi kebijakan 

implementasi dan kebijakan substantif sebagai dua kategori kebijakan. 

Memilih alternatif yang dipandang paling efektif dalam menyelesaikan 

permasalahan merupakan salah satu teknik untuk mengambil keputusan 

mengenai kebijakan substantif. Setelah kebijakan substantif, tahap 

berikutnya adalah menerapkan kebijakan, atau keputusan yang 

memerlukan tindakan. dilakukan untuk menerapkan kebijakan substantif. 

Penalaran empiris berpendapat bahwa kebijakan suatu negara, yang 

dapat berupa undang-undang, arahan, atau program, adalah serangkaian 

tindakan yang diambil oleh suatu lembaga atau pemerintah dengan tujuan 

tertentu dan dilakukan oleh individu atau sekelompok aktor untuk 

mencapai tujuan. tujuan itu. untuk mengatasi suatu permasalahan 

tertentu. 

Dengan demikian, menurut perspektif di atas, kebijakan adalah 

kumpulan konsep dan prinsip yang menjadi landasan suatu permasalahan 

dan berfungsi sebagai arahan bagi perilaku, kepemimpinan, dan kinerja 

serta pernyataan nilai, keyakinan, atau aktivitas. tujuan untuk mengatasi 

suatu permasalahan yang berfungsi sebagai pedoman pengelolaan dalam 

upaya mencapai tujuan. Dengan kata lain, sebagai pedoman dalam 

memilih keputusan. 

2. Pengertian Kebijakan Publik 

Edi Suharto (2005:44) mengutip Thomas Dye yang mengatakan 

bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih atau tidak 
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dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik juga harus dilaksanakan oleh 

lembaga dan perwakilan pemerintah. Kebijakan publik pada hakikatnya 

adalah kebijakan yang mempunyai tujuan tertentu. mencakup beragam 

subjek, termasuk masalah hukum, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. 

Lebih lanjut, kebijakan publik dapat bersifat lokal, regional, atau nasional, 

meliputi undang-undang, peraturan, peraturan menteri, peraturan daerah, 

keputusan gubernur, dan sebagainya.  

Kebijakan publik didefinisikan sebagai aturan koersif yang 

diberlakukan oleh pemerintah, perwakilannya, atau organisasi yang harus 

dipatuhi oleh masyarakat umum. Kebijakan publik menurut Budiman 

(2013:9) adalah alat pemerintah yang bekerja untuk kesejahteraan umum, 

bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Sekalipun masih ada 

proses, permasalahan, dan tantangan yang harus dihadapi, keberadaan 

kebijakan publik mempengaruhi tercapai atau tidaknya suatu tujuan. Oleh 

karena itu, kebijakan publik sangatlah penting. Keberadaan kebijakan 

publik juga penting jika kebijakan tersebut dikembangkan dengan 

mempertimbangkan praktik terbaik untuk mencapai hasil terbaik. 

Kebijakan publik harus mempunyai tujuan yang jelas. 

Peraturan, pandangan, atau peraturan yang dirumuskan menjadi 

suatu produk hukum dan dikeluarkan oleh pemerintah, lembaga 

pemerintah, atau pejabat pemerintah dan wajib dipahami dan ditaati oleh 

masyarakat disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan publik berkaitan 

dengan kepentingan bersama yang diatur melalui perumusan kebijakan 
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dan disetujui oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk menjadi kebijakan 

publik. Masalah tersebut diidentifikasi terlebih dahulu untuk menentukan 

solusi terbaik terhadap masalah tersebut, dan kemudian dibentuk 

prosedur penyelesaiannya dalam bentuk aturan hukum. Jimly Ashiddiqie 

(2006:79) mengartikan kebijakan publik sebagai kewenangan yang 

bersifat tidak mengikat, seperti anggaran belanja negara dan anggaran 

yang dihasilkan oleh lembaga hukum publik, dan mengikat, misalnya 

undang-undang. 

3. Ruang Lingkup Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan salah satu tindakan dan undang-undang 

yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan 

kemasyarakatan. Kebijakan publik Indonesia secara ringkas dapat dibagi 

menjadi tiga bidang: 

a. Kebijakan Publik yang Bersifat Makro 

Kebijakan publik makro, atau jenis kebijakan publik yang masih 

bersifat strategis namun belum dilaksanakan, memerlukan kebijakan 

publik yang bersifat penjelasan atau divisi, disebut juga undang-

undang pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan. Contoh kebijakan 

publik yang luas, makro, atau mendasar di Indonesia antara lain UUD 

1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan 

Peraturan Daerah.  
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b. Kebijakan Publik yang Bersifat Meso 

Kebijakan publik skala meso atau menengah berfungsi untuk 

menjelaskan implementasi kebijakan publik tingkat makro. Kebijakan 

publik ini menjelaskan kebijakan pemerintah yang masih bersifat 

umum dan belum terpecah-belah. Di Indonesia, contoh kebijakan 

mesopublic antara lain surat edaran menteri, peraturan menteri, 

peraturan bupati, peraturan walikota, dan peraturan gubernur. Guna 

menyelaraskan kebijakan publik, menteri, gubernur, bupati, dan 

walikota juga dapat menerbitkan surat keputusan bersama (SKB). 

c. Kebijakan Publik yang Bersifat Mikro 

Salah satu jenis kebijakan publik yang mengatur pelaksanaan 

kebijakan di atasnya dikenal dengan kebijakan publik mikro. Kebijakan 

ini menguraikan bagaimana teknologi atau prosedur diterapkan di 

wilayah tersebut. Kebijakan publik mikro di Indonesia merupakan 

peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat publik, seperti walikota, 

gubernur, kementerian, dan bupati.  

4. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik 

Karena kebijakan didasarkan pada tujuan tertentu, maka 

pemerintahlah yang menciptakannya. Menurut Nugroho (2011: 110–111), 

kebijakan publik adalah suatu keputusan yang diambil oleh otoritas negara 

dengan tujuan mengatur masyarakat secara keseluruhan. Di antara tujuan 

kebijakan publik adalah: 
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a. Distributif versus absortbif 

1) Kebijakan distributif bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya 

negara kepada masyarakat, baik yang bersifat redistributif, 

realokatif, dan alokatif, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

2) Tujuan kebijakan penyerapan adalah untuk mendatangkan sumber 

daya bagi negara. 

b. Regulatif versus deregulatif 

1) Kebijakan regulasi adalah kebijakan yang membatasi dan mengatur  

2) Kebijakan yang membebaskan adalah kebijakan yang bersifat 

deregulasi. 

c. Dinamisasi versus stabilisasi 

1) Tujuan kebijakan dinamisasi adalah untuk memobilisasi sumber daya 

nasional guna mencapai tujuan tertentu. 

2) Stabilisasi adalah kebijakan yang berupaya mengendalikan atau 

membatasi dinamika yang terlalu cepat guna mencegah terjadinya 

kerugian terhadap sistem, baik itu sistem sosial, politik, keamanan, 

maupun ekonomi. 

d. Memperkuat negara versus memperkuat masyarakat/pasar 

1) Kebijakan yang mengedepankan peran negara yang lebih besar 

adalah kebijakan yang memajukan bangsa. 

2) Kebijakan penguatan pasar mendorong proses publik atau pasar 

untuk memainkan peran yang lebih besar dibandingkan negara. 
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Pada kenyataannya, kebijakan memiliki beberapa tujuan pada tingkat 

yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebijakan tersebut mendorong 

kemajuan kehidupan bersama secara adil dan seimbang. Pembuatan, 

pelaksanaan, dan penilaian kebijakan merupakan prioritas utama 

pemerintah, meskipun pemahaman ini penting. 

5. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Undang-undang dan kebijakan pemerintah yang berlaku di 

masyarakat memiliki tujuan lebih dari sekadar menjalankan tugas. Pada 

hakikatnya, kebijakan publik adalah cara pengambil keputusan menyikapi 

persoalan-persoalan yang lazim terjadi di masyarakat. Permasalahan 

publik lahir dari isu-isu yang apabila mendapat perhatian yang cukup 

maka pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan. Para 

pengambil kebijakan tidak serta-merta mengatasi permasalahan yang 

ada; sebaliknya, mereka terus bersaing dengan isu-isu baru. Ada 

beberapa langkah yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik 

di Indonesia. Pembuatan kebijakan publik secara garis besar dapat 

dicirikan sebagai berikut: 

a. Perencanaan Kebijakan 

Salah satu fase dalam pembuatan kebijakan publik adalah 

perencanaan kebijakan. Tahap pertama dalam mengembangkan suatu 

kebijakan adalah mengartikulasikan masalah, atau mendefinisikannya. 

Perumusan masalah adalah proses mengidentifikasi dan 

mengkarakterisasi suatu masalah. Para pembuat kebijakan harus 
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mempertimbangkan dampaknya selain keseriusan dan kompleksitas 

permasalahannya. Setelah permasalahannya diketahui secara pasti, 

tahap selanjutnya adalah mengembangkan agenda kebijakan. 

Rencananya. Kebijakan merupakan daya tarik untuk mempengaruhi 

pengambil keputusan agar mengambil tindakan. Menurut Barbara Nelson, 

agenda kebijakan adalah apa yang terjadi ketika para pemimpin publik 

menyadari isu-isu baru dan memilih untuk mengatasinya secara individu 

dan mengorganisir organisasi mereka untuk melakukannya(Budi Winarto, 

2015:124). 

Proses pemilihan alternatif pemecahan masalah merupakan langkah 

selanjutnya dalam proses perencanaan, yang berlanjut setelah tahap 

agenda kebijakan. Berbagai pendekatan yang diberikan oleh mereka yang 

terlibat dalam pembuatan kebijakan merupakan penyelesaian masalah 

alternatif. Signifikansi masalah dan kemungkinan keberhasilan merupakan 

dua faktor yang mempengaruhi pilihan berbagai solusi. Memilih kebijakan 

adalah langkah terakhir dalam proses perencanaan. Suatu penetapan 

kebijakan mempunyai kekuatan hukum yang bertahan lama dan 

merupakan solusi permasalahan masyarakat. Para pelaku kebijakan 

meyakini bahwa kebijakan yang dipilih adalah kebijakan yang baik. Ada 

dua kategori aktor yang membuat kebijakan: 

1) Mereka yang mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan 

atau mempunyai dampak terhadap pembuatan kebijakan, seperti 
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lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif dalam pemerintahan serta 

birokrasi.. 

2) Mereka yang tidak termasuk dalam pemangku kebijakan secara resmi 

namun bisa mempengaruhi adanya kebijakan, misalnya partai politik, 

warga negara dan individu. 

b. Implementasi Kebijakan 

Penerapan kebijakan adalah proses di mana individu dan organisasi 

yang berbeda menggunakan metode dan strategi kolaboratif untuk 

melaksanakan upaya mencapai tujuan program dan kebijakan. Setelah 

undang-undang disahkan, implementasi, menurut Ripley dan Frangklin, 

adalah apa yang terjadi dan memberikan kewenangan pada suatu 

program, kebijakan, manfaat, atau produk nyata lainnya. Penerapan 

kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa cara. 

1) Tindakan pemaksaan seperti pembuatan norma atau peraturan 

standar, inspeksi, dan penerapan hukuman terhadap mereka yang 

tidak mematuhi peraturan pemerintah, semuanya merupakan bagian 

dari strategi komando dan pengendalian. 

2) Pendekatan insentif ekonomi atau pasar yang mencakup penggunaan 

kredit pajak, subsidi untuk mendorong kepentingan-kepentingan 

swasta agar mematuhi aturan. 

Tidak hanya satu individu atau organisasi yang bertanggung jawab 

dalam menjalankan kebijakan publik sebagai aturan pemerintah. 

Kebijakan publik dilaksanakan oleh sejumlah pihak, termasuk lembaga 
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peradilan, lembaga legislatif, birokrasi, organisasi penekan, dan kelompok 

sosial, seperti yang ditunjukkan dalam praktik di Indonesia. Eksekutif 

merupakan kelompok pertama yang berperan sebagai aktor kebijakan. 

Di bidang administrasi, lembaga eksekutif mempunyai kewenangan 

implementasi yang luas sebagai salah satu pelaksana kebijakan publik. 

Mereka bertindak sebagai pelaksana kebijakan dan beroperasi sesuai 

dengan hukum yang berlaku.  

Lembaga legislatif merupakan kelompok kedua. Di Indonesia, 

lembaga legislatif adalah organisasi yang mempunyai kewenangan untuk 

membuat undang-undang yang menjadi pedoman dalam melaksanakan 

kebijakan publik. Lembaga peradilan merupakan lembaga ketiga. 

Untuk mencegah lembaga legislatif dan birokrasi menyalahgunakan 

kekuasaannya, lembaga peradilan juga mengawasi pelaksanaan inisiatif 

pemerintah. Kelompok penekan merupakan kategori keempat. Mereka 

adalah kelompok yang berkepentingan dengan kebijakan-kebijakan terkini 

yang berasal dari legislatif, pengadilan, birokrasi, dan masyarakat luas. 

Kelompok masyarakat merupakan kategori terakhir. Untuk memastikan 

bahwa kebijakan publik dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan 

dampak yang sebesar-besarnya, organisasi masyarakat sering kali 

dilibatkan dalam implementasinya. 

Setidaknya ada beberapa proses yang terlibat dalam implementasi 

suatu kebijakan. Untuk mengoptimalkan hasil usulan kebijakan, tahapan 
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harus dibuat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab(Ramlan 

Surbakti, 1992 :198-199): 

1) Menyediakan dana, staf, dan fasilitas untuk melaksanakan kebijakan. 

2) Menafsirkan dan memperjelas kebijakan melalui aturan dan pedoman 

pelaksanaan. 

3) Membuat jadwal untuk beberapa tahapan tindakan berdasarkan waktu, 

lokasi, keadaan, dan kendala keuangan.  

4) Anggaran rutin, personel, dan organisasi fasilitas material lainnya. 

5) Menawarkan keuntungan dengan memberikan pembatasan dan beban 

kepada masyarakat umum.  

6) Pemerintah menerapkan kebijakan alternatif untuk memberikan 

jawaban bagi pihak-pihak yang tidak mendapatkan keuntungan dari 

kebijakan yang telah diterapkan.  

c. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan mencakup substansi, implementasi, dan dampak 

serta merupakan salah satu jenis kegiatan estimasi atau penilaian. 

Evaluasi kebijakan tidak terbatas pada tahap terakhir kebijakan; ia 

mengevaluasi efektivitas setiap langkah proses pembuatan kebijakan, 

termasuk perumusan isu, penetapan agenda, implementasi, dan 

penilaian. Menurut Lester dan Stewart, proses evaluasi kebijakan 

mengevaluasi dua faktor: 

1) Menentukan dampak suatu kebijakan dengan menguraikan 

dampaknya. 
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2) mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan 

menggunakan ukuran atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tipe-tipe evaluasi kebijakan menurut James Anderson terbagi menjadi 

tiga tipe yaitu: 

1) Evaluasi suatu kegiatan dianggap sebagai kegiatan fungsional. 

Penilaian semacam ini memandang evaluasi kegiatan sama 

pentingnya dengan perancangan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini 

menunjukkan bahwa administrator dan pengambil kebijakan 

senantiasa mempertimbangkan manfaat dan dampak dari inisiatif, 

program, dan kebijakan yang dilakukan ketika membuat kebijakan 

tersebut. 

2) semacam tinjauan kebijakan yang menekankan bagaimana kebijakan 

diimplementasikan. Akibatnya, hal ini hanya menyoroti seberapa baik 

kebijakan diimplementasikan; hal ini tidak serta merta menyoroti 

dampak dari kebijakan tersebut.  

3) jenis penilaian program metodis. Penilaian semacam ini dilakukan 

untuk mengetahui seberapa baik kebijakan yang telah diterapkan 

telah berjalan. Penilaian metodis semacam ini juga bertujuan untuk 

mengukur efektivitas suatu kebijakan dengan mempertimbangkan 

seberapa baik kebijakan tersebut mengatasi permasalahan atau 

kebutuhan masyarakat. 
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6. Analisis Kebijakan Publik 

Untuk mengendalikan pemerintahannya, suatu negara harus memiliki 

kebijakan. Kebijakan pemerintah dirancang untuk memandu kegiatan 

guna mencapai tujuan yang dimaksudkan. Dalam bukunya “Analisis 

Kebijakan Publik”, Joko Widodo mengartikan analisis sebagai “dengan 

fakta-fakta yang berkaitan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan 

dicatat secara sistematis” (Widodo, 2009:13). Menurut penafsiran ini, 

analisis adalah pemahaman terhadap segala sesuatu yang diperoleh 

melalui penelitian untuk mengetahui keadaan sebenarnya. 

“Aktivitas intelektual praktis yang bertujuan untuk menciptakan, menilai 

secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam 

proses kebijakan” adalah cara William N. Dunn menjelaskan proses 

analisis kebijakan dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan 

Publik(Dunn, 1998:44).  

Berdasarkan uraian di atas, analisis kebijakan merupakan suatu 

proses yang berkontribusi terhadap penciptaan pengetahuan dan 

perumusan kebijakan publik. Analisis kebijakan melihat program publik, 

kinerja, penyebab, dan dampak. Politisi, konsultan, dan pengambil 

keputusan pemerintah semuanya memerlukan penelitian ini karena 

penelitian ini sangat penting dalam praktik pengambilan keputusan di 

sektor publik. 
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Ada beberapa cara untuk melihat suatu analisis, termasuk dari sudut 

pandang substantif dan mekanis. Menurut Subagyo Halim (2002:35), 

analisis dapat diamati dari: 

a. Secara Mekanis, dalam tahapan analisis akan terjadi: 

1) Mengubah data yang dikumpulkan, catatan dan gambar menjadi 

informasi yang lebih mudah dipahami. 

2) Jangan hanya mengandalkan kebetulan ketika menjelaskan variabel 

penelitian atau membuktikan hipotesis; menggunakan teknik analisis 

praktis. 

3) menganalisis data yang berbeda dalam konteks yang lebih besar atau 

menarik kesimpulan tentang populasi untuk mengatasi masalah baru. 

b. Secara substantif, dalam tahapan analisis dilakukan proses: 

1) 1) Memeriksa dan membedakan hipotesis atau konsepsi 

dengan data yang ditemukan. 

2) 2) Mencari dan mengidentifikasi ide-ide baru dalam data yang 

dikumpulkan. 

3) Cari tahu apakah ide baru tersebut relevan secara umum atau 

hanya terjadi dalam keadaan tertentu. 

Berdasarkan mekanisme dan ciri-ciri substantif yang disebutkan di 

atas, akan lebih mudah untuk menilai kebijakan yang dilaksanakan oleh 

para pengkaji jika kita menggunakan pendekatan analitis, baik yang 

bersifat mekanis maupun substantif. Selain itu, kita dapat memilih 

perspektif yang akan digunakan untuk analisis kita. Analisis adalah proses 



31 
 

penciptaan pengetahuan. Untuk mengetahui kekurangan suatu kegiatan 

diperlukan analisis.  

Adapun terdapat beberapa macam analisis sesuai dengan 

kegunaannya (Halim, 2002:40) yaitu: 

a. Analisis Teknikal 

Analisis teknikal adalah analisis yang dimulai dengan cara 

memperhatikan instansi itu sendiri dari waktu ke waktu. 

b. Analisis Kekuatan Relatif 

Analisis kekuatan relatif adalah analisis yang berupaya 

mengidentifikasi masalah yang memiliki kekuatan relatif terhadap 

masalah lain. 

c. Analisis Fundamental 

Menurut analisis fundamental, suatu sekuritas memiliki nilai yang 

melekat, yang juga dikenal sebagai nilai perilaku. nilai yang melekat. 

Data dari lembaga merupakan salah satu variabel utama yang 

menentukan suatu jenis sekuritas. Untuk memastikan apakah suatu 

pengamanan dapat diterapkan atau tidak, penelitian ini akan 

membandingkan nilai inherennya dengan perilaku karyawan. 

Penelitian ini akan memahami dan pada akhirnya menilai kinerja 

personel yang diterapkan. 

d. Analisis Instansi Individual 

Analisis yang dilakukan dengan memantau bagaimana personel 

dipimpin dan bagaimana tugas lembaga dilaksanakan dikenal sebagai 
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analisis lembaga individu. Perkembangan karyawan dan keadaan 

kerja akan dipastikan melalui analisis ini. 

Menurut definisi yang diberikan di atas, analisis adalah proses 

memahami sesuatu dengan menggunakan prosedur analitis untuk 

menentukan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu, penentuan tujuan 

penelitian akan layak dilakukan dengan melihat berbagai bentuk analisis 

yang disebutkan di atas. Pendekatan yang berbeda dalam mempelajari 

proses perumusan kebijakan, analisis kebijakan yang melihat kinerja, 

sebab akibat, dan program kebijakan.  

Analisis kebijakan menurut Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003:1) adalah 

proses mengidentifikasi kebijakan pengganti yang dapat menawarkan 

solusi terhadap berbagai jenis pilihan kebijakan. Analisis kebijakan 

menurut Budi Winarno (2005:27) dikaitkan dengan pemeriksaan dan 

karakterisasi sebab akibat kebijakan. 

Berdasarkan kedua definisi yang diberikan di atas, analisis kebijakan 

adalah informasi yang diperoleh dengan mempelajari alasan dan 

konsekuensi suatu kebijakan yang dapat menawarkan alternatif terhadap 

program dan kinerja kebijakan lain. 

Mengenai komponen utama analisis kebijakan, kita dapat mengkaji 

asal usul, isi, dan dampak kebijakan tertentu. Analisis kebijakan dapat 

dilakukan tanpa adanya kecenderungan untuk menerima atau menolak 

kebijakan yang ada sebelum suatu pilihan diambil.  
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Pada dasarnya terdapat tiga hal pokok dalam menganalisis kebijakan 

yaitu: 

a. Justifikasi dan saran kebijakan yang tepat adalah fokus utama. 

b. Pendekatan saintifik digunakan untuk mengkaji sebab dan akibat 

kebijakan. 

c. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan hipotesis luas yang 

dapat digunakan untuk menginformasikan pembuatan kebijakan. 

Dengan demikian, hal ini dapat digunakan dalam berbagai domain 

kebijakan dan organisasi. 

didasarkan pada dasar-dasar analisis kebijakan, yang mencakup 

pemahaman menyeluruh tentang apa itu kebijakan dan penciptaan ide-ide 

dasar yang dapat digunakan untuk mendukung pembuatan kebijakan. 

Dengan demikian, hal ini dapat digunakan dalam berbagai domain 

kebijakan dan organisasi. Lima elemen yang mempengaruhi berhasil atau 

tidaknya suatu analisis kebijakan (Dunn, 1998:25) adalah: 

a. Perumusan Masalah Kebijakan, yaitu dapat memasok pengetahuan 

yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi 

yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan 

kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah kebijakan 

terdiri dari beberapa indikato yaitu: 

1) Analisis batas, yang melibatkan penentuan kelengkapan relatif dari 

sistem perumusan masalah individu, yang kita sebut sebagai 

metaproblem. 
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2) Analisis klasifikasi, suatu metode untuk menjelaskan gagasan di 

balik definisi dan kategorisasi keadaan isu. 

3) Analisis hierarki, suatu metode untuk menentukan potensi 

penyebab suatu masalah. 

4) Sinektivitas, suatu teknik yang dirancang untuk mengidentifikasi 

masalah analog. 

5) Brainstorming, suatu teknik untuk menghasilkan tujuan dan ide 

yang membantu dalam identifikasi masalah. 

6) Analisis sudut pandang ganda, yaitu suatu teknik untuk 

mengumpulkan perspektif tambahan mengenai permasalahan dan 

peluang untuk perbaikan secara metodis. 

7) Analisis Asumsi, yaitu metode yang berupaya memadukan secara 

inovatif asumsi-asumsi yang berbenturan dengan permasalahan 

kebijakan. 

8) Argumentasi dan pemetaan merupakan dua strategi yang 

menyatukan sudut pandang dengan kebijakan yang sama. 

b. Memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan mengenai isu-

isu masa depan yang akan timbul dari pemilihan suatu tindakan 

dikenal sebagai peramalan kebijakan. Beberapa indikator yang 

digunakan dalam peramalan kebijakan antara lain: 

1) Proyeksi, yaitu prakiraan masa depan berdasarkan pola sejarah 

dan masa kini yang mungkin diperkuat oleh pandangan para 

ahli. 
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2) Prakiraan, prakiraan yang didasarkan pada asumsi teoretis 

yang kuat. 

3) Forecast, suatu prediksi mengenai keadaan masyarakat di 

masa depan yang didasarkan pada pendapat para ahli atau 

terpelajar. 

c. Rekomendasi Kebijakan: menghasilkan informasi yang relevan 

dengan kebijakan mengenai biaya atau keuntungan dari beberapa 

opsi yang dampak masa depannya telah diprediksi. Sejumlah indikator 

menjadi usulan kebijakan, antara lain: 

1) Keputusan tunggal adalah keputusan yang hanya boleh diambil 

oleh satu orang dan berpotensi mempengaruhi beberapa 

orang. 

2) Kecepatan, artinya kesimpulan tindakan harus segera terjadi; 

3) Kepastian, artinya hasil keputusan harus diketahui dengan 

pasti. 

d. Pemantauan kebijakan adalah proses berbagi informasi yang 

diperoleh dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Sejumlah indikator 

digunakan dalam pemantauan kebijakan, antara lain: 

1) Kepatuhan, yaitu memastikan apakah operasional aparat telah 

mematuhi pedoman dan protokol yang ditetapkan oleh 

pembuat undang-undang. 

2) Analisis, yang membantu menentukan apakah layanan dan 

sumber daya ditujukan untuk khalayak sasaran. 
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3) Menghitung dan memantau data hasil yang dapat digunakan 

untuk memperhitungkan perubahan sosial dan ekonomi. 

4) Pemantauan, atau penjelasan, juga mengumpulkan data yang 

mungkin membantu menjelaskan mengapa kebijakan dan 

inisiatif publik mempunyai hasil yang beragam.  

e.  Penilaian kebijakan, yaitu proses menghasilkan pengetahuan yang 

relevan dengan kebijakan mengenai perbedaan antara kinerja kebijakan 

yang diperkirakan dan apa yang sebenarnya dihasilkan. 

1) Evaluasi semu, yaitu penciptaan data yang akurat dan dapat dipercaya 

mengenai hasil kebijakan. 

2) Penilaian formal, yang berarti menghasilkan informasi yang akurat dan 

tepat waktu mengenai hasil-hasil kebijakan sambil menilainya 

berdasarkan program kebijakan. 

B. Indikator Kebijakan Publik 

Kinerja dapat didefinisikan sebagai pencapaian suatu tugas, tindakan, 

atau operasi oleh individu, tim, atau organisasi (Purwanto, 2012:99). 

Dengan demikian, kinerja dapat didefinisikan sebagai keluaran, hasil, atau 

pencapaian. Dalam kaitannya dengan kebijakan, kinerja suatu kebijakan 

dapat digambarkan sebagai tingkat keberhasilan implementasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. baik sebagai 

konsekuensi kebijakan maupun sebagai keluaran kebijakan. 

Seorang peneliti harus mengevaluasi kinerja kebijakan untuk 

mendukung klaim bahwa kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Indikator 
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adalah instrumen yang mungkin digunakan peneliti untuk mengevaluasi 

seberapa baik atau buruk suatu kebijakan diterapkan. Indikator 

merupakan alat penting dalam kebijakan publik untuk menilai seberapa 

baik suatu program berjalan. Peneliti dapat menggunakan indikator untuk 

menentukan apakah suatu proyek, program, atau kebijakan berhasil 

dilaksanakan atau tidak. Indikator dapat bersifat kuantitatif (angka) atau 

kualitatif (cerita) sebagai alat ukur. Ketika mengkarakterisasi tingkat 

pencapaian suatu target atau tujuan kebijakan, angka atau deskripsi ini 

sangat membantu. Peneliti akan lebih mampu mengidentifikasi keadaan 

yang akan muncul ketika mencapai tujuan. 

Ciri-ciri indikator yang baik dalam teori kebijakan publik sebagaimana 

di jelaskan Purwanto (2012:104) antara lain: 

a. Berhubungan dengan program atau kebijakan yang sedang ditinjau. 

Jelas sekali bahwa indikator-indikator yang akurat perlu mewakili 

kondisi sebenarnya dari kebijakan dan inisiatif. 

b. Cukup, karena jumlah indikator yang digunakan dapat sepenuhnya 

menggambarkan kondisi pencapaian tujuan kebijakan. 

c. Evaluator tidak akan kesulitan mengumpulkan data yang diperlukan di 

lapangan.  

d. Indikator sebaiknya bersifat representatif dan umum sehingga dapat 

dibandingkan dengan kebijakan serupa di tempat lain. 

Indikator kinerja utama dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu 

indikator keluaran dan indikator hasil, sebagaimana telah dikemukakan 
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sebelumnya dalam kerangka logis penilaian kinerja dalam melaksanakan 

suatu program. Dampak langsung yang dialami kelompok sasaran 

sebagai akibat dari kegiatan, hibah, subsidi, dan kegiatan lain yang 

dilakukan dalam implementasi suatu kebijakan dipastikan melalui 

penggunaan indikator keluaran. Evaluator dapat membuat sejumlah 

indikator untuk menilai kualitas hasil kebijakan yang dialami oleh 

kelompok sasaran. Sesuai dengan Purwanto (2012:105), tindakan yang 

harus dilakukan adalah: 

a. Mengidentifikasi policy output dari suatu kebijakan atau program yang 

akan dievaluasi. 

b. Mengidentifikasi kelompok sasaran kebijakan atau program, apakah 

kelompok sasaran tersebut individu, keluarga, komunitas dan lain-lain. 

c. Mengidentifikasi frekuensi kegiatan penyampaian output yang 

dilakukan oleh implementer. 

d. Mengidentifikasi kualitas produk yang disampaikan oleh implementer 

kepada kelompok sasaran. 

Secara umum, jika program atau kebijakan yang ingin Anda nilai 

bersifat distributif, yaitu jika program atau kebijakan tersebut bertujuan 

untuk membantu individu atau kelompok masyarakat yang kurang mampu 

dengan alat yang nyata seperti hibah, layanan gratis, subsidi, beasiswa 

pendidikan, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa indikasi yang dapat 

digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil kebijakan, menurut Purwanto 

(2012:106–110): 
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a.  Akses, Akses Indikator digunakan untuk menilai seberapa mudah 

populasi sasaran dapat mengakses program atau layanan. 

b. Cakupan adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh 

mana suatu kebijakan publik dapat menjangkau suatu populasi 

sasaran dalam rangka memberikan layanan, subsidi, transfer 

keuangan, beasiswa pendidikan, dan bentuk bantuan lainnya. Metode 

yang digunakan untuk mengukur cakupan adalah: 

1) Menetapkan siapa saja yang menjadi kelompok sasaran (keluarga 

miskin, petani, PNS dan sebagainya) idealnya evaluator memiliki 

data seluruh kelompok sasaran yang memiliki hal (eligible) untuk 

menjadi kelompok sasaran tersebut. 

2) Membuat proporsi (perbandingan) jumlah kelompok sasaran yang 

sudah mendapatkan layanan terhadap kelompok total target. 

c. Frekuensi adalah metrik yang digunakan untuk mengukur 

seberapa sering populasi sasaran mendapatkan layanan yang 

dijanjikan oleh program atau kebijakan. 

d. Bias: Ukuran ini menentukan apakah layanan diberikan oleh 

pelaksana biasa (yang menyimpang). 

e. Penyampaian layanan (keakuratan layanan), merupakan metrik 

yang menentukan selesai atau tidaknya layanan yang diberikan 

oleh implementasi suatu program sesuai jadwal. Saat 

mengevaluasi keluaran yang sensitif terhadap waktu, 

komponen ini sangat penting. 
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f. Akuntabilitas: Metrik ini menentukan apakah tindakan 

pelaksana dalam memenuhi kewajibannya kepada kelompok 

sasaran dapat dibenarkan atau tidak. 

g. Kesesuaian program dengan kebutuhan: Metrik ini menilai 

apakah terdapat perbedaan hasil program atau kebijakan. 

C. Implemantasi Kebijakan Publik 

1. Konsep Impelementasi  

Kata implementasi berasal dari kata kerja bahasa Inggris 

“toimplement” yang berarti “melaksanakan”, menurut Oktasari 

(2015:1340). Implementasi adalah proses pemberian sarana kepada 

seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan yang berdampak atau 

berdampak pada sesuatu. Contoh tindakan yang dianggap mempunyai 

dampak atau akibat antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, 

putusan pengadilan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga 

pemerintah dalam urusan negara. Selain itu, Gordon mengatakan bahwa 

beberapa tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan program 

tersebut berkaitan dengan implementasi (Mulyadi, 2015:24). 

Menurut Pressman dan Widavsky (Pramono 2020:2), istilah 

“implementasi” dapat merujuk pada proses atau implementasi 

sebenarnya. Kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi atau individu 

tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sering disebut 

sebagai implementasi. Namun menurut Edwards, kebijakan 

diimplementasikan melalui proses yang dipengaruhi oleh empat elemen: 
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disposisi, sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi(Subarsono, 

2011: 90). 

Menurut Edwars (dalam Winarno, 2008: 181), personel yang memadai 

dengan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya, 

serta wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk mengubah saran 

menjadi kertas yang dapat digunakan, merupakan sumber daya yang 

penting. Mewujudkan pelayanan publik ke dalam kerangka tindakan 

birokrasi. Selain itu, Edwars (dalam Winarno, 2008: 203) menegaskan 

bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi merupakan 

dua ciri utama organisasi birokrasi.  Meskipun fragmentasi berasal dari 

tekanan di luar unit birokrasi, seperti komite, legislatif, dan kelompok 

kepentingan pejabat eksekutif, prosedur operasi standar (SOP) adalah 

prosedur kerja, langkah mendasar yang dibuat secara internal sebagai 

respons terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya serta keinginan 

para pelaksana. untuk keseragaman dalam pekerjaan organisasi yang 

kompleks dan tersebar luas. Konstitusi negara dan jenis kebijakan yang 

mempengaruhi struktur birokrasi pemerintah. 

Menurut Mulyadi(2015:12) menjelaskan bahwa tindakan yang diambil 

untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam suatu keputusan disebut 

sebagai implementasi. Aktivitas ini berupaya mencapai modifikasi yang 

telah dipilih sebelumnya, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, dan 

mengubah keputusan tersebut menjadi pola operasional. Pada hakikatnya 

implementasi adalah upaya untuk menentukan apa yang seharusnya 
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terjadi setelah pelaksanaan program. Secara praktis, implementasi adalah 

tindakan melaksanakan pilihan-pilihan mendasar. Ada beberapa langkah 

dalam proses ini, khususnya : 

1. Tahapan Pengesahan Peraturan Perundang-undangan. 

2. Pelaksanaan keputusan oleh lembaga pelaksana. 

3. Kesiapan kelompok sasaran untuk menindaklanjuti pilihannya. 

4. Dampak sebenarnya dari keputusan tersebut, baik disengaja 

maupun tidak. 

5. Keputusan tersebut mempunyai dampak yang diharapkan oleh 

lembaga pelaksana. 

6. Upaya untuk membuat undang-undang atau peraturan menjadi 

lebih baik. 

Mazmanian dan Sabatier (Sutojo, 2015:3) Mendeklarasikan 

implementasi berarti mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah 

suatu program dianggap berhasil atau dikembangkan, termasuk upaya 

untuk melaksanakannya dan memberikan kontribusi yang signifikan 

kepada masyarakat. Widodo (dalam Sutojo, 2015: 4) menegaskan bahwa 

implementasi adalah suatu proses yang menggunakan orang, uang, dan 

keterampilan operasional dari sektor publik dan swasta (individu atau 

kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh pembuat 

kebijakan. 
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Selanjutnya menurut Purwanto (dalam Syahida, 2014: 13) Berhasil 

atau tidaknya suatu proses implementasi ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi, antara lain: 

1.  Kualitas kebijakan secara keseluruhan. 

2. Masukan kebijakan yang cukup, khususnya anggaran. 

3. Keakuratan alat (layanan, hibah, subsidi, dll.) yang digunakan 

untuk mencapai tujuan kebijakan. 

4. Kemampuan pelaksana (misalnya koordinasi, supervisi, 

bantuan SDM, struktur organisasi, dan lain-lain) 

5. Sifat dan dukungan kelompok sasaran, terlepas dari apakah itu 

kelompok atau individu. Berpendidikan atau tidak, laki-laki atau 

perempuan. 

6. Keadaan sekitar—geografis, sosial, ekonomi, dan politik—di 

mana implementasi dilakukan. 

Berdasarkan berbagai sudut pandang dan teori yang telah dibahas di 

atas, maka dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu proses 

dimana suatu organisasi atau lembaga melaksanakan kebijakan dan 

program, khususnya yang berkaitan dengan lembaga negara, serta 

melibatkan rekomendasi dan infrastruktur untuk mendukung program-

program tersebut. ditempatkan pada tempatnya. 

2. Pengertian Implementasi Kebijakan 

Secara teori, menerapkan kebijakan publik merupakan salah satu cara 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan selama proses pengambilan 
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keputusan. Salah satu fase krusial dalam pencapaian kebijakan publik 

adalah implementasinya. Secara teori, implementasi kebijakan merupakan 

sarana untuk mencapai tujuan suatu kebijakan, klaim Nugroho (2014:657), 

Perbedaan yang paling signifikan antar negara, menurut Huntington 

(Mulyadi, 2015:24), bukanlah pada struktur atau filosofinya, melainkan 

pada tingkat kapasitasnya dalam melaksanakan administrasi. Oleh karena 

itu, kapasitas suatu negara dalam melaksanakan setiap keputusan atau 

kebijakan yang dibuat oleh presiden, kabinet, atau legislatif merupakan 

indikator yang baik mengenai tingkat kemampuannya. 

Perbedaan yang paling signifikan antar negara, menurut Huntington 

(Mulyadi, 2015:24), bukanlah pada struktur atau filosofinya, melainkan 

pada tingkat kapasitasnya dalam melaksanakan administrasi. Oleh karena 

itu, kapasitas suatu negara dalam melaksanakan setiap keputusan atau 

kebijakan yang dibuat oleh presiden, kabinet, atau legislatif merupakan 

indikator yang baik mengenai tingkat kemampuannya(“a Proces of moving 

to ward a policy objective by mean administrative and political steps”). 

Mulyadi (2015:26) Pada hakikatnya pengertian pelaksanaan suatu 

kebijakan adalah suatu perubahan yang dilakukan melalui suatu rencana 

yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, Udoji 

menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan sangatlah penting—bahkan 

mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan (Mulyadi 2015: 46). 

Jika kebijakan tidak dapat dilaksanakan, maka kebijakan tersebut akan 

tetap menjadi cita-cita atau rencana matang yang diarsipkan . 
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Selain itu, implementasi kebijakan biasanya dipisahkan menjadi dua 

jenis, yaitu pendekatan top-down dan bottom-up, menurut Matland (dalam 

Hamdi, 2014: 98). Jones (dalam Waluyo, 2007–50) menegaskan bahwa 

ada dua pemain yang berpartisipasi dalam implementasi kebijakan: 

birokrat itu sendiri, serta sejumlah non-birokrat yang mungkin aktif dalam 

kegiatan implementasi, seperti anggota parlemen, hakim, dan lain-lain. -

Para birokrat sendiri terlibat dalam tugas-tugas fungsional yang terkait 

dengan implementasi. 

Matlan (Hamdi, 2014:98) mengemukakan adanya empat paradigm 

implementasi kebijakan yakni seperti berikut:  

1. Implementasi administratif: minimal ketidakpastian dan minimal 

konflik 

2.  Ambiguitas rendah, konflik tinggi (Implementasi Politik) 

3. Tingginya ambiguitas-tingginya konflik (implementasinya secara 

simbolis) 

4. Ambiguitas tinggi, konflik rendah (implementasi eksperimental). 

Menurut Mazmanian dan Sebastier (dalam Waluyo, 2007:50), 

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal 

selama proses implementasi merupakan bagian krusial dalam 

mempelajari implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut antara 

lain : 

a.  Kemudahan dalam mengelola permasalahan yang sedang 

dipertimbangkan 
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b. Kapasitas pilihan kebijakan untuk mengatur proses 

implementasi dengan tepat. 

c. Dampak langsung dari berbagai faktor politik terhadap proporsi 

masyarakat yang mendukung tujuan pengambilan kebijakan. 

Menurut Tachjan (dalam Tahir, 2014: 53), mewujudkan kebijakan 

publik dapat dipandang sebagai kajian ilmiah administrasi publik selain 

merupakan salah satu fungsi administrasi publik sebagai lembaga 

(birokrasi) dalam proses kebijakan publik. Menurut Wahab (dalam Tahir, 

2014:55), implementasi kebijakan adalah proses mewujudkan keputusan-

keputusan kebijakan yang mendasar menjadi tindakan. Keputusan-

keputusan ini sering kali dibuat melalui undang-undang, namun bisa juga 

dibuat melalui arahan eksekutif yang signifikan, keputusan pengadilan, 

atau cara lain. Keputusan tersebut dengan jelas menguraikan tujuan yang 

ingin dicapai, masalah yang ingin dipecahkan, dan beberapa pendekatan 

untuk mengatur dan mengawasi proses implementasi. 

Mazmanian dan sebastier (dalam Tahir, 2014:56) mengklaim bahwa 

ada tiga sudut pandang yang berbedayaitu sudut pandang pembuat 

kebijakan, pejabat pelaksana lapangan, dan aktor individu yang bertindak 

sebagai kelompok sasaranyang digunakan untuk memahami bagaimana 

kebijakan diimplementasikan. Menurut Anderson (dalam Tahir, 2014:56), 

ada empat faktor yang perlu diperhatikan ketika menerapkan suatu 

kebijakan: 
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1. Siapa yang bertanggung jawab atas eksekusi? 

2. Ciri-ciri proses administrasi. 

3. Ketaatan terhadap suatu kebijakan, 

4. Akibat atau pengaruh pelaksanaannya. 

Menurut Abidin (dalam Tahir, 2014:57), ada dua aspek utama yang 

mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan: 

1. Aspek internal, seperti faktor pendukung dan kebijakan yang akan 

diambil 

2. Unsur eksternal, seperti lingkungan sekitar dan pihak-pihak yang 

terkait. 

Implementasi kebijakan publik diartikan oleh Meter dan Horn (dalam 

Naditya, 2013:1088) sebagai tindakan yang dilakukan oleh organisasi 

publik dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup upaya 

untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka 

waktu tertentu serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan 

besar dan kecil yang ditentukan oleh keputusan kebijakan. 

Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Meter dan Carl (dalam 

Pratama, 2013: 230), implementasi kebijakan berfokus pada tindakan 

yang diambil oleh pemerintah dan perorangan (atau kelompok) yang 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan kebijakan sebelumnya. Cobalah untuk mengubah penilaian 

menjadi pola operasional saat melakukan langkah-langkah ini, dan terus 
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lakukan modifikasi kecil dan besar yang diperlukan dalam beberapa 

keputusan kebijakan. 

Selain itu implementasi merupakan suatu proses dan suatu hasil 

(output) menurut Lester dan Stewart (Nastia, 2014: 201). Proses dan 

pencapaian tujuan serta hasil akhir (output), khususnya tercapai atau 

tidaknya tujuan yang telah ditetapkan, dapat digunakan untuk mengukur 

atau mengamati keberhasilan implementasi suatu kebijakan. ingin dicapai. 

3. Model dan Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik 

Penerapan suatu kebijakan, secara teori, hanyalah sebuah cara untuk 

mencapai tujuannya—tidak lebih dan tidak kurang. Ada dua cara 

penerapan kebijakan publik: baik secara langsung melalui program atau 

dengan membuat kebijakan turunan atau turunan kebijakan publik. 

Program, proyek, dan kegiatan merupakan langkah pertama dalam rantai 

implementasi kebijakan yang terlihat jelas. Pendekatan ini mengadaptasi 

prosedur manajemen konvensional, khususnya yang digunakan di sektor 

publik. Kebijakan bermula dari program, yang kemudian disaring menjadi 

proyek, dan pada akhirnya terwujud sebagai tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah, masyarakat, dan bekerja sama dengan masyarakat. 

Nugroho (2014, 42) menegaskan ada dua kategori pemahaman dalam 

kebijakan publik, diantaranya: 

1. Kalangan kontinental yang sering memandang kebijakan publik 

sebagai proses interaksi antarlembaga negara, lebih memilih 

menganggapnya sebagai derivasi hukum dan bahkan kadang-
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kadang menyamakannya dengan hukum, khususnya hukum publik 

atau hukum tata negara. 

2. Penganut Anglo-Saxon, yang sering memandang kebijakan 

publik sebagai hasil interaksi antara publik dan negara, cenderung 

memahami bahwa kebijakan publik merupakan turunan dari politik 

demokratis. 

Setelah kebijakan dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun atau 

melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Secara teori, kebijakan 

dibuat dengan tujuan untuk mencapai skenario yang diinginkan, dan 

proses implementasinya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya 

yang tersedia. Pada akhirnya, hal ini tergantung pada bagaimana 

kebijakan tersebut diimplementasikan, apa pun hasil akhirnya. 

Suatu kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan 

menggunakan berbagai model pendekatan yang menjadi acuan atau 

rekomendasi. Adopsi masyarakat terhadap suatu kebijakan akan 

dipengaruhi oleh bentuk-bentuk implementasi kebijakan tersebut. Yulianto 

Kadji (2015:54–55) menguraikan sejumlah model dan metode 

implementasi kebijakan, antara lain: 

1. Model Van Meter dan Van Horn 

Model pertama adalah model klasik yaitu model yang diperkenalkan 

oleh duo Donald Van Meter dan Carl. Model ini mengandalkan 

implementasi kebijakan yang berjalan secara linier dari kebijakan 
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publik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel 

dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik: 

a. Pengukuran dan tujuan kebijakan, atau standar dan tujuan 

kebijakan 

Sejauh mana pengukuran dan tujuan kebijakan layak dilakukan 

mengingat konteks sosiokultural pada tingkat implementasi 

kebijakan dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu 

kebijakan diimplementasikan. Menurut Van Meter dan Van Horn, 

evaluasi efektivitas implementasi kebijakan tidak diragukan lagi 

menyoroti tolok ukur dan tujuan spesifik yang harus dipenuhi oleh 

para pelaksana kebijakan. Intinya, kinerja kebijakan adalah 

evaluasi seberapa baik tujuan dan standar tertentu dipenuhi. 

b. Sumber daya 

Kapasitas untuk memanfaatkan sumber daya yang ada secara 

efektif sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. 

Sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan 

suatu kebijakan adalah manusia. Sumber daya manusia yang 

berkualitas harus tersedia di setiap langkah implementasi agar 

dapat menjalankan tugas yang diamanatkan oleh kebijakan yang 

ditetapkan secara apolitis. Selain itu, waktu, uang, dan sumber 

daya manusia merupakan faktor penting dalam menentukan 

seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. 
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c. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor 

Institusi birokrasi, konvensi, dan peraturan, serta pola hubungan 

yang terlihat di dalam birokrasi, merupakan ciri-ciri agen pelaksana 

yang berdampak pada pelaksanaan inisiatif kebijakan. Hal ini 

penting karena efektivitas implementasi kebijakan akan 

memberikan dampak yang signifikan terhadap organisasi yang 

menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini mencakup kompetensi staf 

lembaga pelaksana, tingkat pengawasan terhadap keputusan dan 

prosedur lembaga, sumber daya politik organisasi, vitalitas 

organisasi, tingkat komunikasi terbuka horizontal dan vertikal 

dengan pihak di luar lembaga pelaksana, dan hubungan antara 

lembaga formal dan informal. badan pengambil keputusan. 

d. Aktivitas implementasi dan komunikasi antara organisasi. 

Komunikasi antar organisasi sulit dilakukan. Jika sistem dan 

prosedur kelembagaan memungkinkan pelaksana berperilaku 

konsisten dan bertanggung jawab, maka implementasi dianggap 

berhasil. Untuk memperhatikan standar dan tujuan kebijakan apa 

yang harus konsisten dan bervariasi (Consistency and Uniformity) 

dari berbagai sumber informasi, maka informasi harus 

dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan secara akurat. Oleh 

karena itu, menurut Van Horn dan Van Mater, agar kebijakan publik 

dapat dilaksanakan secara efektif, maka orang-orang 

(implementor) yang bertugas mencapai standar dan tujuan 
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kebijakan harus memahami apa yang dimaksud dengan tujuan 

standar; akibatnya, masyarakat harus diberitahu tentang standar 

dan tujuannya. pelaksana. Komunikasi dalam rangka 

menginformasikan kepada pihak-pihak yang melaksanakan 

kebijakan. 

e. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor 

Persepsi pelaksana kebijakan di yurisdiksi tempat kebijakan 

diberikan merupakan subjek dari variabel ini. Tiga elemen 

implementasi—pemahaman pelaksana kebijakan, arah respons 

mereka—apakah mereka menerima atau menolak implementasi, 

dan intensitas respons mereka—berpengaruh pada cara 

implementasi kebijakan. Mengingat seberapa besar pengaruhnya 

terhadap penerapan kebijakan publik, hal ini sangat mungkin 

terjadi. Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan publik sangat 

dipengaruhi oleh sikap menerima atau menolak agen pelaksana 

kebijakan, menurut Van Metter dan Van Horn. Hal ini sangat 

mungkin terjadi karena masyarakat setempat tidak merumuskan 

kebijakan yang diambil. yang benar-benar sadar akan tantangan 

dan permasalahan yang dihadapinya. 

f. Kondisi ekonomi, sosial dan politik. 

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi dan lingkungan yang 

dapat membantu keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh 

mana kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan, 
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dan karakteristik partisipan, seperti apakah mereka menerima atau 

menolak kebijakan tersebut. Iklim sosial, ekonomi, dan politik yang 

mendukung merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 

ketika mengevaluasi kinerja implementasi. bagaimana elit politik 

mendukung atau menentang implementasi kebijakan, dan 

seberapa besar faktor ekonomi dan sosial akan mempengaruhi 

implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, 

penerimaan atau penolakan lembaga eksternal terhadap suatu 

kebijakan berdampak pada keberhasilan implementasinya. 

Eksekusi kebijakan akan berhasil jika entitas eksternal 

memberikan bantuan. Sebaliknya, kebijakan tersebut tidak akan 

berhasil jika Anda menolaknya. Keadaan politik, sosial, dan 

ekonomi semuanya merupakan bagian dari lingkungan eksternal. 
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Penegasan van Meter dan Horn tersebut dapat diilustrasikan pada 

gambar sebagai berikut : 

Gambar 1. Model Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn 
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diumumkan. Ketersediaan dana yang diperlukan tidak mencukupi 

akan mengakibatkan buruknya kinerja kebijakan. Jika tidak ada 

komunikasi di antara para pelaksana kebijakan di organisasi, maka 

memiliki standar dan tujuan yang jelas tidak menjamin keberhasilan 

implementasi. Apa yang diidealkan oleh kebijakan tersebut harus 

dipahami oleh semua pihak yang melaksanakannya. Karena 

pelaksanalah yang mempertanggungjawabkan apa yang dipraktikkan: 

a. Tingkat kepegawaian dan keahlian  

b. Ruang lingkup dan jangkauan pengendalian 

c. Dukungan politik 

d. Kekuasaan organisasi  

e. Keterbukaan dan kebebasan berkomunikasi 

f. Hubungan dengan pembuat kebijakan. 

Faktor-faktor ini mempengaruhi seberapa baik kinerja suatu kebijakan 

dan mempengaruhi pendapat para pelaksana kebijakan mengenai 

kebijakan yang mereka terapkan. Cara para pelaksana kebijakan atau 

masing-masing pelaksana menanggapi faktor-faktor ini sangat 

dipengaruhi oleh ketidakberpihakan, objektivitas, dan tingkat 

kesadaran mereka. Berhasil tidaknya tergantung bagaimana masing-

masing pelaksana dan pelaksana kebijakan menyikapinya. penerapan 

kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika orang yang 

melaksanakan kebijakan tidak memahami tujuannya, terutama jika 
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nilai-nilai yang membentuk sikapnya berbeda dengan nilai-nilai yang 

dimiliki pembuat kebijakan. 

2. Model Mazmanian dan Sebatier 

Menurut model kedua Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier, 

implementasi merupakan upaya untuk melaksanakan pilihan 

kebijakan. Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sebatier 

disebut sebagai kerangka analisis implementasi. Proses implementasi 

dibagi menjadi tiga faktor dalam pendekatan ini, antara lain: 

a. Variabel bebas yang pertama adalah pengendalian masalah, yaitu 

berkaitan dengan indikasi permasalahan teknis dan teoritis 

pelaksanaan, variasi objek, dan penyesuaian yang dimaksudkan,  

b. Variabel kemampuan kebijakan dalam menyusun proses 

implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, 

penerapan teori sebab akibat, keakuratan alokasi sumber 

pendanaan, integrasi sumber hierarki antar lembaga pelaksana, 

peraturan pelaksanaan lembaga, perekrutan pejabat pelaksana, 

dan keterbukaan terhadap pihak luar menjadi dua variabel 

interveningnya. Variabel lain di luar kebijakan yang mempengaruhi 

proses implementasi adalah terkait dengan indikator kondisi sosial 

ekonomi dan teknologi, dukungan masyarakat, sikap dan risiko 

serta konstituen, dukungan pejabat tinggi, serta dedikasi dan 

kaliber kepemimpinan pejabat pelaksana. 
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c. Lima langkah proses implementasimemahami lembaga atau badan 

pelaksana yang sebenarnya, menerima hasil aktual, dan pada 

akhirnya mengarah pada pembuatan dan pelaksanaan kebijakan 

atau kebijakan mendasar yang menyeluruhdiwakili oleh tiga 

variabel terikat. 

3. Model Hoodwood dan Gun 

Model ketiga adalah model Brian W. Hoogwood dan lewis A. Gun. 

Untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat 

yaitu : 

a. Persyaratan pertama menyangkut jaminan bahwa kondisi 

eksternal yang dihadapi lembaga/lembaga pelaksana tidak akan 

menimbulkan permasalahan besar.  

b. Syarat kedua adalah apakah tersedia sumber daya yang memadai 

untuk melaksanakannya, termasuk sumber daya waktu.  

c. Kondisi ketiga adalah apakah campuran sumber daya yang 

diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik merupakan 

kebijakan yang kompleks dan mempunyai dampak yang luas. 

Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik akan melibatkan 

berbagai sumber daya yang diperlukan, baik dalam konteks 

sumber daya maupun sumber daya aktor.  

d. Apakah kebijakan yang diusulkan didasarkan pada hubungan 

sebab akibat yang dapat dipercaya merupakan kebutuhan 

keempat. 
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e. Banyaknya hubungan sebab akibat merupakan syarat keenam. 

Diasumsikan bahwa strategi akan mampu mencapai tujuan yang 

diinginkan jika terdapat lebih sedikit hubungan sebab-akibat. 

Penerapan kebijakan yang memiliki banyak hubungan sebab 

akibat pada dasarnya akan menurunkan efektivitas kebijakan 

tersebut.  

f. Minimal atau tidaknya hubungan ketergantungan merupakan 

syarat keenam. Implementasi yang efektif tidak mungkin 

dilakukan, terutama jika terdapat hubungan ketergantungan. 

g. Pemahaman menyeluruh dan kesepakatan terhadap tujuan 

merupakan kebutuhan ketujuh.  

h. Tugas-tugas tersebut harus diatur dan diperinci dengan baik agar 

dapat memenuhi syarat kedelapan. Prioritas dan tugas yang 

terdefinisi dengan baik adalah.  

i. Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi yang 

sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi 

adalah asal muasal dari kerjasama tim serta terbentuknya sinergi.  

j. Syarat kesepuluh adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki 

wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan 

kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau power adalah syarat 

bagi keefektivan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang 

berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap berupa 

kebijakan tanpa dan impactbagi target kebijakan. 
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4. Model Goggin Bowman, dan lester. 

Dengan menekankan pendekatan “metode penelitian” dengan variabel 

independen, Malcom Goggin, Ann Bowman, dan James Lester 

menciptakan model implementasi kebijakan yang “lebih ilmiah”. 

melakukan intervensi, mengandalkan, dan menggunakan 

"komunikasi" sebagai motivator untuk melaksanakan kebijakan. 

5. Model Grindle  

Berdasarkan substansi kebijakan dan lingkungan implementasi, model 

kelima adalah model Merilee S. Grindle. Prinsip dasarnya adalah 

implementasi kebijakan mengikuti transformasi kebijakan. Tingkat 

implementasi suatu kebijakan menentukan keberhasilannya. Isi 

kebijakan tersebut terdiri dari: 

a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan. 

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 

c. Derajat perubahan yang diinginkan. 

d. Kedudukan pembuat kebijakan. 

e. (siapa) pelaksana program. 

f. Sumberdaya yang dikerahkan. 

Landasan model Grindle adalah pemahaman menyeluruh tentang 

konteks kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksana, 

penerimaan implementasi, potensi perselisihan di antara para pelaku 

implementasi, dan kebutuhan akan sumber daya implementasi. 
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6. Model Elmore dkk. 

Model keenam yang diciptakan oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, 

Benny Hjern, dan David O’Porter, didasarkan pada semacam 

kebijakan publik yang mendorong warga negara untuk melaksanakan 

kebijakannya sendiri atau tetap melibatkan pejabat pemerintah, 

meskipun dalam skala terbatas. kapasitas. Harapan dan keinginan 

masyarakat sasaran atau pelanggan, serta harapan dan keinginan 

pemerintah di tingkat yang lebih rendah, harus dipertimbangkan ketika 

membuat kebijakan. Biasanya masyarakat baik secara langsung 

maupun melalui kelompok sosial nirlaba (LSM) yang menggagas 

konsep kebijakan ini. 

7. Model Edward. 

George Edward III menggarisbawahi bahwa masalah utama yang 

dihadapi administrasi publik adalah kegagalan dalam memberikan 

perhatian pada eksekusi. Ia menegaskan, pilihan pengambil kebijakan 

tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa implementasi yang 

kompeten. Empat hal utama yang menjadi perhatian bagi 

keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi, 

komunikasi, sumber daya, dan disposisi atau sikap. 

Komunikasi mencakup sikap dan reaksi individu yang bersangkutan 

serta cara kebijakan disampaikan kepada organisasi dan/atau 

masyarakat umum. Jika berbicara tentang kemampuan pelaksana 

kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan dengan sukses, 
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sumber daya mengacu pada ketersediaan sumber daya tambahan, 

khususnya sumber daya manusia. Disposisi berkaitan dengan 

ketersediaan pelaksana kebijakan. Kesesuaian organisasi birokrasi 

yang mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan publik merupakan 

persoalan struktur birokrasi. 

8. Model Nakamura dan Smalwood. 

Ketiga komponen model kebijakan “lingkungan mempengaruhi 

implementasi” masing-masing mencakup aktor dan arena. 

9. Model Jaringan. 

Jaringan interaksi yang rumit antara beberapa pemain dalam jaringan 

aktor otonom membentuk proses implementasi kebijakan. Menurut 

paradigma ini, setiap pemain dalam jaringan mempunyai tujuan yang 

berbeda dan relatif independen. Koordinator bukanlah seorang aktor, 

juga tidak ada seorang koordinator. Menurut metode ini, keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh aliansi dan/atau kesepakatan 

yang dibentuk oleh para peserta dalam jaringan pusat. 

4. Perspektif Keberhasilan Implementasi 

Implementasi menjadi lebih rumit ketika mempertimbangkan 

bagaimana mencapai hasil program yang diharapkan, baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang, selain kepatuhan. Keberhasilan 

implementasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, khususnya: 

a. Pertimbangkan implementasi sebagai penggunaan strategi organisasi 

pelaksana tunggal (single agency) oleh pemerintah daerah (organisasi 
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pelaksana) untuk mematuhi pemerintah federal atau organisasi yang 

lebih tinggi (perspektif kepatuhan). 

b. Mempersepsikan apa yang terjadi (perspektif apa yang terjadi). 

Metode ini mengkaji bagaimana entitas pemerintah dan non-

pemerintah (beberapa lembaga dan aktor non-pemerintah) berinteraksi 

untuk mengidentifikasi elemen penyebab yang mempengaruhi suatu 

kejadian. 

Tipe ideal organisasi yang menjamin implementasi yang berhasil baik 

adalah: 

a. Adanya kesatuan dalam organisasi 

b. Standar pelaksanaan prosedur yang jelas 

c. Mekanisme komunikasi dalam organisasi yang baik 

d. Tidak ada masalah waktu dalam implementasi 

e. Tidak ada masalah informasi dalam implementasi 

Namun tipologi organisasi tersebut dalam kenyataannya sulit 

diwujudkan dan menghadapi permasalahan di lapangan sebagai berikut: 

a. Dalam praktiknya, dunia usaha sering kali menghadapi 

perbedaan pendapat atau perspektif ketika mengidentifikasi 

suatu masalah. 

b. Melalui petunjuk teknis (technical instruction) dan petunjuk 

operasional (implementation instruction), suatu kebijakan 

seringkali mengatur bagaimana program tersebut dijalankan. 
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c. Organisasi pelaksana tidak memiliki metode yang efektif untuk 

berkomunikasi dengan organisasi lain. 

d. Komunikasi yang lambat dan kurangnya dorongan yang tepat 

selama implementasi menyebabkan masalah waktu dalam 

pengambilan kebijakan.. 

e. Akumulasi kesalahan dalam mengkomunikasikan informasi dari 

bawah ke atas menjadi penyebab permasalahan penyampaian 

informasi terkait implementasi. 

D. Kebijakan Pendidikan 

1. Pengertian Kebijakan Pendidikan 

Sebagaimana tertuang dalam buku Administrasi Pendidikan 

Kontemporer karya Syaiful Syagala (2008), kebijakan diartikan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai kecerdasan, 

keterampilan, kebijaksanaan, serta seperangkat konsep dan prinsip yang 

menjadi landasan dan landasan perencanaan dalam melaksanakan 

pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak pemerintah, organisasi, dan 

lain sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud 

sebagai pedoman manajemen dalam mencapai sasaran. 

Konsekuensi dari kebijakan ini memerlukan dua hal. Pertama, 

kumpulan isu yang memiliki ciri-ciri tertentu. Kedua, konsekuensi dari ciri-

ciri proses dalam pembuatan kebijakan. sedangkan melihat kebijakan 

pendidikan nasional dari sudut pandang pembangunan pendidikan adalah 
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upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan membangun kebudayaan 

nasional; akibatnya, masalah selalu muncul saat mengambil keputusan. 

Dalam pengertian ini, kebijakan adalah kebijakan yang berhubungan 

dengan masalah pendidikan. Setiap orang, termasuk pemerintah, 

mengejar pendidikan, yang merupakan proses yang tidak ada habisnya. 

Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan 

pengetahuan. Berdasarkan definisinya yang terbatas, pendidikan sama 

saja dengan bersekolah. Dalam pengertian ini, pengajaran yang diberikan 

oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah pendidikan.  

Pendidikan mencakup seluruh pengaruh upaya sekolah terhadap 

anak-anak usia sekolah dan remaja guna memberikan mereka 

kemampuan kognitif yang sempurna, kesiapan mental, dan kesadaran 

tingkat lanjut yang akan membantu mereka ketika memasuki masyarakat, 

membentuk hubungan sosial, dan menjalani hidup mereka. tanggung 

jawab sebagai makhluk sosial dan individu(Soyomukti, 2010:40-41). 

Proses rekayasa modifikasi perilaku harus terjadi di sekolah sebagai 

institusi. Sekolah harus direncanakan dengan cara yang sama seperti 

bagaimana para insinyur menciptakan mesin yang rumit. Kurikulum yang 

dikembangkan secara ilmiah harus menjadi landasan sekolah sebagai 

proses rekayasa perubahan perilaku, dan kegiatannya harus 

direncanakan dengan perhatian cermat terhadap detail dan dilaksanakan 

dengan disiplin penuh. Mengenai pendidikan, sekolah adalah tempat yang 

ideal untuk mempromosikan nilai-nilai dan perilaku siswa. 
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Kata perencanaan pendidikan, rencana induk pendidikan, peraturan 

pendidikan, kebijakan pendidikan, dan lain-lain kadang-kadang digunakan 

secara bergantian dengan istilah kebijakan pendidikan. Kebijakan negara, 

atau kebijakan publik pada umumnya, mencakup kebijakan pendidikan. 

Kebijakan pemerintah yang dikenal sebagai kebijakan pendidikan 

mengatur aturan-aturan tertentu yang berkaitan dengan distribusi, alokasi, 

dan penyerapan sumber daya serta pengendalian perilaku di kelas. 

Menurut Tilaar & Riant Nugroho (2008:16) mengungkapkan bahwa 

kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan 

langkah-langkah strategis pendidikan yang dituangkan dalam visi dan misi 

pendidikan guna mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu 

masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Kebijakan pendidikan merupakan 

kebijakan publik di bidang pendidikan. Dalam ensiklopedia disebutkan 

bahwa kebijakan pendidikan berkaitan dengan kumpulan undang-undang 

atau peraturan yang mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan yang 

mencakup tujuan pendidikan dan cara mencapai tujuan tersebut. 

Di era globalisasi, kebijakan pendidikan harus mendapat perhatian 

utama karena menurut Mark Olsen dan Anne-Maie O'Neil, kebijakan 

pendidikan adalah kunci menuju kejayaan, bahkan kelangsungan hidup, 

suatu bangsa dalam persaingan internasional. Klaim bahwa globalisasi 

memperkenalkan prinsip-prinsip demokrasi adalah salah satu pertahanan 

utama. Demokrasi yang didukung oleh pendidikan adalah demokrasi yang 

membuahkan hasil. 



66 
 

2. Objek Studi Analisis Kebijakan Pendidikan 

Analisis kebijakan pendidikan dilakukan secara komprehensif, 

mencakup konsepsi, implementasi, dan dampak kebijakan, meskipun 

fokusnya adalah pada pelaksanaan kebijakan. Sebenarnya proses analitis 

harus beralih dari penelitian pembentukan kebijakan (Irianto, 2012). Ketika 

mengkaji keadaan implementasi setiap formulasi kebijakan, skenario 

implementasi kebijakan yang idealseperti yang tercantum dalam formulasi 

kebijakandikonsultasikan pada semua tingkat aktor kebijakan. Setelah itu, 

persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan 

pendidikan dikaji hingga ditemukan akar permasalahannya. campur 

tangan terhadap pelaksanaan kebijakan yang diusulkan. Analisis berikut 

berfokus pada implikasi ilmiah untuk menciptakan paradigma baru dalam 

gagasan dan konsepsi kebijakan pendidikan. Tujuan kebijakan saat ini 

adalah untuk menunjukkan dengan tepat konsep-konsep yang berkaitan 

dengan profesionalisasi administrasi pendidikan. 

Unsur-unsur sistem pendidikan nasional yang kini mengalami banyak 

tekanan untuk mengatasi krisis yang kompleks ini perlu dikaji untuk 

mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap pokok bahasan 

manajemen pendidikan. Menggagas nilai-nilai demokrasi, pelayanan, dan 

meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan adalah cara untuk mencapai hal ini. Tujuan dan tanggung 

jawab lembaga pendidikan memerlukan suatu kebijakan yang dituangkan 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Untuk memilih input yang 
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akan diolah untuk menghasilkan output yang memenuhi kebutuhan, 

preferensi, dan harapan negara dan masyarakat, kebijakan ini 

menggunakan model normatif, standar, dan spesifikasi. 

3. Proses Pembuatan Kebijakan Pendidikan 

Gagasan kebijakan pendidikan bersifat mendasar dan komprehensif. 

Menyelesaikan situasi yang menantang merupakan tujuan dari kebijakan 

yang dikembangkan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang 

dimotivasi oleh ambisi, memajukan masyarakat dan keadaan, 

mengakomodasi berbagai kepentingan, dan meminimalkan kerugian bagi 

semua orang yang terlibat. Begitu pula banyak hal yang perlu diperhatikan 

karena kebijakan pendidikan mempunyai dampak yang besar dan 

mempengaruhi kepentingan masyarakat. 

Strategi pendidikan harus bijaksana untuk mencegah terbentuknya 

permasalahan baru yang lebih penting dan kompleks dibandingkan 

permasalahan yang perlu diperbaiki. Pengembangan kebijakan 

pendidikan harus berhasil dan efisien meningkatkan produksi, kualitas, 

dan kehidupan masyarakat. Syaiful Syagala mengatakan, berikut standar 

prosedur pembuatan kebijakan: 

a. Pendekatan Empirik  

Tujuan utama pendekatan empiris yang bersifat faktual dan 

menghasilkan data deskriptif dan prediktif adalah untuk menjelaskan 

variasi sebab akibat suatu kebijakan tertentu di bidang pendidikan. 

Analisis kebijakan empiris diperkirakan akan menghasilkan dan 
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mendistribusikan informasi penting mengenai fakta, prinsip, dan 

praktik pendidikan. 

b. Pendekatan Evaluatif 

Menurut Imron, evaluasi adalah suatu proses yang berupaya 

menentukan sejauh mana suatu kegiatan dapat dilaksanakan atau 

berhasil atau tidak. Menemukan bobot atau keunggulan (nilai) 

berbagai kebijakan untuk menghasilkan data evaluatif menjadi fokus 

utama metode evaluasi ini. Evaluasi kebijakan membantu menjawab 

pertanyaan evaluatif, seperti bagaimana suatu kebijakan dinilai dan 

kriteria apa yang digunakan untuk mengevaluasi nilai tersebut. 

4. Pendekatan Dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan 

a. Pendekatan Social Demand Approach (Kebutuhan Sosial) 

Pendekatan tuntutan sosial merupakan suatu metode untuk 

menciptakan kebijakan pendidikan yang didasarkan pada tujuan, 

tuntutan, dan beragam kepentingan yang diusung masyarakat. 

Dengan pendekatan seperti ini, sebelum membuat kebijakan 

pendidikan yang relevan, pembuat kebijakan terlebih dahulu 

menyelidiki dan mengidentifikasi ambisi yang muncul di masyarakat. 

menanganinya. Pada kenyataannya, metode permintaan sosial 

menjawab tuntutan masyarakat sebelum dan sesudah kebijakan 

pendidikan diberlakukan, selain ambisi masyarakat sebelum 

perumusan kebijakan. Diharapkan bahwa warga negara dari seluruh 

lapisan masyarakat akan berpartisipasi dalam pengembangan dan 
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pelaksanaan kebijakan pendidikan. Salah satu cara mengkategorikan 

pengembangan kebijakan adalah bersifat pasif, artinya jika 

masyarakat mengajukan permintaan terlebih dahulu maka dapat 

dibuat kebijakan baru. 

b. Pendekatan Man-Power Approach 

Strategi semacam ini lebih menekankan pada faktor-faktor logis 

untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap 

sumber daya manusia yang cukup. Aspek terpenting dari metode 

ketenagakerjaan ini adalah bahwa metode ini didasarkan pada 

pertimbangan logis dan visioner dari sudut pandang pembuat 

kebijakan, terlepas dari apakah masyarakat memerlukan kebijakan 

pendidikan tertentu untuk dilaksanakan atau tidak.Pemerintah 

mempunyai legitimasi yang besar untuk membuat kebijakan di bidang 

pendidikan karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan untuk 

itu. Pendekatan seperti ini mengajarkan kita sesuatu yang penting: 

pendekatan ini umumnya lebih bersifat diktator. Proses demokratis 

dalam menciptakan kebijakan pendidikan tidak dihormati dengan 

metode tenaga kerja; Telah terbukti bahwa visi masa depan pemimpin 

yang visionerlah yang mendorong terciptanya kebijakan, bukan tujuan 

dan harapan masyarakat. Strategi semacam ini tampaknya memiliki 

unsur otoriter. Namun sisi positifnya, proses pembuatan kebijakan 

pendidikan saat ini dengan menggunakan teknik tenaga kerja ini lebih 
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efektif dan memiliki jangka waktu yang lebih lama(Arif Rohman, 2009 

:107-108). 

5. Aspek-Aspek Dalam Kebijakan Pendidikan 

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut 

Tilaar & Riant dalam Arif Rohman (2009 :120): 

a. Sifat manusia sebagai organisme yang berkembang menjadi manusia 

dalam suasana kemanusiaan menjadi fokus kebijakan pendidikan 

secara keseluruhan. Visi dan misi pendidikan suatu masyarakat 

dijelaskan oleh kebijakan pendidikannya. 

b. Integrasi teori dan praktik pendidikan, atau ilmu pendidikan sebagai 

ilmu praktis, memunculkan kebijakan pendidikan. Proses analisis 

kebijakan, pembuatan kebijakan, implementasi, dan penilaian 

semuanya termasuk dalam kebijakan pendidikan.  

c. Kebijakan pendidikan harus masuk akal bagi masyarakat dan 

pertumbuhan pribadi orang-orang yang dituju. Legitimasi kebijakan 

pendidikan untuk pertumbuhan pribadi ditunjukkan oleh bagaimana 

kebijakan tersebut membantu proses pembebasan individu.. 

d. Transparansi. Hubungan sosial adalah tempat berlangsungnya 

proses pendidikan yang memanusiakan manusia. Artinya 

masyarakatlah yang memiliki pendidikan. Jika pendidikan adalah 

usaha milik masyarakat, maka pendapat masyarakat harus 

didengarkan pada semua tahap pengembangan, pelaksanaan, dan 

penilaian kebijakan pendidikan. 
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e. Penelitian dan pengembangan mendukung kebijakan pendidikan. 

Kebijakan pendidikan adalah sesuatu yang dapat dipraktikkan, 

bukan sesuatu yang abstrak. Karena kebijakan pendidikan adalah 

salah satu dari banyak pilihan yang tersedia, maka penting untuk 

mengamati hasil kebijakan dalam tindakan. 

f. Segala bentuk kebijakan publik, termasuk kebijakan ekonomi dan 

keamanan nasional, serta jenis kebijakan lainnya, memerlukan 

analisis kebijakan. 

g. Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan 

peserta didik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada 

terbentuknya para intelektual organik yang menjadi agen-agen 

pembaharuan dalam masyarakat bangsanya. 

h. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat 

demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan 

pribadinya sebagai pribadi yang kreatif pendukung dan pelaku dalam 

perubahan masyarakatnya. Kebijakan pendidikan haruslah 

memfasilitasi dialog dan interaksi dari peserta didik dan pendidik, 

peserta didik dengan masyarakat, peserta didik dengan negaranya 

dan pada akhirnya peserta didik dengan kemanusiaan global. 

i. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan 

dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan 

mencakup rumusan-rumusan yang abstrak, maka misi pendidikan 

lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret. 
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Kebijakan pendidikan merupakan hal yang dinamis yang terus 

menerus berubah namun terarah dengan jelas.  

j. Efisiensi harus menjadi landasan kebijakan pendidikan. Kebijakan 

pendidikan lebih dari sekedar pernyataan tentang bagaimana 

melakukan praksis pendidikan. Institusi pendidikan dan masyarakat 

secara keseluruhan harus mengadopsi kebijakan pendidikan. 

Persyaratan untuk kebijakan pendidikan yang efektif mencakup 

kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan dana, implementasi 

progresif, dan dukungan kemampuan penelitian dan pengembangan. 

Kebijakan pendidikan yang kuat adalah kebijakan yang 

mempertimbangkan kemampuan di bidangnya. 

k. Kebutuhan siswa, bukan otoritas, yang menjadi landasan kebijakan 

pendidikan. Kami telah menunjukkan bahwa kekuasaan dan 

pendidikan saling terkait erat. Mengingat hal ini, otoritas harus 

digunakan untuk mendukung kemandirian siswa daripada melakukan 

kontrol terhadap mereka. Dalam masyarakat demokratis, pendidikan 

mempunyai kemampuan untuk membantu siswa tumbuh menjadi 

kontributor yang inovatif dan berguna bagi masyarakat daripada 

melakukan kontrol terhadap mereka. 

l. Wawasan atau intuisi yang tidak rasional bukanlah landasan kebijakan 

pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari pertimbangan 

logis beberapa pilihan dan pemilihan tindakan yang paling efektif dan 

efisien sambil mempertimbangkan berbagai bahaya dan potensi 
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solusinya. Meskipun strategi pendidikan yang intuitif berada pada jalur 

yang benar, namun tidak efektif dan kurang jelas sehingga akan 

menimbulkan pemborosan. Selain itu, penelitian dan pengembangan 

tidak diperlukan untuk mendukung kebijakan intuitif. Akan sulit untuk 

memverifikasi kebijakan pendidikan yang intuitif dalam waktu singkat, 

sehingga menjadikannya sangat tidak efektif. Siswa akan digunakan 

sebagai subjek uji untuk kebijakan intuitif. 

m. Kebijakan pendidikan yang tepat akan muncul dari tujuan yang jelas. 

Kepentingan siswa akan dikorbankan oleh kebijakan pendidikan yang 

tidak jelas. Proses pendidikan menghormati kebebasan siswa, seperti 

yang telah dijelaskan sebelumnya. Siswa adalah subjek yang memiliki 

nilai-nilai moral, bukan objek upaya pendidikan. 

6. Kriteria Kebijakan Pendidikan 

Salah satu ciri unik kebijakan pendidikan adalah kebijakan tersebut 

mempunyai tujuan instruksional. 

a. Untuk memberikan kontribusi terhadap pendidikan, kebijakan 

pendidikan harus mempunyai tujuan, namun lebih tepatnya, kebijakan 

tersebut harus mempunyai tujuan yang khusus dan jelas. 

b. Memiliki aspek legal-formal 

Tentu saja kebijakan pendidikan akan diberlakukan, oleh karena itu 

sangat penting untuk memenuhi persyaratan agar dapat diterima dan 

mempunyai kekuatan hukum di suatu daerah. Agar dianggap sah dan 

dapat diterapkan secara formal di suatu daerah, kebijakan pendidikan 
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harus mematuhi kriteria konstitusional dari hierarki konstitusi yang 

berlaku. untuk memungkinkan terciptanya kebijakan pendidikan yang 

valid. 

c. Memiliki konsep operasional 

Tentu saja, agar suatu kebijakan pendidikan dapat berfungsi sebagai 

landasan pedoman umum, kebijakan tersebut harus mempunyai 

manfaat praktis agar dapat diterapkan, yang diperlukan untuk 

memperjelas bagaimana tujuan pendidikan ingin dicapai. Lebih jauh 

lagi, perlunya kebijakan pendidikan berperan sebagai pendukung 

pengambilan keputusan. 

d. Dibuat oleh yang berwenang 

Untuk mencegah kerugian terhadap pendidikan dan lingkungan di 

luarnya, kebijakan pendidikan harus dibuat oleh para ahli mata 

pelajaran yang memiliki wewenang yang diperlukan. Pengambil 

kebijakan pendidikan minimal mencakup politisi yang berkepentingan 

langsung dengan pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan 

pengelola lembaga pendidikan. 

e. Dapat dievaluasi 

Tentu saja situasi nyata yang memerlukan perhatian tidak dapat 

dipisahkan dari kebijakan pendidikan. Mereka dapat dikembangkan 

atau dipelihara jika mereka unggul; jika ada kekurangan, maka perlu 

diperbaiki. Oleh karena itu, salah satu ciri kebijakan pendidikan adalah 

kemudahan evaluasinya. 
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f. Memiliki sistematika 

Karena kebijakan pendidikan juga merupakan suatu sistem, maka 

kebijakan tersebut perlu diorganisasikan dengan baik dalam kaitannya 

dengan semua bidang yang ingin dikontrolnya. Untuk mencegah 

kebijakan pendidikan menjadi pragmatis, diskriminatif, dan memiliki 

struktur yang rapuh karena sejumlah komponen yang hilang atau 

bertentangan, sistematika juga harus sangat efektif dan efisien. Hal ini 

perlu dipikirkan secara matang agar tidak menimbulkan cacat hukum 

internal ketika diterapkan di kemudian hari. Kemudian dari sisi 

eksternal, kebijakan pendidikan perlu diintegrasikan dengan kebijakan 

lain, baik kebijakan moneter, kebijakan politik, bahkan kebijakan 

pendidikan yang berada di atas, di samping, dan di bawahnya (Ali 

Imron, 1995:20). 

E. Beasiswa Kedokteran Pemerintah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap peserta didik pada setiap 

satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi 

luar biasa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 

Menurut Pasal 12 Ayat 1 Huruf (d), setiap peserta didik pada setiap 

lembaga pendidikan berhak mendapatkan penggantian biaya pendidikan 

bagi yang orang tuanya tidak sanggup membiayai biaya pendidikannya. 

Kewajiban lainnya adalah menjunjung tinggi hak setiap warga negara 
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dalam mengakses layanan pendidikan. Sementara Pasal 32 ayat 2 

menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin 

terselenggaranya wajib belajar pada tingkat pendidikan minimal dasar, 

sedangkan Pasal 32 ayat 3 menyatakan bahwa wajib belajar merupakan 

kewajiban pemerintah.. 

Berdasarkan bagian lima ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 

Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, Pemerintah dan pemerintah 

daerah berwenang memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa 

kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu 

membiayai pendidikannya. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat 

memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang memenuhi syarat sesuai 

dengan wilayah hukumnya masing-masing berdasarkan Pasal 27 ayat 2. 

Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di 

atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

memandang peningkatan standar pendidikan sebagai salah satu prioritas 

utama pembangunan daerah. “Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan 

Berpribadi dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila” 

menjadi ciri lain Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang selaras 

dengan hal tersebut. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk 

mewujudkan visi dan tujuan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

adalah dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa kedokteran. 

Beasiswa sekolah kedokteran memberikan siswa dukungan keuangan 

untuk mendaftar dan/atau menyelesaikan studi mereka, terutama jika 
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mereka memiliki potensi akademik dan/atau profesional untuk 

melakukannya.  

a. Beasiswa ini bertujuan untuk:  Mengembangkan sumber daya 

manusia khususnya generasi muda dalam bidang daya saing dan 

kualitas. 

b. Memberikan kesempatan kepada mereka yang berprestasi baik 

pada jalur undangan dan SBMPTN untuk melanjutkan pendidikan 

kedokteran negeri, apapun kondisi keuangannya. 

c. Sebagai sarana bagi pemerintah daerah untuk mengatasi 

kekurangan tenaga medis yang berkualitas di Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan. 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, pemerintah, 

pemerintah daerah, dan masyarakat sama-sama mempunyai tanggung 

jawab belanja pendidikan. Ketiga kategori biaya pendidikan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan 

merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau 

penyelenggara/satuan pendidikan yang dibentuk oleh 

masyarakat. 

b. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan 

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 
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c. Biaya pribadi siswa merupakan biaya operasional yang 

mencakup pengeluaran pendidikan yang harus dikeluarkan 

siswa agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara 

konsisten dan konsisten. 

Persyaratan pemberian beasiswa pendidikan kedokteran meliputi: 

a. Universitas 

1) Universitas yang memiliki program pendidikan kedokteran 

2) Pihak universitas menandatangani perjanjian kerjasama dengan 

pemerintah daerah. 

b. Mahasiswa 

1) Penerima beasiswa adalah warga masyarakat Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan yang dibuktikan dengan KTP. 

2) Penerima beasiswa telah diterima sebagai mahasiswa pendidikan 

kedokteran pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. 

3) Mahasiswa yang lulus pendidikan kedokteran mengajukan 

permohonan beasiswa ke pemerintah kabupaten bolaang 

mongondow selatan 

4) Penerima beasiswa menandatangani naskah ikatan dinas antara 

mahasiswa dengan pemerintah daerah. 

Beasiswa diberikan selama pemenang tetap terdaftar di kelas selama 

60 (enam puluh) bulan. Dengan biaya pendidikan sebesar Rp 20.000.000 

setiap semester dan dukungan pendidikan berupa dana pengembangan 

sebesar Rp 50.000.000 setiap semester. 
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F. Peneliti Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hasil upaya peneliti untuk 

menemukan persamaan kemudian memberikan gagasan baru untuk 

penelitian selanjutnya, selain membantu memposisikan karyanya dan 

menampilkan orisinalitasnya. Terlepas dari apakah penelitian tersebut 

telah dipublikasikan atau belum, peneliti membahas hasil-hasil 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang perlu dilakukan pada 

bagian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan 

dengan pokok bahasan yang penulis pelajari. 

Penelitian Terdahulu 
 

Mutia Thahirah 
(2021) 
 
Judul : 

Analisis 
Implementasi 
kebijakan 
Pemberian Bantuan 
beasiswa 
Pemerintah Kota 
Dumai kepada 
mahasiswa 
berprestasi dan 
keluarga kurang 
mampu/Metode 
Deskriptif Kualitatif. 
 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Thahirah (2021) 
tentang Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian 
Bantuan Beasiswa Pemerintah Kota Dumai Kepada 
Mahasiswa Dan Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga 
Kurang Mampu Asal Kota Dumai. Dari hasil 
penelitiannya, ditemukan bahwa bagian kesejahteraan 
rakyat tidak memiliki standar operasional prosedur 
(SOP) yang lengkap beserta juknis dalam pemberian 
beasiswa, kesulitan pendaftar mengenai BDT 
dikarenakan kurang jelasnya informasi secara 
menyeluruh tentang persyaratan ini, hal tersebut 
seharusnya dapat dicantumkan secara tepat di dalam 
persyaratan. Kemudian sumber daya yang masih 
kurang baik dalam segi apapun, karakteristik agen 
pelaksana yang masih belum transparan kepada 
mahasiswa/I pendaftar, dan juga lingkungan sosial 
yang belum sepenuhnya memberikan tanggapan 
positif terhadap pelaksanaan kebijakan karena 
persyaratan yang sulit dijangkau.Hambatan yang juga 
dirasa dalam implementasi kebijakan ini yaitu 
kurangnya sosialisasi terkait BDT/BTKS kepada 
masyarakat, kuota penerima beasiswa yang kurang 
sebab keterbatasan anggaran, dan sulitnya 
mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar kota 
Dumai dalam pengantaran berkas. 
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Gustin Mahinda Ari 
Sandy (2014) 
 
Judul : 

Implementasi 
Peraturan Walikota 
Nomor 29 Tahun 
2013 Tentang 
Pedoman 
Pemberian 
Beasiswa 
Mahasiswa 
berprestasi bagi  
keluarga pemegang 
kartu menuju sehat 
sejahtera (KMS)/ 
Metode Kualitatif. 
 
 

Gustin Mahinda Ari Sandy (2014) melakukan 
penelitian tentang Implementasi Peraturan Walikota 
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2013 
Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa 
Berprestasi Kepada Keluarga Pemegang Kartu 
Menuju Sejahtera (KMS) Tahun 2013. Segi Pedoman 
Pemberian Pemberian Beasiswa Siswa Berprestasi 
Bagi Keluarga Pemegang Kartu Sejahtera (KMS), 
Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengikuti 
Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013 dengan 
cukup baik, berdasarkan temuan penelitian. Salah 
satu peraih beasiswa prestasi 28 KMS dari 45 
kecamatan tahun 2013 tidak bersekolah di wilayah 
DIY. Hal ini harus diwaspadai oleh Pemerintah Daerah 
Istimewa Yogyakarta karena ada beberapa hal yang 
menyebabkan sulitnya pelaksanaan beasiswa prestasi 
KMS secara adil. Salah satu penyebabnya adalah 
rendahnya jangkauan Dinas Pendidikan Kota 
Yogyakarta terhadap masyarakat, sehingga banyak 
masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan 
program tersebut. Selain itu, kesadaran masyarakat 
tidak mau mempelajari inisiatif pemerintah karena 
mereka memahami betapa pentingnya pendidikan 
tinggi. 
 

Ulfian Hamdani 
(2020)  
 
Judul: 

Implementasi 
Peraturan Bupati 
Labuhanbatu Nomor 
14 Tahun 2019 
tentang Perubahan 
Ketiga Atas 
Peraturan Bupati 
Labuhanbatu Nomor 
7 Tahun 2013 
tentang Pedoman 
Pemberian Dana 
Pendidikan Bagi 
Mahasiswa 
Kabupaten 
Labuhanbatu 

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfian Hamdani (2020) 
tentang Implementasi Peraturan Bupati Labuhanbatu 
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Pedoman Pemberian Dana Pendidikan Bagi 
Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu.Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa kebijakan pelaksanaan 
program tersebut didukung oleh struktur pelaksana 
yang baik di bagian administrasi kesejahteraan rakyat 
pada sekretariat daerah kabupaten labuhanbatu dan 
badan pengelolaan keuangan dan aset daerah 
kabupaten labuhanbatu.Namun dalam 
pelaksanaannya masih ditermukan berbagai hal yang 
masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan.Faktor-
faktor yang mempengaruhi yaitu kelengkapan tata 
aturan yang terdapat pada petunjuk pelaksanaan 
dinilai belum sepenuhnya dapat memberikan petunjuk 
yang jelas dan pelaksanaan verifikasi faktual 
mahasiswa masih belum optimal lantaran tidak 
tersedianya anggaran untuk mendukung hal tersebut. 
Diharapkan pihak pelaksana program dapat 
menambah jumlah personil yang ada atau adanya 
dibentuk tim untuk menjaring kelayakan yang 
dikatakan masyarakat kurang mampu. 
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Dari sekian banyak penelitian di atas, belum ada yang benar-benar 

mengkaji analisis kebijakan peraturan bupati tentang pedoman teknis 

Analisis Implementasi Kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran 

di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sehingga penelitian ini relatif 

segar dan penting untuk diteliti. 

G. Kerangka Pikir 

Meskipun terdapat banyak definisi yang berbeda mengenai kebijakan 

publik saat ini, namun tetap fokus pada tindakan dan kelambanan 

pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Selain banyaknya peristiwa dan 

tindakan yang terjadi di pemerintahan, makna dan isi kebijakan publik, 

baik langsung maupun tidak langsung, telah diketahui dengan baik oleh 

masyarakat. Ada beberapa sudut pandang ahli dengan pengertian yang 

berbeda-beda.  

Pemerintah daerah kini lebih jelas dalam menjalankan tugas 

kekuasaan dan pendanaannya berkat penerapan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi 

peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Merencanakan, 

menciptakan, melaksanakan, dan menilai pembangunan kebijakan dan 

program yang memenuhi kebutuhan masyarakat lokal merupakan 

tanggung jawab pemerintah daerah secara luas. Oleh karena itu, otonomi 

daerah dirancang untuk menjamin masyarakat lokal dapat terus 

mengembangkan daerahnya masing-masing. Pemerintah tidak hanya 

bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. 
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Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus dievaluasi dari 

awal hingga akhir, termasuk dengan menyusun dan membandingkan hasil 

program dengan tujuan kebijakan. Serangkaian keputusan yang dibuat 

oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tertentu yang 

mempengaruhi masyarakat dikenal sebagai kebijakan publik. Kebijakan ini 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada dan menerapkan strategi yang 

efisien.  

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan bupati bolaang mongondow 

selatan mengenai petunjuk teknis pemberian beasiswa kedokteran 

merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan 

kualitas layanan kesehatan di wilayahnya di kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas 

masih menjadi tantangan besar, salah satunya disebabkan oleh 

kekurangan tenaga medis Dokter Umum dan Dokter Spesialis yang 

berkualitas. 

Sehingga untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah bolaang 

mongondow selatan melalui kebijakan bupati telah menginisiasi program 

pemberian beasiswa kedokteran. Program ini bertujuan untuk mendukung 

pendidikan calon dokter dari bolaang mongondow selatan yang nantinya 

akan kembali berkontribusi dalam peningkatan layanan kesehatan di 

daerah.  
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Untuk mengukur efektivitas kebijakan pemberian beasiswa kedokteran 

tersebut, peneliti menggunakan indicator model klasik dalam pendekatan 

implementasi kebijakann  yang menjadi acuan Dengan berfokus pada 

indikator diatas untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pemberian 

beasiswa kedokteran, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan dan dapat 

memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk pengembangan 

kebijakan di kabupaten bolaang mongondow selatan. 

Kerangka berfikir merupakan acuan didalam melaksanakan penelitian 

isinya adalah jawaban dari rumusan masalah berdasarkan kajian teori. 

kerangka fikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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H. Definisi Operasional 

Seorang peneliti harus mengevaluasi kinerja kebijakan untuk 

mendukung klaim bahwa kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Indikator 

adalah instrumen yang mungkin digunakan peneliti untuk mengevaluasi 

seberapa baik atau buruk suatu kebijakan diterapkan. Faktor-faktor berikut 

ini, menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2014, 

156:163), mungkin dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas kinerja 

implementasi: 

a. Ukuran dasar atau tujuan kebijakan. 

Kinerja kebijakan harus dievaluasi oleh peneliti untuk mendukung 

kesimpulan bahwa kebijakan tersebut berhasil atau gagal. Indikator 

adalah instrumen yang mungkin digunakan peneliti untuk memutuskan 

apakah implementasi suatu kebijakan berhasil atau tidak. Berikut 

beberapa faktor yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas 

kinerja implementasi menurut Van Meter & Van Horn dalam Budi 

Winarno (2014, 156:163). 

b. Sumber-sumber kebijakan. 

Implementasi Kebijakan memerlukan ketersediaan sumber daya untuk 

mendukung administrasi selain tindakan mendasar dan tujuan 

kebijakan. Dana atau insentif yang diharapkan dapat memfasilitasi 

keberhasilan implementasi merupakan salah satu sumber daya yang 

disebutkan. Kapasitas untuk menggunakan sumber daya berkualitas 
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tinggi yang tersedia sangat penting bagi efektivitas implementasi 

kebijakan. 

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan. 

Komunikasi antar organisasi sulit dilakukan. Jika sistem dan prosedur 

kelembagaan memungkinkan pelaksana berperilaku konsisten dan 

bertanggung jawab, maka implementasi dianggap berhasil. Penting 

untuk memperhatikan kriteria dan tujuan kebijakan apa yang harus 

bervariasi dan konsisten (konsistensi dan keseragaman) dari berbagai 

sumber informasi ketika mengkomunikasikan informasi kepada 

pelaksana kebijakan. 

d. Karakteristik Badan pelaksana. 

Cara upaya kebijakan dilakukan dipengaruhi oleh struktur birokrasi, 

norma, dan pola interaksi yang ada di dalam birokrasi. Hal ini penting 

karena organisasi yang menerapkan suatu kebijakan akan sangat 

terpengaruh oleh seberapa baik kebijakan tersebut dilaksanakan. 

Efektivitas personel lembaga pelaksana, tingkat pengawasan 

terhadap keputusan dan proses lembaga, sumber daya politik 

organisasi, vitalitasnya, tingkat transparansi komunikasi horizontal dan 

vertikal dengan pihak-pihak di luar lembaga pelaksana, dan hubungan 

antar lembaga pelaksana semuanya termasuk dalam hal ini. Baik 

entitas resmi maupun informal yang mengambil keputusan. 
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e. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik. 

Faktor-faktor ini mencakup karakteristik peserta, seperti apakah 

mereka mendukung atau menentang kebijakan tersebut, sejauh mana 

kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan, dan 

sumber daya ekonomi dan lingkungan yang dapat membantu 

implementasi kebijakan yang efektif. Lingkungan sosial, politik, dan 

ekonomi yang baik merupakan elemen yang perlu dipertimbangkan 

ketika menilai efektivitas implementasi. Sejauh mana faktor sosial dan 

ekonomi akan mempengaruhi bagaimana kebijakan 

diimplementasikan, serta bagaimana elit politik mendukung atau 

menentang kebijakan tersebut. 

f. Disposisi atau sikap pelaksana. 

Persepsi pelaksana kebijakan di yurisdiksi tempat kebijakan diberikan 

merupakan subjek dari variabel ini. Pemahaman terhadap kebijakan, 

arah reaksi pelaksanabaik diterima atau ditolakdan intensitas respons 

pelaksana merupakan tiga aspek implementasi yang mempengaruhi 

eksekusi kebijakan oleh pelaksana. Hal ini sangat mungkin terjadi 

karena mempunyai dampak yang signifikan terhadap bagaimana 

kebijakan publik diimplementasikan. 
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 
 
 

1. Objek Penelitian 

Item penelitian yang akan diteliti hendaknya menjadi pertimbangan 

awal dalam melakukan penelitian. dimana suatu permasalahan yang akan 

dijadikan bahan penelitian untuk menemukan solusi termasuk dalam objek 

penelitian. Supriati (2015) menegaskan bahwa faktor-faktor yang diteliti 

oleh peneliti di lokasi penelitian dikenal sebagai objek penelitian. Menurut 

definisi yang diberikan di atas, objek penelitian adalah uraian tujuan ilmiah 

yang akan dibahas dalam rangka mengumpulkan data dan informasi 

untuk kegunaan dan alasan tertentu. Analisis implementasi kebijakan 

pemberian beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan menjadi objek kajian yang akan penulis cermati. 

2. Metode Penelitian 

a. Jenis dan Pendekatan Metode Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian studi kasus, yang sejalan dengan sifat topik yang diteliti. 

Studi kasus, menurut Samiaji Sarosa (2012) dalam bukunya Basics of 

Qualitative Research, adalah pendekatan penelitian yang 

menggunakan bukti empirisbukan hasil eksperimen laboratoriumuntuk 

menunjukkan apakah suatu teori dapat diterapkan atau tidak dalam 

situasi tertentu. 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Kajian induktif terhadap proses berpikir yang berkaitan dengan 

dinamika keterkaitan peristiwa-peristiwa yang diamati ditekankan 

dalam metode penelitian kualitatif yang secara konsisten 

menggunakan logika. Dalam Gunawan (2013:82), Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu metode yang 

menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan orang 

serta perilaku yang diamati. Mereka berpendapat bahwa metode ini 

bersifat holistik (keseluruhan), berfokus pada lingkungan dan diri 

sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini, tidak dapat diterima untuk 

menganggap seseorang atau kelompok sebagai variabel atau 

hipotesis; sebaliknya, hal ini harus dipertimbangkan secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan definisi di atas, penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik kualitatif, yang menjamin bahwa data 

dikumpulkan secara organik dan menyeluruh sesuai dengan data 

lapangan dan bukan hasil rekayasa atau manipulasi karena tidak ada 

faktor atau unsur pengendali. Mengembangkan kepekaan gagasan 

terhadap permasalahan yang dihadapi, menjelaskan realitas dengan 

menyelidiki gagasan dari bawah, dan memperoleh wawasan terhadap 

satu atau lebih fenomena yang ditemui merupakan tujuan penelitian 

kualitatif(Imam Gunawan, 2016). 
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b. Lokasi Penelitian 

Jika dilihat dari lokasinya, penelitian ini termasuk dalam kategori 

penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini 

berbentuk kata-kata deskriptif dan bukan nilai numerik karena 

menggunakan teknik kualitatif. Kajian dilakukan di Bagian 

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan. 

3. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Kondisi nyata di sekitar objek penelitian dijelaskan melalui teknik 

studi kasus yang diterapkan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini 

adalah mengumpulkan data penerapan peraturan bupati tentang 

petunjuk teknis pemberian beasiswa kedokteran. Dalam penelitian ini, 

sumber data primer dan sekunder digunakan.  

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan informasi 

secara langsung kepada pengumpul data(Sugiyono, 2012:137). 

Catatan wawancara yang dikumpulkan selama wawancara berfungsi 

sebagai sumber data utama. Sekretaris daerah, Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), kepala bagian kesejahteraan dan 

subbagian kesejahteraan masyarakat, serta penerima beasiswa 

menjadi sumber data utama penulis dalam penelitian ini. Selain itu, 

penulis juga melakukan kerja lapangan. 
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Selain itu, sumber data sekunder adalah sumber yang tidak 

memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Sumber 

data sekunder ini mungkin merupakan hasil pengolahan lebih lanjut 

atas data asli dari sumber lain atau diberikan dalam format yang 

berbeda (Sugiyono, 2012:137). Informasi dari sumber primer, seperti 

wawancara atau observasi langsung di lapangan, didukung oleh data 

ini. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan, 

penulis juga menggunakan data sekunder dari tinjauan literatur dan 

dokumen. Pengarang kajian sastra membaca karya-karya yang dapat 

menunjang penelitiannya, yaitu karya-karya yang relevan dengan 

karyanya. 

4. Informan Penelitian 

Orang yang benar-benar memahami permasalahan yang diteliti 

disebut sebagai informan penelitian, dan mereka dipekerjakan untuk 

memberikan informasi mengenai keadaan dan latar belakang 

penelitian (Moleong, 2015: 163). Penelitian ini menggunakan teknik 

snowball sampling. Peneliti menggunakan teknik snowball sampling 

karena memperhatikan pertimbangan tertentu yang mungkin akan 

dihadapi pada saat penelitian. Pertimbangan tersebut misalnya data 

yang didapatkan kurang dapat memenuhi kapasitas. Teknik snowball 

sampling yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya 

jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan 

sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data 
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yang memuaskan maka mencari informan lain yang digunakan 

sebagai sumber data (Sugiyono, 2017: 218-219). 

Adapun yang akan menjadi informan utama dalam penelitian ini 

berjumlah 1 (satu) Orang yaitu Sekretaris Daerah yang bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian bantuan 

beasiswa kedokteran, informan kunci berjumlah 6 (empat) Orang yang 

terdiri dari kepala bagian kesejahteraan rakyat,  Analis Kebijakan Ahli 

Muda yang merupakan pelaksana kebijakan, serta 2 (dua) Calon 

Penerima dan 2 (dua) Orang penerima beasiswa sebagai sasaran dan 

tujuan program kebijakan. 

Pada penelitian ini perlu adanya informan pendukung, informan 

pendukung yang berjumlah 2 (dua) Orang adalah Pimpinan DPRD 

dan Ketua Komisi II DPRD dalam mendukung implementasi kebijakan 

melalui tahapan penganggaran, pengawasan dan evaluasi.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Karena instrumen penelitian menyediakan data yang diperlukan 

untuk mengatasi permasalahan terkini, tujuan penelitian sebagian 

besar ditentukan oleh metode pengumpulan data yang digunakan. 

Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah: 

a) Observasi 

Pengamatan yang disengaja dan metodis terhadap kejadian-

kejadian sosial dan gejala-gejala psikologis yang kemudian 

didokumentasikan disebut observasi. Salah satu cara untuk 
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mendapatkan informasi adalah dengan observasi, yang 

melibatkan pengawasan terhadap aktivitas yang sedang 

berlangsung. Dengan menggunakan pedoman observasi sebagai 

instrumennya, pendekatan ini akan digunakan untuk mengamati 

objek penelitian di lapangan. 

b) Wawancara Terstruktur 

Jika peneliti atau pengumpul data yakin dengan informasi yang 

dikumpulkan, wawancara terstruktur digunakan sebagai metode 

pengumpulan data. Salah satu jenis panduan wawancara yang 

dibuat secara informal dan menyeluruh atas pertanyaan yang 

ingin diajukan disebut panduan wawancara terstruktur. 

c) Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara tidak terencana di 

mana peneliti tidak mengikuti protokol wawancara yang 

komprehensif dan metodis untuk mengumpulkan data. Panduan 

wawancara hanya berupa rangkuman pertanyaan yang akan 

diajukan. 

d) Dokumen  

Menurut Arikunto (2007:141) dokumentasi, khususnya pencarian 

melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, arsip, 

notulensi rapat, agenda, dan bahan lainnya untuk mendapatkan 

informasi tentang objek atau variabel. Catatan masa lalu disebut 

dokumen. Tulisan, sketsa, atau kreasi besar seseorang semuanya 
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dapat dianggap sebagai dokumen. Peraturan Bupati Bolaang 

Mongondow Selatan, surat edaran, rencana anggaran beasiswa, 

dan makalah lainnya menjadi data dokumenter dalam penelitian 

ini. 

6. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2009:334), analisis data adalah 

tindakan mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi secara 

metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain 

sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat 

dibagikan kepada orang lain.  

Para peneliti menggunakan paradigma analitis Miles dan 

Huberman dalam penyelidikan mereka. Menurut Sugiono (2011:246) 

yang mengutip Miles dan Huberman, kegiatan analisis data kualitatif 

bersifat interaktif dan berkelanjutan hingga selesai, memastikan 

bahwa datanya jenuh. Kegiatan analisis data kali ini meliputi: 

a) Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memisahkan informasi 

penting, memusatkan perhatian pada hal yang penting, mencari 

tren dan tema, dan menghilangkan informasi yang tidak 

diperlukan. Peneliti akan dapat mengumpulkan lebih banyak data 

dan menemukannya dengan lebih mudah jika diperlukan berkat 

berkurangnya data, yang juga akan memberikan gambaran yang 

lebih tajam. 
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b) Penyajian Data 

Format paling umum untuk menyajikan data kualitatif adalah 

penulisan naratif. Hal ini dilakukan untuk membantu peneliti 

memahami apa yang terjadi dan melakukan penelitian lebih lanjut. 

c) Verifikasi Data 

Setelah tahap reduksi dan penyajian data selesai, maka tahap 

verifikasi atau kesimpulan ini selesai. Jika kesimpulan didukung 

oleh data lapangan yang andal dan konsisten, maka kesimpulan 

tersebut dianggap kredibel. 

d) Validitas data 

 Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang 

terjadi pada objek penelitian dengan daya dapat dilaporkan oleh 

peneliti. Data yang valid merupakan data yang tidak berbeda 

antara data yang dilaporkan oleh peneliti. Dalam penelitian 

kualitatif, data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan 

antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya 

terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan validitas data dengan metode triangulasi data. 

Menurut Moleong (2016: 330) mengungkapkan bahwa triangulasi 

data adalah cara yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk 

memeriksa valid atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Proses triangulasi data merupakan penentuan dalam aspek 

validitas informa, kemudian data dapat dilakukan dengan cara 
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mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas 

melakukan pengumpulan data.  

 Proses triangulasi data adalah penentuan dalam segi 

validitas informan, kemudian selanjutnya data yang diperoleh 

disusun dalam suatu penelitian. Menurut Wijaya (2018: 120-121), 

triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan 

triangulasi waktu. 

1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data 

yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil 

wawancara, arsip maupun dokumen lainnya. 

2. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibiltas suatu data 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data 

yang telah dipeoleh dari sumber yang sama menggunakan 

teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil 

observasi, kemudian dicek dengan wawancara. 

3. Triangulasi waktu 

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang 

dipeoleh dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat 
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narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data 

yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data 

harus dilakukan pengencekan dengan observasi, wawancara 

dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda 

sampai mendapatkan data yang kredibel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1.  Sejarah dan Gambaran Umum Lokasi 

Salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Utara 

adalah Bolaang Mongondow Selatan. Semula merupakan bagian dari 

Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan kemudian menjadi kabupaten tersendiri. Karena dilindungi 

oleh pepohonan lebat, frasa "Bolaang" dan "Mongondow" merujuk 

pada tempat yang terbuka dan terang, bukan gelap. Bolaang, yang 

artinya laut, bisa juga diterjemahkan menjadi "Bolango" atau 

"Balangon". karena sebagian besar wilayah Bolaang Mongondow 

terletak di dekat laut. Sedangkan Mongondow sendiri berasal dari 

istilah “Momondow” yang berarti meneriakkan tanda kemenangan. 

Menurut bukti sejarah dan legenda mitologi, Kabupaten Bolaang 

Mongondow dihuni oleh empat kerajaan yang cukup besar antara 

abad XIV dan XIX: Kerajaan Bolaang Uki, Kerajaan Bintauna, 

Kerajaan Kaidipang Besar, dan Kerajaan Bolaang Mongondow. 

Hingga pada tahun 1948, ketika dikeluarkan peraturan negara 

Indonesia mengenai pembentukan dewan raja-raja di Bolaang 

Mongondow sebagai bagian dari wilayah kecamatan Sulawesi Utara 

yang berpusat di Gorontalo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

merupakan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang berada di bawah 
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pengaruh Belanda. voc dan pemerintahan Jepang. Raja A.H. Gobel 

merupakan anggota dewan raja dari kerajaan Bolaang Uki.  

Partai Persatuan Islam Bolaang Mongondow mempelopori 

gerakan rakyat melawan sistem feodal pada bulan Mei 1950, 

menyerukan pembubaran pemerintahan mandiri, yang dipandang 

sebagai kaki tangan kolonial yang menghambat arah dan semangat 

demokrasi Republik Indonesia, yang telah diproklamirkan pada 

tanggal 17 Agustus 1945. Gerakan ini juga menuntut agar Bolaang 

Mongondow dijadikan kabupaten mandiri dari kabupaten Sulawesi 

Utara yang berpusat di Gorontalo. Pada akhirnya, dewan raja 

dibubarkan dan H.J.C. Manoppo secara sukarela mengundurkan diri 

sebagai Ketua Dewan Wiraswasta dalam pertemuan besar yang 

dihadiri massa PSII dan massa lainnya di bawah arahan Zakaria 

Imban.  

Pemerintah pusat menunjuk Frans Papunduke Mokodompit 

sebagai bupati Bolaang Mongondow pada bulan Desember 1950 

sebagai bagian dari proses memasukkan wilayah Bolaang 

Mongondow ke dalam kabupaten Sulawesi Utara. Jabatan tersebut 

berlangsung selama empat tahun lima bulan, hingga Maret 1954, 

pada saat itu ia juga menjabat sebagai kepala daerah daerah otonom. 

Sejak saat itu, kabupaten tersebut menjadi daerah otonom tingkat II di 

tingkat kabupaten pada tanggal 23 Maret 1954. 
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2. Kondisi  dan Demografi Wilayah 

Salah satu kabupaten di Indonesia yang termasuk dalam provinsi 

Sulawesi Utara adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 

Mayoritas wilayahnya adalah pesisir. Batas administratif Kabupaten 

Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagai berikut: 

a. Bagian utara berbatasan dengan kabupaten bolaang mongodow 

utara 

b. Bagian timur berbatasan dengan kabupaten bolaang mongondow 

timur 

c. Bagian selatan berbatasan dengan teluk tomini 

d. Bagian barat berbatasan dengan provinsi gorontalo. 

Terdapat 81 desa yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten 

Bolaang Mongondow Selatan. Ketujuh kecamatan tersebut adalah 

Helumo, Posigadan, Tomini, Pinolosian Tengah, Pinolosian Timur, 

Bolaang Uki, dan Pinolosian tengah.  

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan seluas 1.932,30 km2 

merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu wilayah 

terluar Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Gorontalo 

adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Suku Bolango, 

Gorontalo, Bolaang Mongondow, dan Sangihe merupakan empat suku 

adat yang mendiami Bolaang Mongondow bagian selatan. Jumlah 

penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diperkirakan 

mencapai 72.550 jiwa pada tahun 2022, mewakili laju pertumbuhan 
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penduduk sebesar 5,32 persen pada sensus tahun 2020, menurut 

statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan tahun 2023 (BPS). 

 Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah 

Visi 

Pencapaian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang 

berlandaskan Pancasila yaitu persatuan, kedaulatan, 

kemerdekaan, kesejahteraan, dan personalisasi melalui semangat 

gotong royong. 

Misi 

a. Memanfaatkan kearifan lokal berdasarkan Pancasila untuk 

menumbuhkan toleransi antar umat beragama dan 

memajukan nilai-nilai agama 

b. Mendorong pertumbuhan daerah yang mandiri 

c. Membangun sumber daya keuangan yang diperlukan untuk 

kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan sadar ekologis. 

d. Memanfaatkan inovasi dan teknologi informasi untuk 

meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola 

pemerintahan yang bersih dan baik. 

e. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya 

saing, berkepribadian, dan berbudaya.  
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Gambar Peta Kabupaten Bolsel 

Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di 

Kabupaten Bolaaang Mongondow Selatan mulai dirancang pada 

tahun 2021, hal ini dilaksanakan melalui berbagai pertimbangan 

kebijakan yang berdasarkan dari pengalaman  Pemerintah.daerah 

Berawal dari adanya kebutuhan tenaga medis yang begitu 

mendesak sehingga dilakukanlah perekrutan calon Pegawai negeri 

sipil bagi Tenaga medis khususnya tenaga Dokter. 

 Kabupaten Bolaaang Mongondow Selatan merupakan 

daerah yang baru berkembang sumber daya manusia masih begitu 

minim terutama pada tenaga medis. Pada tahun 2012 Pemerintah 

Daerah Mengajukan Perekrutan tenaga medis khususnya Profesi 

Dokter bertujuan untuk di ditempatkan pada Puskesmas yang ada 

di setiap kecamatan. . Dengan dibukanya perekrutan kebutuhan 



102 
 

pegawai profesi dokter tidak serta merta sesuai dengan jumlah 

kebutuhan yang ikut serta dalam seleksi perekrutan tersebut. 

Bahkan jumlah tenaga dokter yang melamar tidak memenuhi 

sesuai kuota yang di minta, ketika itu butuh tenaga dokter  

sejumlah10 (sepuluh) Orang namun yang ikut seleksi hanya 2 

(Dua) orang dokter yang berasal dari daerah lain. 

Dengan segala Pertimbangan Pada Tahun 2021 Pemerintah 

Daerah Melalui inisiatif Bupati Bolaang Mongondow Selatan 

merancang kebijakan terkait hal tersebut. Dengan diterbitkan 

Peraturan Bupati nomor 06 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis 

Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran, .Pemerintah daerah 

membuat kebijakan Bantuan Beasiswa kedokteran khusus bagi 

mahasiswa Putra-putri daerah yang berdomisili asli dari daerah 

kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah dinyatakan 

lulus sebagai mahasiswa kedokteran baik dari universitas negeri 

maupun Swasta dengan menandatangani surat perjanjian 

kerjasama melalui naskah ikatan dinas.  

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

menawarkan beasiswa ini sebagai salah satu cara untuk membantu 

siswa yang mendaftar dan menyelesaikan studinya tergantung 

pada kemampuan akademiknya dengan menanggung biaya 

pendidikannya. Agar para calon mahasiswa kedokteran ini dapat 

kembali pulang dan bekerja di Kabupaten Bolaang Mongondow 
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Selatan setelah lulus. Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan lambat laun semakin tertarik dengan program beasiswa ini, 

dan setiap tahun semakin banyak orang yang mengajukan 

permohonan bantuan ini.  

Pada tahun 2021 yang mengajukan permohonan bantuan 

hanya 1 orang mahasiswa. Pihak Pemerintah daerah langsung 

mengakomodir permohonan bantuan tersebut. Dan di tahun 

2021yang sama bertambah menjadi 3 orang mahasiswa yang 

mengajukan permohonan. Pada tahun 2022 Kebijakan Beasiswa 

Kedokteran mulai diberlakukan oleh Pemerintah Daerah 

Pembiayaannya terdiri dari Biaya SPP dan Biaya Pembangunan, 

dan di tahun 2022  terjadi peningkatan penerima bantuan menjadi 5 

(lima) Orang mahasiswa.  

Bentuk keseriusan Pemerintah Pemerintah Kabupaten 

Bolaang Mongondow Selatan berupaya menjalin kerjasama dengan 

beberapa Fakultas Kedokteran baik universitas Negeri maupun 

Swasta yang  yaitu Universitastas Hasanudin Makassar, Universitas 

Muslim Indonesia Makassar, Universitas Kristen maranatha 

Bandung dan Universitas Bosowa Makassar. Dan pada tahun 2024 

terinformasibahwa yang mengajukan permohonan pun bertambah 

10 (sepuluh) orang 
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Gambar  Hasil penelitian Analisis Implementasi kebijakan 

Pemberian bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upaya pemenuhan tenaga 
Dokter melalui implementasi 
kebijakan pemberian bantuan 
beasiswa kedokteran 
dikabupaten bolaang 
mongondow selatan 

Implementasi Kebijakan 
Pemberian bantuan beasiswa 
kedokteran yang bertujuan 
menciptakan tenaga dokter lokal 
yang berkompeten dan 
berkomitmen untuk kembali 
mengabdi dan bekerja di 
kabupaten Bolaang Mongondow 
Selatan. 

 
Koordinasi  

komunikasi antar organisasi 
pelaksana, berperan 
memastikan kelancaran 
distribusi bantuan 
beasiswa.komunikasi.  

 

 

Sosialisasi  

 
Kinerja Implementasi 
Kebijakan Pemberian 
Beasiswa 
kedokteranKabupaten 
Bolaang Mongondow 
Selatan 

Optimalisasi sumber daya 
yang tersedia. Meliputi 
pegawai yang berkompeten, 
mengelola sumber daya 
manusia  (penerima) maupun 
sumber dayafinancial (Dana) 
guna mencapai tujuan 
kebijakan. 

Monitoring 

dan Evaluasi 

SIkap pelaksana yang proaktif, 
efisiensi dan berkomitmen guna  
pencapaian  kebijakan 
 

Pengawasan 

 
komunikasi antar organisasi 
pelaksana, berperan 
memastikan kelancaran 
distribusi bantuan 
beasiswa.komunikasi.  

 

 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan 
Politik 

 



105 
 

Hasil penelitian Analisis Implementasi kebijakan Pemberian 

bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan sebagai berikut : 

1) Kebijakan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow 

selatan dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan jumlah 

tenaga medis lokal di kabupaten bolaang mongondow selatan 

secara merata, guna memperkuat layanan kesehatan, berfokus 

jangka panjangnya dengan memastikan bahwa para lulusan 

kedokteran yang menerima beasiswa ini untuk kembali mengabdi 

khususnya di wilayah dengan akses terbatas pada layanan 

kesehatan. Namu dalam penelitian ini menemukan bahwa 

penerima  beasiswa kedokteran tersebut belum mengabdi karena 

status penerima masih dalam tahap penyelesain studi sampai pada 

jenjang profesi dokter muda, adapun tenaga dokter yang bekerja di 

kabupaten bolaang mongondow selatan saat ini statusnya tenaga 

dokter kontrak yang bekerja dibawah perjanjian waktu tertentu. 

Tujuan ini juga sejalan dengan upaya daerah untuk mendukung 

peningkatan kesehatan masyarakat serta pemenuhan akses 

layanan kesehatan. 

2) Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan 

beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan 

pada penelitian ini menunjukkan adanya kekuatan dan kelemahan. 

Organisasi pelaksana memiliki struktur formal dan tanggung jawab 
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yang jelas, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan 

kurangnya koordinasi antar instansi terkait. menemukan bahwa 

pada Bagian kesejahteraan Rakyat terdapat pegawai yang 

berjumlah 7 Orang, dari 7 orang tersebut pengelola teknisnya 

hanya terdapat 2 orang yang mengakomodir seluruh Pelayanan 

berbasis pemberian beasiswa meliputi kategori beasiswa Prestasi, 

Beasiswa Kurang mampu maupun beasiswa kedokteran. 

selebihnya menangani pelayanan lainnya berbasis pemberian  

bantuan sosial dan Hibah ke tempat ibadah sehingga menghambat 

efisiensi pelayanan dalam distribusi beasiswa, terutama karena 

kurangnya kejelasan dalam pembagian peran tugas dan fungsi 

pelaksana. 

3) Sumber daya merupakan elemen kunci dalam implementasi 

kebijakan pemberian beasiswa kedokteran. Sumber daya manusia 

yang memadai diperlukan untuk mengelola kebijakan ini secara 

efektif dan Efisien  mulai dari proses seleksi, pengawasan sampai 

pada pemantauan pasca lulus. sumber daya finansial menjadi 

landasan keberlanjutan program, mencakup biaya pendidikan, 

tunjangan hidup serta biaya pengembangan karir bagi penerima 

beasiswa. Manajemen yang tepat terhadap kedua jenis sumber 

daya ini sangat penting untuk menjamin kelancaran dan 

keberhasilan kebijakan pemberian beasiswa kedokteran. melalu 

penelitian ini Memperoleh bahwa  data jumlah mahasiswa dari 
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tahun 2021-2023 hanya berjumlah 5 orang yang mengajukan 

permohonan bantuan beasiswa kedokteran sedangkan ditahun 

2024 meningkat menjadi 11 orang yang mengajukan proposal 

permohonan. namun yang telah diakomodir pembiayaannya 

berjumlah 5 orang yaitu biaya pendidikan dan biaya penunjang 

lainnya, bahwa untuk memperolehnya harus sesuai syarat dan 

ketentuan penerima, sedangkan 11 orang yang telah mengajukan 

permohonan pada akhir tahun 2023 sampai tahun 2024 belum 

terakomodir, hambatannya pada alokasi dana, karena beban APBD 

di tahun 2024 prioritas anggaran daerah dialokasikan ke dana 

hibah Pilkada. Maka sangat jelas tantangan terbesar sering kali 

terletak pada ketersediaan dan alokasi anggaran yang 

berkelanjutan serta kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola 

dan memaksimalkan 

4) Sikap pelaksana kebijakan atau implementor sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan program beasiswa kedokteran di kabupaten 

bolaang mongondow selatan, sebagian besar pelaksana 

menunjukkan sikap yang positif dan berkomitmen, akan tetapi 

masih terdapat sejumlah individu yang belum memiliki kapasitas 

dan motivasi  yang cukup dalam menjalankan tugasnya yaitu dalam 

hal mensosialisasikan kebijakan pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran. pada penelitian ini diperoleh  Belum adanya kegiatan 

sosialisasi rutin yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan 
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mahasiswa atau masyarakat  secara langsung, edarannya hanya 

mengandalkan surat pemberitahuan yang ditujukan melalui kantor 

kecamatan untuk ditindaklanjuti ke tingkat desa, dan beberapa 

pelaksana terkesan tertutup dan masih terbatas dalam memberikan 

informasi serta minimnya pemahaman akan pentingnya kebijakan 

ini sehingga menghambat efektivitas implementasi kebijakan. 

5) Komunikasi antara organisasi terkait dalam implementasi kebijakan 

pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow 

selatan masih kurang optimal, Alur mekanisme yang begitu  

banyak, dan tahapan regulasi yang bertingkat.. Dimulai  dari tahap 

seleksi administrasi pada Bagian kesejahteraan Rakyat, sampai 

pada pengajuan alokasi jumlah dana melalui Sekretaris Daerah, 

pihak DPRD dan Bidang Anggaran pada Badan pengelola 

keuangan dan pendapatan daerah, dilanjutkan dengan 

penyesuaian perjanjian kerjasama antar pihak pemerintah daerah 

dan perguruan tinggi, selanjutnya perjanjian kerjasama antar pihak 

pemerintah daerah dengan mahasiswa dalam bentuk naskah ikatan 

dinas yang melibatkan Bagian tata Pemerintahan, apabila terjadi 

perubahan regulasi adanya proses pengajuan pemberlakukan 

peraturan bupati yang harus mengikutsertakan Dinas Pendidikan 

dan Dinas Kesehatan untuk dapat berkontribusi mengenai syarat 

dan ketentuan yang tepat, setelah itu pengajuan Surat Keputusan 

Pembentukan Tim Verifikator dan berakhir pada Surat Keputusan 
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Penetapan penerima yang melalui Bagian Hukum.dengan ini 

dikemukakan bahwa  alur prosedur pada kebijakan ini dianggap  

tumpang tindih. Prosedur yang begitu panjang serta kurangnya 

kejelasan informasi antara instansi yang berwenang dan 

mengakibatkan terjadinya miskomunikasi sehingga berdampak 

pada keterlambatan penyaluran beasiswa dan berakibat pada 

kurangnya pemahaman penerima beasiswa terhadap prosedur 

yang berlaku maka hal ini dianggap Pemerintah daerah kurang 

konsisten. 

6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik sangat mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan pemberian beasiswa 

kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan. Kondisi 

ekonomi yang kurang mendukung seperti rendahnya pendapatan 

keluarga calon penerima beasiswa menjadi penghalang bagi 

mereka untuk memanfaatkan program ini sebagaimana mestinya. 

dimana mengharuskan bagi orang tua calon penerima agar dapat 

menyiapkan dana talangan awal, mengingat proses kebijakan 

mekanisme yang lumayan panjang dan bersifat kaku maka bisa 

berdampak kemungkinan calon penerima tidak dapat menempuh 

studinya di pendidikan kedokteran. Selain faktor ekonomi kondisi 

sosial juga sangat pengaruh pada implementasi kebijakan ini, 

misalkan adanya Putra dan putri daerah selaku mahasiswa 

kedokteran lainnya yang secara ekonomi tergolong keluarga 
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mampu tapi tidak ingin mengajukan beasiswa pendidikan 

kedokteran dengan alasan tidak ingin terikat dan tidak ingin 

mengabdi di daerah. Selain itu faktor politik lokal juga dapat 

mempengaruhi pada perekrutan dan distribusi beasiswa dimana 

akan ada kemungkinan program ini digunakan sebagai alat politik 

untuk keuntungan tertentu. 

3. Deskripsi Informan Penelitian 

Informan adalah subyek dari suatu penelitian, informan 

dalam penelitian ini   terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang secara 

langsung dapat diperoleh informasi maupun data-data terkait 

implementasi kebijakan dan informan tersebut sangat memahami 

alur dan tujuan mengenai implementasi kebijakan, dalam penelitian 

ini yang menjadi  informan tersebut adalah Marzansius Arvan Ohy 

selaku Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan 

kebijakan, Arifin olii selaku Ketua DPRD sebagai penguatan dan 

Fungsi Kontrol, Zulkarnain Kamaru selaku Ketua Komisi II sebagai 

pemerhati pendidikan, Arfan Jafar selaku kepala bagian 

kesejahteraan rakyat, Indrawaty Taib selaku Analis kebijakan ahli 

muda sebagai Pelaksana dan Pengelola teknis.  Nadya Tarawia 

Tilaar dan Hafiz Arisa selaku penerima Beasiswa, Anggelina dan 

Fadilla sebagai calon penerima. Para informan begitu paham dan 

terlibat langsung dalam pengimplementasian kebijakan pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran 
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Suatu kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan 

menggunakan berbagai model pendekatan yang menjadi acuan 

atau rekomendasi. agar penerimaan masyarakat terhadap bentuk 

kebijakan dipengaruhi oleh pelaksanaannya. Yulianto Kadji 

(2015:54–55) menguraikan sejumlah model dan metode 

implementasi kebijakan, antara lain Model Van Meter dan Van 

Horn, yang didasarkan pada gagasan bahwa kebijakan publik, 

pelaksana, dan kinerja kebijakan publik semuanya mempengaruhi 

implementasi kebijakan di suatu negara. cara yang linier. Berikut 

beberapa variabel yang dianggap berdampak terhadap kebijakan 

publik: 

4. Standar dan Sasaran Kebijakan dalam Implementasi kebijakan 

Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di Kabupaten 

Bolaang Mongondow Selatan 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat 

yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, terutama di wilayah 

yang masih menghadapi tantangan dalam akses dan kualitas 

pelayanan kesehatan. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

sebagai salah satu daerah yang masih berkembang, menghadapi 

masalah serius dalam hal keterbatasan tenaga medis, terutama dokter 

spesialis. Kurangnya dokter yang menetap di daerah ini menyebabkan 

terbatasnya pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil yang 

jauh dari pusat kota. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah 
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Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meluncurkan kebijakan 

pemberian beasiswa kedokteran.  

Kebijakan ini bertujuan mencetak tenaga medis yang berasal dari 

putra putri daerah untuk kembali mengabdi di wilayah asal mereka. 

Dengan demikian, diharapkan adanya peningkatan akses pelayanan 

kesehatan yang merata dan berkelanjutan, khususnya di daerah-

daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh dokter. Kebijakan ini 

bukan hanya sekedar pemberian bantuan pendidikan, tetapi juga 

merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk 

membangun sumber daya manusia di bidang kesehatan yang 

diharapkan mampu menghadirkan solusi jangka panjang terhadap 

kekurangan tenaga medis. Selain itu, kebijakan ini sejalan dengan visi 

daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui 

peningkatan kualitas layanan kesehatan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan bapak Marzansius selaku sekretaris daerah 

dijelaskan bahwa: 

“kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan 
kesehatan di wilayah pelosok yang selama ini sangat kekurangan 
tenaga medis. Dalam jangka panjang, kami ingin menciptakan 
ekosistem dimana putra-putri daerah yang telah menyelesaikan 
pendidikan kedokterannya, terutama yang dibiayai melalui 
beasiswa ini, dapat kembali mengabdi di daerah asal mereka. Ini 
adalah investasi strategis untuk meningkatkan kualitas dan akses 
layanan kesehatan di seluruh wilayah kabupaten bolsel, terutama di 
daerah-daerah yang sulit terjangkau. Kami berharap bahwa dalam 
kurun waktu 5-10 tahun kedepan, kita bisa memenuhi standar 
minimum tenaga medis di setiap fasilitas kesehatan yang ada di 
daerah terpenci” (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 2024). 
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Lebih lanjut mengenai tujuan jangka panjang dari kebijakan ini, ibu 

indrawaty selaku analis kebijakan muda mengemukakan bahwa: 

“dari perspektif kebijakan, tujuan jangka panjang yang ingin dicapai 
adalah menciptakan keberlanjutan dalam penyediaan layanan 
kesehatan di seluruh pelosok daerah. Dengan adanya kebijakan ini, 
kami tidak hanya memikirkan masalah kekurangan tenaga medis 
saat ini, tetapi juga bagaimana menghadapi tantangan di masa 
depan. Salah satu tujuan utama adalah meningkatkan ketahanan 
sistem kesehatan melalui penyediaan tenaga medis lokal yang 
memiliki ikatan emosional dengan wilayah mereka. Hal ini sangat 
penting karena kami melihat kecenderungan bahwa tenaga medis 
dari luar daerah sering tidak bertahan lama di tempat-tempat yang 
sulit. Dengan memberdayakan putra daerah, kita berharap tingkat 
keberlanjutan pelayanan kesehatan menjadi lebih tinggi, karena 
mereka lebih mungkin untuk tetap bertugas di daerah asalnya” 

(Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 2024). 

Sementara dari pemerintah daerah terutama bagian kesejahteraan 

rakyat, bapak Arfan menjelaskan bahwa: 

“dalam jangka panjang, tujuan kebijakan ini adalah mencapai 
pemerataan tenaga medis di seluruh kabupaten bolaang 
mongondow selatan. Kami berfokus pada peningkatan akses 
layanan kesehatan di wilayah terpencil yang selama ini sulit 
mendapatkan dokter. Salah satu kunci keberhasilan dari kebijakan 
ini adalah memastikan bahwa dokter yang dihasilkan dari program 
beasiswa ini kembali dan bekerja di daerah-daerah yang paling 
membutuhkan. Kami ingin menciptakan sinergi antara kebijakan 
beasiswa dengan peningkatan infrastruktur kesehatan, sehingga 
keberadaan dokter di wilayah terpencil tidak hanya sementara, 
tetapi dapat berlangsung secara berkelanjutan” (Arfan. Wawancara, 

27 agustus 2024). 

Ketua DPRD bapak Arifin menjelaskan pandangan mengenai tujuan 

jangka panjang dari kebijakan ini bahwa: 

“DPRD sangat mendukung kebijakan ini karena kami memahami 
bahwa kesehatan adalah salah satu pilar pembangunan daerah. 
Tujuan jangka panjang yang kami lihat dari kebijakan ini adalah 
memastikan bahwa setiap wilayah, terutama wilayah terpencil 
memiliki tenaga medis yang memadai, kami berharap bahwa 
dengan adanya beasiswa ini, kita bisa melatih generasi dokter baru 
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yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga memiliki rasa 
tanggung jawab untuk mengabdi di daerah asal mereka. Dalam 
jangka panjang, hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas 
pelayanan kesehatan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan 
ekonomi lokal karena adanya perbaikan dalam indikator kesehatan 

masyarakat” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024). 

Sementara, komisi II DPRD bapak Zulkarnain berpendapat bahwa: 

“dari perspektif kami di komisi II, tujuan jangka panjang kebijakan 
ini adalah untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang 
adil dan merata di seluruh kabupaten, termasuk wilayah terpencil. 
Beasiswa kedokteran ini adalah investasi jangka panjang untuk 
memastikan bahwa tenaga medis yang tersedia di daerah kami 
tidak hanya memadai secara jumlah, tetapi juga berkualitas. Kami 
berharap bahwa dengan adanya kebijakan ini, setiap wilayah 
bahkan yang paling sulit dijangkau sekalipun bisa mendapatkan 
pelayanan kesehatan yang layak. Dengan dokter-dokter lokal yang 
mengabdi di daerah asal mereka, kita bisa membangun hubungan 
jangka panjang antara tenaga medis dan masyarakat, yang pada 
akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup warga di daerah 
terpencil” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024).. 

 

Keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari proses 

pembuatannya, tetapi lebih penting lagi dari bagaimana kebijakan 

tersebut diimplementasikan dan memberikan dampak nyata kepada 

masyarakat. Indikator keberhasilan dalam implementasi kebijakan 

menjadi elemen penting dalam menilai apakah tujuan yang diharapkan 

tercapai dan seberapa efektif kebijakan tersebut dijalankan. Dalam 

konteks kebijakan, terutama di bidang publik, indikator keberhasilan 

digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi program atau 

kebijakan yang diterapkan. Indikator ini dapat mencakup aspek 

kuantitatif dan kualitatif, seperti pencapaian target, peningkatan 



115 
 

layanan atau perubahan signifikan dalam perilaku atau kondisi 

masyarakat yang terdampak.  

Setiap kebijakan biasanya memiliki indikator yang spesifik sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Pentingnya indikator keberhasilan terletak pada fungsinya 

sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja, serta 

memberikan umpan balik bagi pengambil kebijakan dan pelaksana 

dilapangan. Melalui indikator tersebut, pemerintah dan pemangku 

kepentingan dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut berhasil 

mencapai tujuannya atau apakah diperlukan penyesuaian dalam 

pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

dengan pak sekda, di ungkapkan bahwa: 

“kebijakan ini akan berhasil jika kita dapat melihat hasil nyata dalam 
beberapa indikator utama. Pertama, jumlah dokter yang lulus dan 
kembali mengabdi di bolsel, terutama di wilayah terpencil. Kedua, 
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat diukur 
melalui peningkatan jumlah kunjungan pasien dan penurunan 
angka kematian akibat penyakit yang seharusnya dapat ditangani 
oleh tenaga medis. Selain itu, dalam jangka panjang indikator 
keberhasilan juga bisa dilihat dari peningkatan kepuasan 
masyarakat terhadap layanan kesehatan di daerah ini. Kami akan 
memantau indikator-indikator ini secara rutin untuk memastikan 
bahwa tujuan kebijakan ini tercapai”  (Marzansius. Wawancara, 28 
agustus 2024). 

Sedangkan menurut ibu Indrawaty selaku analis kebijakan 

diungkapkan bahwa: 

“ukuran keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari beberapa 
aspek. Pertama, adalah tingkat retensi dokter di daerah terpencil. 
Jika dokter yang lulus dari program beasiswa ini kembali dan 
menetap untuk jangka waktu yang lama di wilayah asal mereka, itu 



116 
 

adalah salah satu tanda keberhasilan. Kedua, kami juga mengukur 
melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan apakah 
dengan adanya dokter-dokter ini, lebih banyak masyarakat di 
daerah terpencil dapat mengakses pelayanan kesehatan yang 
layak. Ketiga, keberhasilan juga dapat dilihat dari penurunan kasus 
rujukan ke rumah sakit di luar kabupaten. Jika lebih banyak kasus 
dapat ditangani di tingkat lokal, itu artinya ada peningkatan 
kapasitas layanan kesehatan di daerah”  (Indrawaty. Wawancara, 
27 agustus 2024). 

 

Lebih lanjut bapak Arfan bagian kesejahteraan rakyat menjelaskan 

bahwa: 

“kami memiliki beberapa indikator yang jelas untuk mengukur 
keberhasilan kebijakan ini. Salah satunya adalah jumlah lulusan 
beasiswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan kedokteran dan 
kembali bekerja di fasilitas kesehatan di kabupaten bolsel. 
Pemerataan tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit, terutama 
di wilayah terpencil juga menjadi ukuran penting. selain itu, 
indikator lainnya adalah penurunan angka kematian ibu dan bayi 
serta peningkatan kualitas layanan kesehatan primer yang menjadi 
tantangan utama di daerah ini. Kami juga mengukur keterlibatan 
masyarakat dalam mendukung dokter-dokter yang baru 
ditempatkan apakah mereka merasakan manfaat langsung dari 
adanya tenaga medis lokal yang baru ini” (Arfan. Wawancara, 27 
agustus 2024). 

. 

Sementara dari pandangan ketua DPRD, bapak Arifin 

mengungkapkan bahwa: 

“dari perspektif DPRD, ukuran keberhasilan kebijakan ini sangat 
tergantung pada dampaknya terhadap masyarakat. Jumlah dokter 
yang kembali dan bekerja di daerah, terutama di wilayah terpencil 
adalah salah satu indikator utama yang kami awasi. Selain itu, kami 
juga melihat perbaikan kualitas layanan kesehatan melalui data 
yang menunjukkan penurunan jumlah pasien yang harus dirujuk ke 
luar daerah atau ke rumah sakit besar di luar kabupaten. Indikator 
keberhasilan lainnya adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
layanan kesehatan apakah masyarakat merasa lebih mudah 
mendapatkan pelayanan medis dan apakah ada peningkatan 
kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan di daerah ini. Kami juga 
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memperhatikan pemerataan tenaga medis, terutama di daerah-
daerah yang selama ini kekurangan dokter” (Arifin. Wawancara, 28 
agustus 2024). 

 

Sejalan dengan hal ini, komisi II DPRD juga menjelaskan bahwa: 

“keberhasilan kebijakan ini harus dilihat dari beberapa indikator 
yang nyata. Pertama adalah jumlah dokter lulusan beasiswa yang 
kembali mengabdi di bolsel, terutama di wilayah terpencil. Kedua, 
kita harus melihat peningkatan dalam jumlah fasilitas kesehatan 
yang memiliki tenaga medis tetap baik dipuskesmas maupun rumah 
sakit. Indikator lainnya adalah kepuasan masyarakat terhadap 
layanan kesehatan di daerah mereka. Kami juga menilai penurunan 
angka kematian dan penyakit yang dapat dicegah yang akan 
menunjukkan bahwa kehadiran dokter-dokter ini memberikan 
dampak nyata. Pada akhirnya, indikator keberhasilan akan 
mencakup seberapa banyak tenaga medis ini bertahan lama di 
daerah mereka dan seberapa baik mereka meningkatkan layanan 
kesehatan lokal” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024). 

. 

Kebijakan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow 

selatan adalah sebuah inisiatif penting yang dirancang untuk 

menjawab kebutuhan mendesak akan tenaga medis yang kompeten, 

terutama di wilayah terpencil. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan 

untuk memberikan akses pendidikan kedokteran bagi putra-putri 

daerah, tetapi juga memastikan bahwa mereka akan kembali dan 

mengabdi kepada masyarakat setempat setelah menyelesaikan 

pendidikan. Agar kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan 

berkelanjutan, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah 

sebagai pelaksana utama serta peran strategis dewan perwakilan 

rakyat daerah (DRPD) sebagai lembaga pengawasan dan 

penganggaran. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam 
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penyediaan anggaran, pelaksanaan monitoring serta memastikan 

dukungan infrastruktur bagi lulusan yang akan bertugas. Disisi lain, 

DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi 

kebijakan, memastikan anggaran dialokasikan dengan tepat, serta 

memfasilitasi regulasi yang mendukung keberhasilan program. 

Keterlibatan kedua pihak ini sangat diperlukan untuk menciptakan 

sinergi dalam pelaksanaan kebijakan. Komitmen bersama dari Pilar 

utama keberhasilan implementasi kebijakan ini dan kemampuan untuk 

memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas 

pelayanan kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah 

pemerintah daerah dan DPRD. Berdasarkan temuan wawancara 

Sekda, hal itu diklarifikasi: 

“pemerintah daerah memiliki komitmen penuh untuk memastikan 
kebijakan beasiswa kedokteran ini berjalan dengan baik. Salah satu 
langkah utama kami adalah mengalokasikan anggaran secara 
berkelanjutan setiap tahunnya untuk mendukung pembiayaan 
pendidikan para penerima beasiswa. Selain itu, kami juga telah 
membentuk tim monitoring dan evaluasi yang akan terus memantau 
perkembangan para mahasiswa yang mendapat beasiswa, mulai 
dari proses pendidikan hingga penempatan kerja setelah mereka 
lulus. Kami juga bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk 
memastikan kualitas pendidikan yang diterima para calon dokter 
sesuai dengan standar yang dibutuhkan daerah. Komitmen ini 
penting, karena kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak 
hanya sebatas program jangka pendek, tetapi dapat memberikan 
manfaat jangka panjang bagi sistem kesehatan daerah” 

(Marzansius. Wawancara, 28 agustus 2024). 

. 
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Membahas peran strategis pemerintah daerah dalam mengawal 

kebijakan beasiswa kedokteran, ibu Indrawaty selaku analis kebijakan 

menjelaskan bahwa: 

“peran strategis pemerintah daerah terlihat dari dukungan kebijakan 
dan regulasi yang konsisten untuk memastikan keberlanjutan 
program. Kami terus berupaya untuk menyelaraskan kebijakan ini 
dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam 
meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Pemerintah 
daerah juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk 
rumah sakit daerah dan puskesmas untuk menyediakan tempat 
kerja bagi para lulusan. Di samping itu, pengembangan infrastruktur 
kesehatan menjadi bagian dari strategi untuk mendukung 
keberhasilan kebijakan ini. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang 
memadai, tenaga medis yang lulus nantinya dapat bekerja secara 
optimal di wilayah mereka” (Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 

2024). 

. 

Lebih lanjut bapak Arifin Olii selaku ketua DPRD mengungkapkan 

bahwa: 

“sebagai wakil rakyat, kami di DPRD berkomitmen untuk terus 
mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar benar-benar sesuai 
dengan tujuan awalnya, yaitu mencetak tenaga medis yang siap 
mengabdi di daerah terpencil. Peran strategis kami terletak pada 
penganggaran dan pengawasan, dimana kami memastikan bahwa 
anggaran untuk beasiswa kedokteran ini dialokasikan secara tepat 
dab berkelanjutan. Selain itu, kami juga akan terus melakukan 
evaluasi tahunan terhadap efektivitas program ini melalui laporan 
dari pemerintah daerah dan institusi terkait. DPRD juga akan 
mengawal regulasi yang mendukung keberlanjutan program ini, 
memastikan bahwa kebijakan ini tetap relevan dengan kebutuhan 
daerah, terutama dalam memperkuat sektor kesehatan” (Arifin. 

Wawancara, 28 agustus 2024). 

. 

Sementara bapak Zulkarnain yang juga anggota komisi II DPRD 

menjelaskan bahwa: 
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“komitmen kami di komisi II adalah mengawal program beasiswa 
kedokteran ini dengan cermat, memastikan bahwa setiap tahapan 
implementasi berjalan sesuai rencana. Kami secara rutin 
melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk 
memonitor perkembangan program ini, terutama terkait masalah 
anggaran, distribusi beasiswa dan penempatan lulusan. Selain itu, 
kami juga mendorong agar sistem insentif dan dukungan bagi 
dokter yang ditempatkan di daerah terpencil diperkuat sehingga 
mereka merasa lebih termotivasi untuk tetap mengabdi. 
Pengawasan yang ketat dan terstruktur dari DPRD akan menjadi 
kunci dalam memastikan keberlanjutan program ini, dan kami 
berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan ini agar 
berjalan efektif dan memberikan dampak yang maksimal bagi 

masyarakat” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024). 

5. Karakteristik Organisasi Pelaksana Dalam Implementasi 

Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

Pemberian beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan merupakan salah satu kebijakan strategis 

pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia di bidang kesehatan. Beasiswa ini ditujukan untuk membantu 

mahasiswa berprestasi yang memiliki potensi besar namun terkendala 

biaya pendidikan. Sebagai program yang melibatkan banyak pihak, 

baik dari pemerintah daerah, dinas pendidikan maupun institusi 

pendidikan, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat 

bergantung pada karakteristik dan kinerja organisasi pelaksana yang 

bertanggung jawab.  

Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur, mekanisme 

kerja, serta efektivitas koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Dalam hal 
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ini, penting untuk melihat bagaimana organisasi pelaksana mampu 

menjalankan fungsinya, mulai dari proses seleksi mahasiswa 

penerima beasiswa, penyaluran dana hingga monitoring dan evaluasi 

kinerja penerima beasiswa. Selain itu, faktor-faktor seperti 

transparansi, akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi juga 

memainkan peran penting dalam memastikan implementasi kebijakan 

berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Kajian mengenai 

karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran ini bertujuan untuk menggali 

lebih dalam mengenai bagaimana organisasi tersebut berfungsi serta 

mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas 

pelaksanaan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Moh. 

Hafiz Arisa selaku mahasiswa penerima beasiswa dijelaskan bahwa: 

“Menurut saya, organisasi pelaksana kebijakan pemberian 
beasiswa ini sudah berfungsi dengan baik, tetapi masih ada 
beberapa hal yang perlu diperbaiki. Saya merasakan adanya 
koordinasi yang baik di tingkat awal, terutama saat proses 
pendaftaran dan seleksi. Namun, setelah beasiswa diberikan, 
komunikasi terkait pencairan dana ataupun pembaruan informasi 
serting kali terlambat. Kadang-kadang kami kesulitan menghubungi 
pihak terkait karena kurangnya saluran komunikasi yang langsung 
dan responsif” ” (Hafiz Arisa. Wawancara, 21 agustus 2024). 

Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan dari Nadya yang juga 

merupakan mahasiswa penerima beasiswa bahwa: 

“Pelaksanaan program beasiswa ini sudah cukup terorganisir. 
Namun, saya melihat bahwa masih ada tantangan di dalam hal 
transparansi dan akses informasi. Contohnya pada beberapa 
kesempatan, saya dan teman-teman penerima beasiswa tidak 
mendapatkan informasi tepat waktu terkait jadwal pencairan dana. 
Struktur organisasi pelaksana di tingkat kabupaten menurut saya 
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perlu lebih responsif dan proaktif dalam memberikan informasi 
kepada kami sebagai penerima. Selain itu, sistem administrasi 
untuk pengajuan ulang beasiswa setiap tahun terkesan birokratis 
dan memakan waktu lama” (Nadya. Wawancara, 19 agustus 2024). 

Berbeda dengan penjelasan diatas, Fadilla selaku calon penerima 

beasiswa kedokteran menyatakan bahwa: 

“Menurut pengalaman saya saat mengurus persyaratan beasiswa 
kedokteran, struktur birokrasi di kantor bagian kesejahteraan rakyat 
terlihat cukup jelas. Saat pertama kali datang, saya diarahkan untuk 
menemui petugas di bagian administrasi yang memberikan 
informasi mengenai syarat dan tahapan seleksi beasiswa. Setiap 
bagian di kantor juga terdapat tugas dan tanggung jawab masing-
masing seperti bagian administrasi yang menangani dokumen 
pendaftaran dan bagian lain yang mengurus proses seleksi. 
Namun, meskipun struktur birokrasi terlihat rapi, ada kalanya 
prosesnya terasa lambat karena beberapa tahap memerlukan 
persetujuan dari atas sebelum dapat dilanjutkan” (Fadilla. 
Wawancara, 24 agustus 2024). 

Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan dari Angelina yang juga 

merupakan calon penerima beasiswa kedokteran yang menjelaskan 

bahwa: 

”dari pengalaman saya, struktur birokrasi di kantor bagian 
kesejahteraan rakyat sudah cukup teratur, meskipun informasi yang 
saya dapatkan terkadang kurang jelas dan saya harus beberapa 
kali bertanya ke staf yang berbeda. Setelah melewati tahap awal di 
bagian front office, saya diarahkan ke bagian khusus yang 
menangani beasiswa. Disana saya dibantu dengan baik, namun 
ada kesan bahwa beberapa proses memerlukan waktu yang cukup 
lama karena setiap dokumen harus diperiksa secara berjenjang 
oleh beberapa level pejabat. Meski demikian, jalur koordinasinya 
terlihat ada dan berjalan sesuai aturan yang ada di kantor”  
(Anggelina. Wawancara, 24 agustus 2024). 

. 
Norma – norma aturan pelaksanaan kebijakan merupakan 

pedoman penting dalam menjalankan suatu kebijakan publik, 

termasuk kebijakan pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten 
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bolaang mongondow selatan. Norma – norma ini berfungsi sebagai 

standar yang mengatur bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, 

mulai dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima, 

prosedur seleksi hingga kewajiban penerima beasiswa setelah lulus. 

Dalam hal kebijakan pemberian beasiswa kedokteran, norma – norma 

aturan pelaksanaan mencakup aspek-aspek seperti kriteria akademik, 

status ekonomi calon penerima, dan komitmen untuk kembali 

mengabdi di daerah. Aturan ini bertujuan memastikan bahwa bantuan 

yang diberikan tepat sasaran dan mendukung tujuan pembangunan 

sumber daya manusia di bidang kesehatan di kabupaten bolaang 

mongondow selatan. Norma – norma aturan yang jelas dan 

transparan juga penting untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas 

dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, calon penerima 

beasiswa harus memahami dengan baik syarat dan kewajiban yang 

harus dipenuhi, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab 

untuk memberikan panduan yang jelas dan memastikan pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Fadilla sebagai calon penerima beasiswa 

kedokteran di jelaskan bahwa: 

”saya mendapatkan informasi tentang norma-norma aturan 
pelaksanaan beasiswa dari informasi lisan yang disampaikan di 
sekolah. Saya memahami bahwa ada sejumlah syarat yang harus 
dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa ini, termasuk nilai akademik 
yang memenuhi standar, status ekonomi keluarga dan kewajiban 
untuk mengabdi kembali ke daerah setelah menyelesaikan studi” 
(Fadilla. Wawancara, 24 agustus 2024). 
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Lebih lanjut menurut Fadilla bahwa: 

“aturannya sudah cukup jelas. Saya tidak mengalami kesulitan 
dalam memahami apa yang harus dipenuhi, terutama terkait syarat 
administratif seperti melampirkan dokumen bukti prestasi akademik, 
surat keterangan tidak mampu dan formulir pendaftaran. Kalau 
secara umum aturan tersebut bisa dipatuhi dengan baik. Namun, 
saya merasa ada sedikit tantangan dalam proses administrasi 
seperti mengumpulkan berbagai dokumen dari beberapa instansi 
yang terkadang membutuhkan waktu lebih lama dari yang saya 
harapkan” (Fadilla. Wawancara, 24 agustus 2024). 

Terkait dengan kewajiban mengabdi di daerah setelah lulus, fadilla 

juga mengemukakan bahwa: 

“saya pribadi menganggap kewajiban untuk mengabdi di daerah 
sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang wajar. Saya rasa 
ini adalah cara yang tepat untuk membalas bantuan dari 
pemerintah dan juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan di kabupaten bolaang mongondow selatan” (Fadilla. 
Wawancara, 24 agustus 2024)  

Selain Fadilla, Angelina yang juga seorang calon penerima beasiswa 

juga menjelaskan bahwa: 

“saya juga mendapatkan informasi mengenai norma-norma aturan 
dari guru di sekolah. Jadi selain prestasi akademik yang baik, calon 
penerima juga harus berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi 
menengah ke bawah dan bersedia untuk mengabdi di daerah 
setelah lulus” ”(Anggelina. Wawancara, 24 agustus 2024).  

Selain itu, Angelina juga menjelaskan bahwa: 

“aturan pelaksanaan beasiswa sudah dijelaskan dengan sangat 
baik mulai dari prosedur pendaftaran, persyaratan dan proses 
seleksi di umumkan secara jelas melalui surat pemberitahuan 
yangdikirimkan.Kalau saya pribadi, sejauh ini tidak ada kendala 
yang berarti dalam mematuhi norma-norma aturan ini. Namun 
memang dalam proses pengurusan dokumen seperti surat 
keterangan dari kepala desa dan kepala sekolah memerlukan 
usaha lebih karena harus melalui beberapa tahap administrasi yang 
lumayan panjang” (Anggelina. Wawancara, 24 agustus 2024). 
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Sementara, dalam hal kewajiban mengabdi kembali di daerah, 

Angelina menjelaskan bahwa: 

“saya sih sepenuhnya setuju dengan kewajiban mengabdi setelah 
lulus. Saya percaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab 
sosial yang harus saya penuhi sebagai penerima beasiswa. Ini juga 
merupakan kesempatan saya untuk berkontribusi langsung dalam 
memperbaiki kondisi kesehatan di daerah saya” (Anggelina. 
Wawancara, 24 agustus 2024). 

Dari sisi pemerintah, ketua DPRD bapak Ir. Arifin Olii menjelaskan 

bahwa: 

”Kebijakan pemberian beasiswa kedokteran ini adalah bagian dari 
upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan 
tinggi bagi putra-putri daerah yang ingin berkontribusi di bidang 
kesehatan. Karena memang tenaga dokter di kabupaten bolsel 
sendiri masih minim dan masih merupakan tenaga kontrak, 
sehingganya pemerintah daerah berinisiatif untuk menerapkan 
kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran bagi putra-putri 
bolsel. Secara umum, standar dan sasaran kebijakan ini sudah 
cukup jelas. Program ini menyasar mahasiswa dari keluarga kurang 
mampu tetapi memiliki prestasi akademik yang baik. Standar 
penerima beasiswa juga ditentukan berdasarkan evaluasi akademis 
secara berkala, sehingga mahasiswa harus mempertahankan 
prestasi mereka. Sasaran akhirnya adalah memastikan lulusan 
program ini nantinya kembali mengabdi di daerah untuk 
memperkuat layanan kesehatan di wilayah bolaang mongondow 
selatan yang memang masih membutuhkan tenaga medis. Namun, 
saya melihat masih ada ruang untuk penyempurnaan terutama 
dalam hal pengawasan dan evaluasi. Perlu ada mekanisme yang 
lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa penerima 
beasiswa benar-benar kembali dan mengabdi di daerah setelah 
lulus. Selain itu, monitoring kinerja akademik selama proses 
perkuliahan juga perlu diperkuat agar beasiswa ini diberikan secara 
efektif kepada yang benar-benar memenuhi kriteria”.(Arifin. 
Wawancara, 28 agustus 2024) 
 

Penguatan yang sama juga disampaikan oleh bapak zulkarnain 

kamaru selaku ketua komisi II DPRD Kabupaten Bolsel bahwa: 

“menurut pandangan saya, standar dan sasaran kebijakan ini 
sudah dirancang dengan cukup matang. Dari segi standar, 
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penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan ketat terkait 
prestasi akademik dan latar belakang ekonomi. Proses seleksi 
dilakukan melalui dinas terkait dan disupervisi oleh DPRD untuk 
memastikan tranparansi. Namun, tantangan yang saya lihat adalah 
pada implementasi lapangan, terutama terkait dengan pengawasan 
dan pemanfaatan beasiswa. Beberapa mahasiswa mungkin 
kesulitan mempertahankan prestasi dan ini perlu menjadi perhatian 
pemerintah untuk memberikan bimbingan atau program 
pendukung. Dari segi sasaran, kami sangat berharap bahwa 
kebijakan ini dapat mengatasi kekurangan tenaga medis di daerah, 
terutama di wilayah-wilayah terpencil. Tetapi, tantangan terbesar 
adalah memastikan bahwa setelah lulus, mahasiswa tersebut 
benar-benar kembali ke daerah dan bekerja disini. Harapan kami 
adalah ada program pengikat atau ikatan dinas yang lebih kuat 
agar lulusan beasiswa kedokteran ini tidak hanya terfokus pada 
penyelesaian studi, tetapi juga siap berkontribusi untuk masyarakat 
bolaang mongondow selatan” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 
2024). 

Dari pernyataan Ibu Indrawaty Taib selaku analis kebijakan muda di 
jelaskan bahwa: 

“kebijakan pembangunan yang mencakup pemberian beasiswa 
kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan dirancang 
dengan standar yang jelas. Tujuannya adalah meningkatkan 
sumber daya manusia di sektor kesehatan, mengingat daerah kita 
masih kekurangan tenaga medis yang berkualitas. Standar 
penerimaan beasiswa di dasarkan pada kriteria seperti kemampuan 
akademis, latar belakang ekonomi dan komitmen untuk kembali 
bekerja di daerah setelah lulus. Kami dari tim analisis kebijakan 
selalu memastikan bahwa perencanaan kebijakan ini sudah 
mempertimbangkan kebutuhan riil daerah serta tujuan jangka 
panjang. Namun, dalam implementasinya ada beberapa kendala 
terkait monitoring dan evaluasi. Meskipun standar kebijakan sudah 
disusun dengan baik, kadang-kadang ada masalah dalam 
pelaksanaannya di lapangan. Salah satu tantangannya adalah 
memastikan bahwa seluruh tahapan kebijakan berjalan sesuai 
rencana, khususnya mengenai pengawasan terhadap mahasiswa 
penerima beasiswa agar mereka benar-benar menyelesaikan studi 
dengan baik dan kembali mengabdi di daerah” (Indrawaty. 
Wawancara, 27 agustus 2024). 

Sejalan dengan pernyataan diatas, bapak Marzansius selaku 

sekretaris daerah kabupaten bolaang mongondow selatan juga 

menjelaskan bahwa: 
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”kebijakan pemberian beasiswa kedokteran ini merupakan bagian 
dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia di sektor 
kesehatan. Secara umum, standar kebijakan tersebut sudah jelas 
mulai dari tahapan seleksi sampai kriteria penerima. Kami 
menargetkan anak-anak daerah yang memiliki potensi akademik 
tinggi namun memiliki keterbatasan finansial. Dalam hal sasaran 
kebijakan, fokus kami adalah memastikan bahwa lulusan program 
ini akan kembali dan bekerja di instansi kesehatan di wilayah kita 
seperti puskesmas atau rumah sakit daerah. Tapi, yang masih perlu 
diperbaiki adalah penguatan monitoring dan evaluasi” (Marzansius. 
Wawancara, 28 agustus 2024). 

Sebagai kepala bagian kesejahteraan rakyat, bapak arfan jafar juga 

mengemukakan bahwa: 

”sebagai pelaksana utama dalam program beasiswa kedokteran ini, 
kami selalu mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah daerah, standar ini mencakup kriteria penerima yang 
jelas, seperti prestasi akademik, kondisi ekonomi keluarga dan 
komitmen untuk kembali bekerja di daerah. Proses seleksi 
dilakukan secara transparan melalui verifikasi dokumen dan 
wawancara, sehingga kami dapat memastikan beasiswa ini tepat 
sasaran. Sasaran kebijakan ini adalah memastikan bahwa kita 
memiliki sumbr daya manusia di bidang kesehatan yang dapat 
memperbaiki pelayanan kesehatan di daerah terutama di wilayah-
wilayah terpencil. Namun, kami mengakui bahwa pengawasan 
terhadap penerima beasiswa, terutama setelah mereka lulus masih 
menjadi tantangan. Bagian kesra akan terus berupaya memperkuat 
kerjasama dengan lembaga pendidikan serta dinas terkait untuk 
memastikan bahwa lulusan program ini benar-benar memenuhi 
komitmennya untuk mengabdi di daerah” (Arfan. Wawancara, 27 
Agustus 2024). 

Kebijakan pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang 

mongondow selatan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang 

kesehatan sekaligus menjawab kebutuhan akan tenaga medis di 

wilayah tersebut. Program ini dirancang dengan tujuan memberikan 

kesempatan bagi putra-putri daerah yang berprestasi namun memiliki 
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keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan di bidang 

kedokteran.  

Ketercapaian standar dan sasaran implementasi kebijakan menjadi 

kunci penting dalam menilai sejauh mana kebijakan ini berjalan efektif. 

Standar dalam kebijakan ini mengacu pada prosedur pelaksanaan 

yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang 

berlaku, sementara sasaran kebijakan mencakup kelompok 

masyarakat yang menjadi target utama penerima beasiswa. Dalam 

rangka memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini, peran 

legislatif seperti DPRD dan Pemda sangat penting. DPRD memiliki 

fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah termasuk 

program pemberian beasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

bapak Arifin Olii selaku ketua DPRD mengemukakan bahwa: 

“kebijakan pemberian beasiswa kedokteran telah berjalan sesuai 
dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Proses 
seleksi calon penerima beasiswa juga dilakukan secara transparan 
dengan mempertimbangkan kriteria yang sudah disepakati seperti 
prestasi akademik dan latar belakang ekonomi calon 
penerima.Menurut saya, standar pelaksanaan kebijakan ini sangat 
penting untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa bantuan 
diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan 
berhak. Namun, saya juga mengakui bahwa masih ada ruang untuk 
perbaikan, terutama dalam hal pengawasan dan monitoring 
pelaksanaan kebijakan agar lebih akuntabel” (Arifin. Wawancara, 
28 agustus 2024). 

Lebih lanjut bapak Arifin menjelaskan: 

“kalau dilihat secara umum, sasaran dari kebijakan pemberian 
beasiswa kedokteran sudah tercapai. Beasiswa ini sudah berhasil 
membantu beberapa siswa berprestasi dari keluarga kurang 
mampu untuk melanjutkan pendidikan kedokteran. Namun, 
program ini juga masih perlu ditingkatkan, terutama dalam 
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memastikan bahwa semua penerima beasiswa benar-benar 
berkomitmen untuk mengabdi kembali di daerah setelah lulus 
(arfan. Wawancara, 27 agustus 2024). 

Terkait tantangan yang dihadapi dalam mencapai standar dan sasaran 

kebijakan, bapak Arifin menjelaskan bahwa: 

“tantangan dalam mencapai sasaran kebijakan ini ya salah satunya 
adalah keterbatasan anggaran. Alokasi dana untuk beasiswa ini 
kan masih terbatas, sehingga jumlah penerima beasiswa setiap 
tahunnya belum bisa mencakup semua calon yang memenuhi 
syarat. Selain itu, pemantauan terhadap lulusan yang sudah 
menerima beasiswa juga akan menjadi tantangan tersendiri nanti, 
terutama dalam memastikan bahwa mereka akan kembali ke 
daerah untuk mengabdi sesuai dengan perjanjian” (Arifin. 

Wawancara, 28 agustus 2024). 

Sementara berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama bapak 

Zulkarnain selaku komisi II DPRD kabupaten bolaang mongodow 

selatan, beliau menjelaskan bahwa: 

“ketercapaian standar implementasi kebijakan sudah cukup 
memuaskan, terutama dari segi pelaksanaan prosedur dan 
persyaratan. Proses seleksi juga sudah dilakukan dengan 
mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah 
ditetapkan oleh bagian kesejahteraan rakyat (kesra). Hal ini akan 
membantu dalam menjaga objektivitas dan transparansi dalam 
pemilihan penerima beasiswa. Meskipun memang masih ada 
beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal 
pendistribusian informasi mengenai beasiswa kepada masyarakat. 
Menurut saya, masih banyak masyarakat di daerah terpencil yang 
belum mengetahui secara detail tentang adanya program beasiswa 
ini sehingga partisipasi dari kelompok yang menjadi sasaran utama 
masih bisa ditingkatkan” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 
2024). 

.  

Tidak hanya itu, bapak Zulkarnain juga menjelaskan bahwa: 

“kalau sasaran kebijakan ini ya sudah cukup tercapai menurut 
saya, dilihat dengan banyaknya penerima beasiswa yang berhasil 
melanjutkan studi kedokteran. Program ini jelas berdampak positif 
dalam meningkatkan jumlah tenaga medis di masa yang akan 
datang. Namun memang perlu dilakukan evaluasi yang berkala 
untuk menilai apakah penerima beasiswa benar-benar bekontribusi 
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kapada daerah nanti setelah mereka menyelesaikan pendidikan 
mereka” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024). 
. 

Lebih lanjut dalam hal tantangan yang dihadapi dalam mencapai 

sasaran kebijakan ini, bapak zulkarnain menjelaskan bahwa: 

“tantangan utama dalam implementasi kebijakann ini adalah di 
masalah pendanaan yang memang masih terbatas. Anggaran 
untuk program beasiswa ini masih sangat bergantung pada alokasi 
dari APBD, sehingga jumlah penerima beasiswa bisa bervariasi 
setiap tahunnya. Selain itu, yang perlu ditekankan adalah 
pentingnya pemantauan lebih lanjut terhadap penerima beasiswa 
untuk memastikan bahwa mereka kembali mengabdi di daerah 
sesuai dengan dengan perjanjian” (Zulkarnain. Wawancara, 24 
agustus 2024). 

. 

Sejalan dengan pernyataan dari ketua dan komisi II DPRD kabupaten 

bolaang mongondow selatan, dari sisi pemerintah daerah dalam hal 

ini bagian analis kebijakan Ibu indrawaty menjelaskan bahwa: 

“standar implementasi kebijakan ini sudah cukup jelas dan terukur. 
Pedoman teknis pelaksanaan beasiswa kedokteran termasuk 
persyaratan dan prosedur seleksi juga sudah dirumuskan dengan 
baik. Seluruh tahapan seleksipun dilakukan secara terbuka dan 
transparan, mulai dari pengumuman sampai pada seleksi akhir 
penerima beasiswa. Kalau dari sisi sasaran kebijakan ya,,secara 
bertahap telah tercapai. Namun, yang perlu diperhatikan adalah 
evaluasi yang harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa 
penerima beasiswa benar-benar memenuhi komitmen mereka 
untuk berkontribusi setelah kembali menyelesaikan pendidikan” 

(Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 2024). 

Mendukung pernyataan dari analis kebijakan diatas, bapak arfan jafar 

selaku kepala bagian kesejahteraan rakyat juga mengemukakan 

bahwa: 

“sekarang ini yang menjadi tantangan adalah pendanaan, karena 
memang jumlah anggaran yang terbatas akan membatasi jumlah 
penerima beasiswa di setiap tahunnya. Kalau persoalan 
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pelaksanaan dari kebijakan, saya rasa sudah sesuai dengan SOP 

yang ada” (Arfan. Wawancara, 27 agustus 2024). 

Sementara menurut bapak Marzansius selaku sekda mengemukakan 
bahwa: 

“yang perlu ditingkatkan saat ini adalah lebih banyak sosialisasi di 
tingkat masyarakat agar lebih banyak pelajar potensial yang 
mengetahui dan bisa memanfaatkan program ini” (Marzansius. 
Wawancara, 28 agustus 2024). 

6. Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian 

Bantuan Beasiswa Kedokteran 

Tujuan pemberian bantuan beasiswa kedokteran yang diterapkan di 

kabupaten bolaang mongondow selatan merupakan salah satu 

langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan 

keterbatasan tenaga medis, terutama di wilayah terpencil. Program ini 

bertujuan untuk mempersiapkan dokter-dokter baru yang nantinya 

diharapkan dapat kembali dan mengabdi di daerah asal mereka. 

Kebijakan ini tidak hanya menjadi upaya dalam memperbaiki 

pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau, tetapi 

juga menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang 

pemerintah daerah untuk meningkatkan akses kesehatan yang merata 

dan berkualitas.  

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut implementasi kebijakan ini 

sangat bergantung pada kesiapan dan ketersediaan sumber daya baik 

itu dari segi sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dan 

menjalankan program, maupun sumber daya finansial yang 

mendukung pembiayaannya. Pengelolaan yang efisien dan tepat guna 

dari kedua sumber daya ini sangat penting agar program beasiswa 

dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan dan memberikan dampak 

nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan di daerah.  

Sumber daya manusia (SDM) memainkan peran krusial dalam 

pelaksanaan kebijakan ini. Mulai dari tim yang mengelola proses 
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seleksi penerima beasiswa, pemantauan prestasi akademik, hingga 

dukungan yang diberikan kepada lulusan setelah menyelesaikan 

studi. Pelibatan tenaga medis lokal dan akademisi juga menjadi salah 

satu faktor penting untuk membimbing para mahasiswa kedokteran 

agar siap menghadapi tantangan di lapangan terutama di wilayah-

wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan. Disisi 

lain, sumber daya finansial adalah pilar utama yang menentukan 

kelangsungan program.  

Alokasi anggaran yang memadai diperlukan untuk menutupi biaya 

pendidikan, mulai dari biaya kuliah, buku hingga biaya hidup bagi 

mahasiswa yang seringkali menempuh pendidikan di luar daerah. 

Selain itu, dukungan finansial untuk kebutuhan monitoring dan 

evaluasi serta insentif bagi tenaga medis yang terlibat dalam 

pembimbingan mahasiswa juga menjadi faktor kunci dalam 

keberhasilan program ini. Pemerintah daerah dan dewan perwakilan 

rakyat daerah (DPRD) memegang peran strategis dalam memastikan 

bahwa anggaran yang dialokasikan tidak hanya cukup untuk 

kebutuhan saat ini, tetapi juga berkelanjutan untuk jangka panjang. 

Dalam upaya menggali lebih dalam mengenai bagaimana pemerintah 

daerah dan DPRD mengelola sumber daya ini, hasil wawancara 

peneliti bersama bapak sekda yang menjelaskan bahwa: 

“dalam implementasi kebijakan beasiswa kedokteran, kami telah 
melakukan perencanaan sumber daya manusia yang matang. Tim 
di pemerintah daerah, mulai dari dinas pendidikan, dinas kesehatan 
sampai bagian keuangan dilibatkan untuk memastikan setiap 
tahapan proses berjalan lancar. Dari sisi sumber daya manusia, 
kami memerlukan tenaga yang kompeten untuk mengelola 
administrasi, pemantauan hingga pendampingan penerima 
beasiswa. Sementara itu, dari sisi sumber daya finansial, anggaran 
disusun dengan baik melalui APBD. Alokasi anggaran ini tidak 
hanya mencakup biaya pendidikan para penerima beasiswa, tetapi 
juga meliputi biaya pendukung seperti akomodasi, transportasi dan 
biaya hidup bagi mahasiswa yang studi di luar daerah”. 

Sedangkan berdasarkan penjelasan dari ibu Indrawaty selaku analis 

kebijakan bahwa: 
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“kebijakan beasiswa kedokteran ini membutuhkan perencanaan 
sumber daya manusia dan finansial yang terintegrasi. Dari segi 
SDM, kami melibatkan berbagai pihak seperti tenaga pendidik dan 
pembimbing di universitas serta dinas terkait untuk mengawal 
pelaksanaan program ini. Selain itu, kami juga bekerja sama 
dengan lembaga pendidikan untuk memastikan mahasiswa 
mendapatkan pelajaran berkualitas. Dari sisi finansial, anggaran 
yang dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD) sudah dipastikan memadai. Anggaran ini 
diperuntukkan tidak hanya untuk biaya pendidikan, tetapi juga untuk 
monitoring dan evaluasi agar kami bisa terus mengawasi 
perkembangan para penerima beasiswa” (Indrawaty. Wawancara, 
27 agustus 2024). 

 

Disamping itu, untuk memastikan keberlanjutan sumber daya finansial 

dalam kebijakan beasiswa kedokteran, ketua DPRD mengungkapkan 

bahwa: 

“kami di DPRD memiliki komitmen penuh untuk mengawasi alokasi 
anggaran terkait beasiswa kedokteran. Setiap tahun, kami 
melakukan evaluasi anggaran melalui rapat-rapat bersama dengan 
pemerintah daerah. Kami memastikan bahwa alokasi anggaran 
untuk beasiswa ini cukup dan berkelanjutan, sehingga program ini 
dapat terus berjalan tanpa hambatan. Selain itu, kami juga 
berperan dalam menjaga stabilitas anggaran, agar tidak terjadi 
pengurangan anggaran yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 
kebijakan ini. Untuk sumber daya manusia, kami mendukung 
pelibatan tenaga ahli di bidang kesehatan dan pendidikan untuk 
memastikan para penerima beasiswa mendapatkan pendidikan 
terbaik dan siap kembali melayani daerah” didaerah” (Arifin. 
Wawancara, 28 agustus 2024). 

 

Lebih lanjut, komisi II DPRD bapak Zulkarnain menjelaskan bahwa: 

“dalam konteks kebijakan ini, sumber daya manusia dan finansial 
adalah kunci utama. Dari sisi SDM, kami mendukung pelibatan 
tenaga kesehatan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan 
program ini, agar lulusan beasiswa nantinya benar-benar sesuai 
dengan kebutuhan daerah. Komisi II juga terus memantau jumlah 
tenaga medis di daerah dan mengadvokasi agar jumlah penerima 
beasiswa di tambah jika diperlukan. Untuk sumber daya finansial, 
kami memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak hanya 
mencakup biaya pendidikan, tetapi juga dukungan lain seperti 
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insentif bagi mahasiswa kedokteran agar mereka bisa fokus pada 
studi tanpa beban finansial. Kami berusaha agar kebijakan ini tidak 
hanya menjadi janji politik, tetapi benar-benar di dukung secara 
penuh oleh anggaran” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024). 

. 

Berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber 

daya manusia dan sumber daya finansial dalam pelaksanaan 

kebijakan beasiswa kedokteran, bapak Marzansius selaku sekda 

mengungkapkan bahwa: 

“dalam pelaksanaan kebijakan ini, kami telah menyusun 
mekanisme yang komprehensif untuk memastikan bahwa program 
ini berjalan sesuai rencana. Dari sisi sumber daya manusia (SDM), 
kami membentuk tim lintas sektor yang melibatkan dinas 
pendidikan, dinas kesehatan dan bagian keuangan. tim ini 
bertanggung jawab mengawasi setiap aspek dari pelaksanaan 
beasiswa, mulai dari proses seleksi mahasiswa, pemantauan 
perkembangan akademik mereka hingga mendukung lulusan 
kembali dan bekerja di wilayah kita. Selain itu, kami juga 
berkolaborasi dengan universitas-universitas tempat mahasiswa 
kita belajar untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan 
pendidikan berkualitas. Untuk sumber daya finansial, alokasi 
anggaran melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah 
(APBD) sudah diperhitungkan dengan matang. Kami telah 
mengalokasikan dana yang mencakup biaya pendidikan penuh 
termasuk biaya pendaftaran, kuliah dan buku. Selain itu anggaran 
juga disediakan untuk biaya pendukung seperti akomodasi, 
transportasi dan biaya hidup. Kami menyadari bahwa keberlanjutan 
program ini sangat bergantung pada keberlanjutan anggaran, 
sehingga kami bekerja keras agar anggaran ini masuk dalam 
prioritas APBD setiap tahun” (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 
2024). 

Sedangkan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam 

mengoptimalkan sumber daya manusia dan finansial untuk 

mendukung kebijakan beasiswa kedokteran menurut analis kebijakan 

ibu indrawaty di jelaskan bahwa: 

“pada tahap perencanaan, kami telah mengidentifikasi kebutuhan 
akan sumber daya manusia (SDM) yang cukup untuk mengelola 
program ini. Tim khusus yang kami bentuk bertugas memastikan 
kelancaran administrasi, monitoring perkembangan penerima 
beasiswa dan melakukan koordinasi dengan universitas tempat 
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mereka belajar. Dalam proses ini, keterlibatan staf dinas kesehatan 
dan pendidikan sangat penting, karena mereka yang memiliki 
keahlian dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang sesuai 
dengan kebutuhan program. Dari segi sumber daya finansial, 
pemerintah daerah telah berupaya keras untuk memastikan bahwa 
anggaran ini cukup dan berkelanjutan. Kami melakukan evaluasi 
rutin terhadap alokasi anggaran agar sesuai dengan kebutuhan 
yang terus berkembang. Selain biaya pendidikan, kami juga 
menyiapkan anggaran untuk monitoring dan evaluasi secara 
berkala yang sangat penting untuk menilai efektivitas program ini. 
Kami juga menyadari bahwa selain beasiswa, dukungan finansial 
tambahan seperti insentif untuk tenaga medis yang terlibat dalam 
pengawasan dan pembimbingan mahasiswa sangat penting untuk 
menjaga kualitas program” (Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 
2024). 

Lebih lanjut peran DPRD dalam menjamin alokasi sumber daya 

finansial yang memadai untuk kebijakan beasiswa kedokteran 

dijelaskan oleh bapak Arifin selaku ketua DPRD bahwa: 

“DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan 
kebijakan beasiswa kedokteran ini didukung secara penuh, 
terutama dari sisi sumber daya finansial. Setiap tahunnya, kami 
mengadakan rapat anggaran dengan pemerintah daerah untuk 
memastikan bahwa alokasi dana untuk program ini memadai. Kami 
memantau dan mengevaluasi anggaran agar cukup untuk menutupi 
seluruh biaya pendidikan, mulai dari kuliah, buku hingga biaya 
hidup bagi mahasiswa. Selain itu, kami juga memantau 
keberlanjutan anggaran ini dalam jangka panjang, karena kami 
ingin program ini terus berjalan tanpa kendala, bahkan setelah 
angkatan pertama mahasiswa selesai. Dari segi sumber daya 
manusia, kami mendukung adanya program pendampingan oleh 
tenaga medis berpengalaman yang dapat memberikan wawasan 
dan pembelajaran praktis kepada mahasiswa kedokteran. Hal ini 
penting karena mahasiswa kedokteran membutuhkan tidak hanya 
pendidikan teoritis, tetapi juga pengalaman lapangan yang dapat 
mempersiapkan mereka menghadapi realitas di lapangan, terutama 

di wilayah terpencil” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024). 

. 

Dalam memastikan bahwa kebijakan beasiswa kedokteran ini memiliki 

sumber daya manusia dan finansial yang cukup untuk 

implementasinya, bapak  Zulkarnain selaku komisi II mengungkapkan 

bahwa: 
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“komisi II sangat mendukung pelaksanaan kebijakan beasiswa 
kedokteran ini. Kami terus memantau agar anggaran yang 
dialokasikan benar-benar mencukupi. Selain biaya pendidikan, 
kami juga memperhatikan kebutuhan operasional dan dukungan 
finansial lainnya, seperti biaya hidup dan dukungan tambahan bagi 
mahasiswa yang belajar di luar daerah. Kami ingin memastikan 
bahwa penerima beasiswa dapat fokus pada studinya tanpa 
terganggu oleh masalah finansial. Selain itu, kami juga 
berkomitmen untuk mendukung penyediaan sumber daya manusia 
yang memadai dalam pengelolaan program ini. Kami telah 
mendorong adanya pelibatan tenaga medis dan akademisi 
berpengalaman untuk membimbing mahasiswa kedokteran agar 
mereka dapat menerima pendidikan yang tidak hanya akademis, 
tetapi juga praktis dan aplikatif. Kami di komisi II juga mengawasi 
agar setiap aspek dari kebijakan ini berjalan dengan lancar dan jika 
ada masalah dalam implementasinya, kami siap untuk memberikan 
solusi melalui pengawasan dan advokasi kebijakan” (Zulkarnain. 
Wawancara, 24 agustus 2024). 
. 

7. Sikap pelaksana/implementor dalam implementasi kebijakan 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten 

Bolaang Mongondow Selatan.  

Dalam pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan, sikap 

pelaksana atau implementor kebijakan memainkan peran yang sangat 

penting dalam menentukan keberhasilan program. Sikap profesional, 

ramah serta responsif dari pelaksana kebijakan sangat dibutuhkan 

untuk memastikan proses seleksi dan pelaksanaan program berjalan 

dengan lancar. Sebaliknya, sikap yang kurang responsif atau 

informasi yang tidak jelas dapat menjadi hambatan bagi calon 

penerima beasiswa dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. 

Oleh karena itu, evaluasi terhadap sikap pelaksana dalam proses 

implementas kebijakan ini menjadi salah satu faktor penting dalam 

menilai efektivitas program beasiswa kedokteran.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan fadilla selaku calon 

penerima beasiswa bahwa: 
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“menurut saya, sikap pelaksana kebijakan dari pihak pemerintah 
daerah sudah cukup positif dan responsif. Pada saat saya mencari 
informasi terkait proses seleksi dan persyaratan, petugas di bagian 
kesejahteraan rakyat (kesra) bersedia memberikan penjelasan 
yang jelas dan detail. Mereka juga bersikap ramah dan terbuka 
terhadap pertanyaan dari saya selaku calon penerima beasiswa. 
Saat ada kesulitan dalam melengkapi beberapa dokumen pun, 
pelaksana kebijakan sangat membantu saya dengan memberikan 
panduan tentang bagaimana cara memenuhi persyaratannya. Jadi 
secara umum sikap petugas sangat kooperatif selama proses 
pendaftaran berlangsung, bahkan kadang petugas masih 
memberikan tambahan waktu jika ada calon penerima yang 
membutuhkan” (Fadilla. Wawancara, 24 agustus 2024). 

Sedikit berbeda dengan penjelasan diatas, Angelina yang juga 

seorang calon penerima beasiswa justru mengalami hal berbeda. 

Menurutnya: 

“kalau sikap pelaksana kebijakan sih baik, meskipun memang 
diawal saya mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi 
yang akurat terkait jadwal dan prosedur seleksi. Namun, setelah 
saya berkunjung ke kantor pemda, barulah saya merasa sikap 
pelaksana kebijakan mulai lebih terbuka dan ramah dalam 
memberikan informasi. Petugas juga selalu siap menjawab 
pertanyaan yang saya ajukan meskipun memang terkadang respon 
yang diberikan sedikit lambat. Tetapi secara umum pelaksana tetap 
berusaha memberikan solusi kalau saya mengalami kendala, ya 
misalnya saat saya terlambat mengumpulkan berkas, pelaksana 
masih memberikan saya perpanjangan waktu” (Anggelina. 
Wawancara, 24 agustus 2024). 
 

Mendukung pernyataan diatas, Hafiz dan Nadya yang merupakan 

penerima beasiswa juga menjelaskan terkait sikap pelaksana bahwa: 

“secara umum, sikap pelaksana kebijakan cukup memadai. 
Meskipun ada beberapa kendala teknis namun sikap pelaksana 
tetap responsif ketika kita membutuhkan bantuan dan informasi. 
Pelaksana juga sangat fleksibel dan tidak kaku apalagi menyangkut 
tenggat waktu” (Nadya. Wawancara, 19 agustus 2024). 

 

Terkait kebijakan pemberian beasiswa ini, bapak Arifin selaku ketua 

DPRD menanggapi bahwa: 
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“saya mendukung penuh implementasi kebijakan ini dan saya lihat 
bahwa DPRD secara aktif berperan dalam memastikan program ini 
berjalan dengan baik. Karena kebijakan ini merupakan langkah 
strategis untuk meningkatkan kualitas tenaga medis dan juga 
merupakan bagian dari visi daerah untuk memajukan sektor 
kesehatan. Kebijakan ini adalah investasi jangka panjang untuk 
meningkatkan akses kesehatan di daerah. Oleh karena itu, saya 
seringkali berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan komisi II 
DPRD dalam memantau pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini saya 
lakukan untuk memastikan beasiswa ini tepat sasaran dan memiliki 
dampak positif terhadap pembangunan daerah” (Arifin. Wawancara, 

28 agustus 2024). 

Sependapat dengan pernyataan bapak arifin, bapak  zulkarnain 

selaku ketua komisi II DPRD juga menjelaskan bahwa: 

“transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan ini 
merupakan hal yang sangat penting. selain itu, perlu adanya 
pengawasan yang lebih ketat juga dalam proses seleksi agar 
beasiswa ini benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak. 
Saya juga turut berpartisipasi aktif dalam pembahasan terkait 
kebijakan ini di tingkat DPRD, meskipun intensitas pengawasannya 
mungkin tidak setinggi ketua DPRD, namun saya memastikan akan 
tetap terlibat dalam memonitoring program dan memberikan 
masukan saat diperlukan” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 
2024). 

. 

Sedangkan dari sudut pandang seorang analis kebijakan, ibu 

indrawaty menyampaikan bahwa: 

“saya melihat kebijakan ini sebagai sebuah solusi untuk 
menghadapi kekurangan tenaga medis di daerah. Dengan program 
ini kita dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap tenaga 
medis dari luar. Saya memasikan terlibat langsung di dalam proses 
perencanaan dan evaluasi program ini. Bahkan saya tidak akan 
sungkan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah 
daerah mengenai cara meningkatkan efisiensi program ini 
termasuk dalam hal perbaikan mekanisme seleksi dan pemberian 

beasiswa” (Arfan. Wawancara, 27 agustus 2024)  

Sebagai salah satu pelaksana teknis dari kebijakan ini, bapak arfan 

menjelaskan bahwa: 
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“kesra bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan teknik 
kebijakan ini. Kami terlibat aktif dalam proses seleksi, pengawasan 
dan pemantauan perkembangan akademik para penerima 
beasiswa. Meskipun program ini sudah berjalan dengan baik, 
memang perlu ada penyempurnaan dalam hal administrasi dan 
pengelolaan data penerima beasiswa karena kebijakan ini sangat 
penting dalam mendukung program pembangunan SDM di daerah” 

(Arfan. Wawancara, 27 agustus 2024). 

 

Sebagai sekretaris daerah, bapak marzansius juga mengemukakan 

bahwa: 

“kebijakan ini sejalan dengan visi daerah untuk meningkatkan 
kualitas layanan kesehatan. Jadi memang kebijakan ini relevan 
dengan kebutuhan masyarakat terutama untuk mengatasi 
kekurangan tenaga medis di daerah-daerah terpencil. Saya 
berharap, beasiswa ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi 
masyarakat terutama dalam hal peningkatan akses terhadap 
layanan medis. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terlibat 
aktif dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan ini. Saya harus 
memastikan alokasi anggaran dan dukungan kebijakan lainnya 
berjalan dengan baik sehingga program ini dapat terus berlanjut 
dengan hasil yang optimal´” (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 
2024). 

 

8. Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksana implementasi kebijakan pemberian bantuan 

beasiswa kedokteran. 

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam 

keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam kebijakan 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang 

mongondow selatan. Kebijakan ini melibatkan berbagai organisasi dan 

pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, DPRD, dinas 

pendidikan dan bagian kesejahteraan rakyat (Kesra) yang harus 

bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Komunikasi yang baik akan memastikan bahwa semua 

pihak yang terlibat termasuk para calon penerima dan penerima 
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beasiswa mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu 

mengenai persyaratan, prosedur dan pelaksanaan beasiswa tersebut. 

Dalam wawancara bersama calon mahasiswa penerima beasiswa, 

fadilla menjelaskan bahwa: 

“informasi yang kami terima tentang beasiswa kedokteran 
cenderung tidak konsisten. Beberapa informasi yang disampaikan 
oleh pihak yang berbeda seringkali tidak sama, terutama terkait 
jadwal seleksi dan persyaratan tambahan. Waktu saya tanya ke 
satu pihak, katanya dokumen A diperlukan, tapi ketika saya tanya 
lagi ke dinas yang berbeda, ternyata informasinya beda. Ini bikin 
kami bingung, karena jadi takut salah persyaratan” Fadilla. 

Wawancara, 24 agustus 2024). 

Angelina selaku calon mahasiswa penerima beasiswa juga 

mengungkapkan hal yang serupa dimana terdapat ketidaksesuaian 

informasi yang diberikan antara bagian kesra dan dinas pendidikan. 

“saat awal pendaftaran beberapa calon penerima mendapatkan 
informasi yang berbeda-beda, seperti syarat administrasi yang tidak 
sama antara satu tempat dan tempat lain. Saya dapat informasi 
dari teman, dokumen yang harus dikumpulkan beda dengan apa 
yang saya dapatkan dari pihak kesra. Jadi kadang kami harus 
bolak balik untuk memastikan informasi yang benar” (Anggelina. 
Wawancara, 24 agustus 2024). 
 

Sementara menurut hafiz yang merupakan mahasiswa penerima 

beasiswa mengungkapkan bahwa: 

“setelah beasiswa diterima, informasi lebih jelas dan seragam, 
terutama terkait pelaporan akademik. Tapi waktu seleksi, saya juga 
sempat bingung karena informasi dari dinas dan kesra tidak 
sinkron” (Hafiz Arisa. Wawancara, 21 agustus 2024). 

Hal ini pun diakui oleh sekretaris daerah di awal implementasi 

kebijakan, ada beberapa masalah terkait konsistensi informasi yang 

disampaikan oleh berbagai instansi. 

“di tahap awal memang ada perbedaan informasi yang 
disampaikan oleh dinas terkait, tapi sekarang kami sudah coba 
selaraskan melalui koordinasi rutin dan memastikan informasi yang 
disampaikan kepada masyarakat konsisten” (Marzansius. 

Wawancara, 28 agustus 2024). 
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Kepala bagian Kesra menekankan bahwa: 

“pihak kami selalu berusaha memberikan informasi yang seragam 
kepada para calon penerima beasiswa. Namun, kami juga 
menyadari adanya beberapa perbedaan informasi yang 
disampaikan oleh dinas lain dan hal ini menjadi perhatian utama 
dalam perbaikan ke depan. Kami akan bekerja lebih erat untuk 
memastikan semuanya sama” (Arfan. Wawancara, 27 agustus 
2024). 

 

Sebagai seorang analis kebijakan, ibu indrawaty menjelaskan bahwa: 

“ketidaksesuaian informasi dilapangan sering terjadi karena belum 
adanya panduan yang seragam di tahap awal kebijakan. Oleh 
karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang 
terkait memahami standar informasi yang harus disampaikan 
kepada masyarakat. Saat ini, hal ini yang kami sedang upayakan 

agar tidak terjadi lagi” (Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 2024). 

Bapak Arifin selaku ketua DPRD mengungkapkan bahwa: 

“pihak kami juga menerima laporan terkait ketidaksesuaian 
informasi di awal tahap kebijakan ini. Oleh karena itu, kami 
mendorong pemda untuk meningkatkan koordinasi antar organisasi 
dan menetapkan satu standar informasi yang jelas agar tidak ada 
lagi kebingungan di masyarakat. DPRD akan terus memantau 

masalah ini didaerah” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024).. 

Sedangkan bapak zulkarnain selaku anggota komisi II DPRD menilai 

bahwa: 

“ketidaksesuaian informasi adalah salah satu masalah utama yang 
harus segera diatasi. Kami sering mendengar keluhan dari calon 
penerima beasiswa yang merasa informasi yang diberikan tidak 
konsisten. Ini harus segera diatasi dengan memperjelas jalur 
komunikasi dan memastikan semua dinas menyampaikan informasi 
yang sama” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024). 

.  

Ketepatan komunikasi merupakan elemen kunci dalam 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan, termasuk dalam kebijakan 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang 

mongondow selatan. Komunikasi yang efektif dan tepat waktu antara 
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pelaksana kebijakan dan para penerima manfaat tidak hanya 

memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan rencana, tetapi 

juga memberi kesempatan bagi penerima beasiswa untuk 

mempersiapkan diri dengan baik. Dalam kebijakan pemberian 

beasiswa kedokteran ini, ketepatan komunikasi antara organisasi 

terkait dengan calon penerima beasiswa menjadi faktor yang sangat 

penting. dari hasil wawancara dengan fadilla yang merupakan calon 

penerima beasiswa dijelaskan bahwa: 

“komunikasi dengan pihak pelaksana sering kali tidak tepat waktu. 
Informasi terkait tahap-tahap pendaftaran dan seleksi beasiswa 
sering kali diberikan mendadak, sehingga kami calon penerima 
beasiswa kesulitan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. 
Kadang-kadang pengumuman untuk kelengkapan berkas atau 
jadwal wawancara datang tiba-tiba jadi kami harus buru-buru 
mengurus semuanya. Harusnya kan ada pemberitahuan lebih awal 
supaya kami bisa lebih siap-siap” (Fadilla. Wawancara, 24 agustus 
2024). 
. 

Hal ini juga dirasakan oleh Angelina yang juga merupakan calon 

penerima beasiswa. 

“seringkali kami dapat informasi terlambat. Misalnya, untuk 
pengumpulan berkas tambahan, baru di beritahu 2-3 hari sebelum 
tenggat waktu. Ini cukup menyulitkan karena harus cepat mengurus 
dokumen-dokumen yang diminta” (Anggelina. Wawancara, 24 
agustus 2024). 
. 

Nadya selaku mahasiswa penerima beasiswa menjelaskan bahwa: 

“komunikasi setelah penerimaan beasiswa lebih teratur, namun di 
tahap seleksi, komunikasi dengan pelaksana sering kali terkesan 
lambat dan kurang tepat waktu. Saya berharap adanya perbaikan 
dalam pemberian informasi di tahap awal agar lebih mudah 

dipersiapkan” (Nadya. Wawancara, 19 agustus 2024).. 

Bapak Marzansius selaku sekda mengakui bahwa: 

“di tahap awal pelaksanaan, ada beberapa masalah terkait 
ketepatan komunikasi. Pihak pemda terus berupaya meningkatkan 
ketepatan komunikasi terutama melalui penggunaan teknologi 
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informasi untuk menyampaikan pengumuman lebih cepat dan lebih 
merata kepada semua calon penerima. Kamipun menyadari bahwa 
ketepatan informasi sangat penting untuk memastikan kelancaran 
dalam proses seleksi” (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 2024). 

Kepala bagian kesra, bapak arfan menekankan bahwa: 

“kami akan terus berupaya meningkatkan ketepatan dalam 
memberikan informasi kepada para calon penerima beasiswa. Kami 
sudah berusaha menyampaikan informasi secepat mungkin. 
Namun ada beberapa kendala teknis dalam penyebaran informasi 
yang mengakibatkan keterlambatan, dan hal tersebut sedang 
diperbaiki melalui optimalisasi sistem komunikasi internal dan 
eksternal” (Arfan. Wawancara, 27 agustus 2024). 

Ibu indrawaty, seorang analis kebijakan menjelaskan bahwa ketepatan 

komunikasi sangat penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan 

beasiswa berjalan lancar. Menurutnya: 

“komunikasi yang tepat waktu adalah kunci dalam kebijakan ini, 
karena calon penerima perlu waktu untuk mempersiapkan segala 
sesuatunya. Ke depan kami akan terus memperbaiki sistem 
komunikasi agar lebih efisien” (Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 
2024). 

Ketua DPRD, bapak arifin menekankan pentingnya ketapatan 

komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan beasiswa kedokteran. 

Menurutnya: 

“informasi yang terlambat ini bisa memberikan dampak negatif 
pada penerimaan calon mahasiswa yang berpotensi. Oleh karena 
itu, saya mendorong pemda untuk meningkatkan mekanisme 
komunikasi agar lebih responsif dan tepat waktu. Jika ada 
keterlambatan informasi, itu bisa menganggu proses seleksi. 
Pemda harus meningkatkan mekanisme ini” (Arifin. Wawancara, 28 

agustus 2024). 

Anggota komisi II DPRD menyoroti bahwa: 

“komunikasi dengan pelaksana perlu ditingkatkan, terutama terkait 
ketepatan waktu penyampaian informasi. Calon penerima sering 
kali menerima informasi terlambat dan ini harus diperbaiki ke 
depan” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024). 
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9. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi 

kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran. 

Pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow 

selatan merupakan salah satu kebijakan strategis dalam upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. 

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan 

kedokteran bagi masyarakat yang memiliki kemampuan akademis 

namun terbatas secara ekonomi, dengan harapan nantinya lulusan 

kedokteran dari program ini dapat kembali berkontribusi di daerah, 

mengisi kekurangan tenaga medis dan memperkuat sistem layanan 

kesehatan di wilayah tersebut. Namun, dalam proses 

implementasinya, kebijakan ini tidak hanya dipengaruhi oleh 

mekanisme internal, seperti alokasi anggaran, standar seleksi dan 

prosedur administrasi, tetapi juga oleh berbagai faktor eksternal yang 

mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan politik.  

Lingkungan sosial yang meliputi budaya, pola pikir dan kondisi 

masyarakat setempat memainkan peran penting dalam penerimaan 

kebijakan ini. Adanya dukungan atau resistensi dari masyarakat dapat 

berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. 

Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat menjadi faktor penentu karena 

beasiswa ini diarahkan untuk membantu mereka yang memiliki 

keterbatasan finansial. Kondisi ekonomi daerah juga mempengaruhi 
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alokasi angagran yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah 

untuk mendukung program ini.  

Disisi lain, lingkungan politik juga menjadi faktor yang tak kalah 

penting, mengingat kebijakan pemberian beasiswa ini sering kali 

melibatkan proses perumusan, pembahasan dan pengawasan yang 

melibatkan berbagai aktor politik, seperti DPRD dan pemerintah 

daerah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Fadilla selaku 

calon penerima beasiswa dikemukakan bahwa: 

“dengan latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu, 
saya merasa bahwa beasiswa ini merupakan peluang emas untuk 
bisa melanjutkan pendidikan kedokteran yang biaya kuliahnya 
sangat tinggi. Jika tidak ada beasiswa ini, saya tidak yakin bisa 
meneruskan pendidikan di fakultas kedokteran” Fadilla. 

Wawancara, 24 agustus 2024). 

Selain itu, Fadilla juga menambahkan bahwa: 

“seringkali ekonomi keluarga menjadi penghambat bagi siswa 
berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, 
apalagi di bidang kedokteran yang membutuhkan biaya yang besar. 
Oleh karena itu, kebijakan pemberian beasiswa ini merupakan 
solusi yang sangat membantu masyarakat kurang mampu secara 

ekonomi” (Fadilla. Wawancara, 24 agustus 2024). 

Sejalan dengan pernyataan diatas, Angelina juga mengungkapkan 
bahwa: 

“beasiswa ini sangat meringankan beban orang tua saya karena 
biaya kuliah kedokteran sangat mahal. Tanpa bantuan ini, mungkin 
saya tidak akan mampu melanjutkan pendidikan di bidang 
kedokteran”. 

Angelina juga mengungkapkan bahwa: 

“beasiswa ini memang membantu, tapi ada banyak siswa yang 
tidak bisa dokus karena masalah ekonomi keluarga mereka. Jika 
pemerintah daerah bisa mengkombinasikan beasiswa ini dengan 
program dukungan ekonomi lain, hasilnya pasti lebih baik”. 
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Dari sudut pandang ekonomi, beasiswa ini adalah investasi jangka 

panjang bagi pemerintah. Hafiz selaku penerima beasiswa 

mengungkapkan bahwa: 

“dengan memberikan beasiswa kedokteran kepada anak-anak 
daerah, kita tidak hanya membantu masyarakat kurang mampu, 
tapi juga membangun sumber daya manusia yang akan 
menguntungkan daerah dimasa depan” (Hafiz Arisa. Wawancara, 
21 agustus 2024). 

Hafiz juga menekankan pentingnya stabilitas ekonomi daerah untuk 

mendukung keberlanjutan program beasiswa ini, hafiz menyatakan 

bahwa: 

”saya merasa sangat beruntung mendapatkan beasiswa ini, namun 
saya khawatir dengan keberlanjutan program ini. Jika kondisi 
ekonomi daerah memburuk, besar kemungkinan anggaran untuk 
beasiswa akan terpengaruh” (Hafiz Arisa. Wawancara, 21 agustus 
2024). 

Beasiswa ini adalah bentuk investasi bagi masa depan individu dan 

daerah serta sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan Nadya selaku 

mahasiswa penerima beasiswa bahwa: 

“dengan beasiswa ini, saya bisa berkontribusi secara ekonomi bagi 
keluarga saya dimasa depan. Ini adalah kesempatan yang tidak 
hanya mengubah hidup saya, tapi juga kehidupan orang-orang 

disekitar saya” (Nadya. Wawancara, 19 agustus 2024).. 

Selain itu, Nadya juga mengakui bahwa: 

“kondisi ekonomi daerah sangat berpengaruh terhadap jumlah 
beasiswa yang diberikan setiap tahunnya. Saya berharap 
pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas anggaran untuk 
program ini meskipun ada tantangan ekonomi kedepannya” 
(Nadya. Wawancara, 19 agustus 2024).. 
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Dari perspektif pemerintah, bapak Marzansius yang merupakan sekda 

menegaskan bahwa: 

“kami terus berupaya agar alokasi anggaran untuk beasiswa 
kedokteran ini tetap terjaga, meskipun kita tahu kondisi ekonomi 
daerah berfluktuasi. Keseimbangan fiskal daerah menjadi prioritas, 
namun komitmen kami tetap kuat untuk program ini” (Marzansius. 

Wawancara, 28 agustus 2024) 

Sekda juga mengungkapkan bahwa: 

“kebijakan ini juga diupayakan agar tidak hanya bergantung pada 
APBD, namun juga melalui kerjasama dengan pihak swasta untuk 
mendapatkan sumber pendanaan alternatif” (Marzansius. 

Wawancara, 28 agustus 2024). 

Kepala bagian kesra menyoroti pentingnya beasiswa ini dalam 

mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Bapak Arfan 

mengungkapkan bahwa: 

“melalui kebijakan ini, kami berharap dapat mengurangi biaya 
kesehatan di masa depan, karena kita akan memiliki tenaga medis 
yang berasal dari daerah sendiri” (Arfan. Wawancara, 27 agustus 

2024). 

Sementara ketua DPRD, bapak Arifin mengungkapkan bahwa: 

“secara ekonomi, kita sedang membangun pondasi untuk 
keberlanjutan pelayanan kesehatan di daerah ini. Ini adalah 
investasi jangka panjang yang akan berdampak positif pada 

pembangunan daerah” (Arifin. Wawancara, 28 agustus 2024). 

. 

Beasiswa ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk 

menciptakan tenaga medis lokasl yang dapat membantu menekan 

biaya operasional kesehatan di daerah, sebagaimana yang di 

ungkapkan oleh anggota komis II DPRD bapak Zulkarnain bahwa: 
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“dengan adanya tenaga medis lokal kita bisa menekan pengeluaran 
daerah yang selama ini harus mengimpor tenaga medis dari luar 
daerah” (Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024). 

 

Aspek sosial memiliki peran penting dalam keberhasilan 

implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan pemberian 

beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan. 

Beasiswa ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses 

pendidikan bagi masyarakat, khususnya yang berasal dari latar 

belakang ekonomi kurang mampu, tetapi juga memiliki dampak yang 

luas terhadap tatanan sosial masyarakat. Kebijakan ini dirancang 

untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kepercayaan diri 

penerima beasiswa serta memperluas partisipasi masyarakat dalam 

mendukung pendidikan tinggi.  

Pemberian beasiswa kepada calon mahasiswa kedokteran tidak 

hanya berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia di sektor 

kesehatan, tetapi juga menciptakan peluang untuk mengubah status 

sosial penerima dimata masyarakat. Dampak sosial dari kebijakan ini 

mencakup peningkatan dukungan moral dari lingkungan sekitar, 

perubahan pandangan terhadap pendidikan tinggi, serta peran 

masyarakat dalam mendorong generasi muda untuk mengejar 

pendidikan yang lebih tinggi. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah 

berusaha untuk menciptakan transformasi sosial yang lebih inklusif 

dimana pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua kalangan tanpa 

memandang latar belakang ekonomi. Berdasarkan wawancara yang 
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dilakukan peneliti, Angelina sebagai calon mahasiswa yang akan 

menerima beasiswa menjelaskan bahwa: 

“di desa saya, banyak orang yang kagum dan terinspirasi dengan 
adanya program beasiswa ini. Ini memberikan semangat bagi anak-
anak muda lain untuk bermimpi lebih tinggi” (Anggelina. 
Wawancara, 24 agustus 2024). 
 

Angelina juga menambahkan bahwa: 

“orang tua saya sangat mendukung saya untuk mendapatkan 
beasiswa ini karena mereka tahu ini adalah kesempatan besar. 
Program ini sangat dihargai oleh masyarakat, terutama bagi 
keluarga yang secara ekonomi tidak bisa menyekolahkan anak-
anak mereka di fakultas kedokteran” (Anggelina. Wawancara, 24 
agustus 2024). 
 

Fadilla juga mengungkapkan bahwa: 

“sebagai calon penerima beasiswa, saya merasakan peningkatan 
penghargaan dari masyarakat sekitar. Mereka melihat ini sebagai 
pencapaian besar, terutama bagi keluarga kurang mampu seperti 

saya” (Fadilla. Wawancara, 24 agustus 2024). 

. 

Mahasiswa penerima beasiswa, Hafiz juga mengungkapkan: 

“dengan adanya beasiswa ini, saya dan teman-teman merasa lebih 
termotivasi untuk mencapai prestasi akademik. Saya yakin banyak 
anak muda di daerah ini yang ingin menjadi dokter, tetapi tidak 
memiliki dukungan finansial. Beasiswa ini membuat impian kami 
lebih dekat dengan kenyataan” (Hafiz Arisa. Wawancara, 21 
agustus 2024). 

Hafiz juga menambahkan bahwa: 

“beasiswa ini memberikan kesempatan kepada saya dan teman-
teman saya untuk membuktikan bahwa kami bisa berhasil, 
meskipun berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang” (Hafiz 

Arisa. Wawancara, 21 agustus 2024). 

Kebijakan ini telah meningkatkan solidaritas sosial di masyarakat. Hal 

ini dikemukakan oleh Nadya selaku penerima beasiswa bahwa: 
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“masyarakat di sekitar saya sangat mendukung. Mereka 
memberikan dorongan moral dan ini sangat penting bagi kami 
untuk terus berusaha” (Nadya. Wawancara, 19 agustus 2024). 

Dari sudut pandang sosial, bapak Marzansius mengungkapkan 

bahwa: 

“program ini bukan hanya tentang pendidikan, tapi juga tentang 
perubahan mindset di masyarakat. Kami ingin menciptakan 
generasi yang lebih terdidik dan lebih siap menghadapi tantangan 
masa depan” (Marzansius. Wawancara, 28 agustus 2024). 

Sejalan dengan pernyataan diatas, kepala bagian kesra bapak arfan 

juga menyatakan bahwa: 

“beasiswa ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 
pentingnya pendidikan tinggi sebagai alat untuk mengubah status 
sosial dan ekonomi mereka. Selain itu, dengan program ini motivasi 
generasi muda untuk mengejar karir di bidang kesehatan juga 
menjadi semakin meningkat” (Arfan. Wawancara, 27 agustus 2024). 

Lebih lanjut bapak Arfan juga mengungkapkan bahwa: 

“program ini membuka akses bagi mereka yang sebelumnya tidak 
memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kedokteran. 
Dalam jangka panjang, program ini akan membantu mengurangi 
kesenjangan sosial di masyarakat karena memberikan kesempatan 
yang sama bagi semua lapisan masyarakat” (Arfan. Wawancara, 27 
agustus 2024). 

Beasiswa ini memiliki dampak besar dalam meningkatkan partisipasi 

sosial masyarakat terhadap program pendidikan. Ketua DPRD 

mengemukakan bahwa: 

“banyak warga yang mulai menyadari bahwa pendidikan tinggi 
bukan hanya untuk golongan elit, tetapi dapat diakses oleh siapa 
saja dengan kemauan dan kerja keras” (Arifin. Wawancara, 28 
agustus 2024). 

Aspek politik memainkan peran yang krusial dalam implementasi 

kebijakan pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang 

mongondow selatan. Kebijakan ini tidak hanya melibatkan proses 
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teknis dalam distribusi bantuan pendidikan, tetapi juga merupakan 

bagian dari dinamika politik lokal yang lebih luas. Keputusan untuk 

memberikan beasiswa kedokteran mencerminkan komitmen 

pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sumber daya 

manusia khususnya di sektor kesehatan yang sejalan dengan visi 

politik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks 

politik, kebijakan ini sering kali menjadi ajang bagi para pemangku 

kepentingan seperti anggota DPRD, pemerintah daerah dan tokoh 

politik lainnya, untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap 

masyarakat terutama bagi keluarga yang kurang mampu.  

Program beasiswa ini juga dapat dilihat sebagai strategi politik 

dalam memperkuat legitimasi pemerintah daerah, meningkatkan 

dukungan publik dan menjaga stabilitas politik melalui program-

program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Selain 

itu, kebijakan pemberian beasiswa kedokteran ini bisa menjadi bagian 

dari agenda politik yang lebih besar yaitu memperkuat sektor 

kesehatan daerah.  

Dengan meningkatkan kebutuhan akan tenaga medis terutama di 

wilayah pedesaan, program ini diharapkan dapat mendorong putra 

putri daerah untuk kembali dan berkontribusi pada pembangunan lokal 

setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Dukungan politik yang 

kuat diperlukan agar kebijakan ini dapat berjalan dengan lancar dan 
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tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan calon penerima 

beasiswa, Fadilla menjelaskan bahwa: 

“saya melihat kebijakan ini sangat disambut baik oleh masyarakat 
dan ini juga menciptakan dukungan yang lebih besar bagi 
pemerintah daerah” (Fadilla. Wawancara, 24 agustus 2024). 

Hal ini juga di ungkapkan oleh Angelina bahwa: 

“kebijakan ini memberikan dampak politik yang positif bagi 
pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah mendapatkan 
reputasi yang lebih baik di mata masyarakat karena dianggap 
berkomitmen terhadap pendidikan dan kesehatan” (Anggelina. 
Wawancara, 24 agustus 2024). 
 

Sedangkan Nadya selaku penerima beasiswa mengungkapkan 

bahwa: 

“program ini telah menjadi kebijakan yang politis namun dalam arti 
yang positif. Pemerintah daerah diakui oleh masyarakat sebagai 
pihak yang benar-benar peduli pada masa depan generasi muda” 
(Nadya. Wawancara, 19 agustus 2024). 

Ketua DPRD juga menegaskan bahwa: 

“kebijakan pemberian beasiswa ini merupakan hasil dari komitmen 
politik yang kuat antara eksekutif dan legislatif. Kami di DPRD 
sangat mendukung kebijakan ini karena kami melihat daerah 
sangat membutuhkan tenaga medis, terutama dokter dimasa 
depan. program ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi 
kekuranga tenaga kesehatan didaerah (Arifin. Wawancara, 28 
agustus 2024). 

Bapak Arfan juga menambahkan bahwa: 

“dukungan politik dari legislatif sangat penting untuk menjaga 
keberlanjutan kebijakan ini, khususnya dalam hal pengawasan 
terhadap alokasi anggaran dan implementasi di lapangan” (Arfan. 

Wawancara, 27 agustus 2024). 

Anggota komisi II DPRD, bapak Zulkarnain mengungkapkan: 
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“kami selalu berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk 
memastikan bahwa program ini berjalan sesuai rencana. 
Pengawasan terus dilakukan agar alokasi anggaran untuk 
beasiswa kedokteran tidak terpengaruh oleh dinamika politik” 
(Zulkarnain. Wawancara, 24 agustus 2024). 

. 

Kebijakan ini merupakan bagian dari visi jangka panjang pemerintah 

daerah untuk memperkuat sektor kesehatan sehngga stabilitas politik 

untuk menjaga keberlanjutan kebijakan ini menjadi sangat penting. 

Hal ini diungkanpkan oleh ibu Indrawaty selaku analis kebijakan 

bahwa: 

“kebijakan ini memerlukan dukungan politik yang stabil. Jika terjadi 
perubahan politik, misalnya pergantian kepemimpinan, harus ada 
komitmen untuk tetap mempertahankan program ini sebagai 

prioritas” (Indrawaty. Wawancara, 27 agustus 2024). 

 

B. Pembahasan 

Implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran ini menjadi salah satu program unggulan dari kepala 

daerah, di sisi lain program ini dianggap berhasil dicanangkan 

sehingga bermunculan calon peserta didik yang termotivasi untuk 

mengenyam dan melanjutkan Pendidikan menjadi dokter. 

 Akan tetapi dalam suatu program pasti memiliki kekurangan 

dalam hal pengimplementasian kebijakan apakah kebijakan ini 

sudah tepat sasaran secara spesifikasi syarat  pemberian bantuan 

beasiswa kedokteran, apakah ada pembatasan Kuota Jumlah 

Mahasiswa yang dibiayai mengingat biaya pendidikan kedokteran 

ini begitu banyak menyerap anggaran daerah dan apakah setiap 
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mahasiswa siap menerima konsekuensi yang harus dilaksanakan 

sebagai bentuk tanggung jawab bagi penerima bantuan beasiswa 

kedokteran. serta bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam 

mengevaluasi kinerja pada pengimplementasian kebijakan 

Khususnya Pemberian bantuan beasiswa kedokteran.  

 Dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan implementasi 

kebijakan pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa 

indikator yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan 

keberlangsungan implementasi suatu kebijakan, adapun indikator 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Standar dan sasaran kebijakan dalam implementasi  

Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 

Kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di 

kabupaten bolaang mongondow selatan merupakan sebuah upaya 

yang strategis dalam konteks pembangunan sumber daya manusia 

dan peningkatan akses kesehatan di wilayah terpencil. Ketersediaan 

dokter di wilayah terpencil menjadi sangat krusial karena dalam 

banyak kasus, masyarakat di daerah-daerah ini harus menempuh 

perjalanan yang jauh hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan 

dasar. Dengan adanya beasiswa kedokteran, pemerintah daerah 

berharap dapat menciptakan tenaga medis lokal yang tidak hanya 
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memiliki kompetensi, tetapi juga berkomitmen untuk kembali dan 

bekerja di daerah asal mereka.  

Dari segi tujuan kebijakan, pemberian beasiswa kedokteran ini 

tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek 

akan tenaga medis, tetapi juga memiliki visi jangka panjang untuk 

menciptakan kemandirian dalam pelayanan kesehatan di wilayah-

wilayah terpencil. Artinya, kebijakan ini diarahkan untuk membangun 

sistem kesehatan yang berkelanjutan dimana daerah-daerah yang 

selama ini terpinggirkan secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan 

tenaga medis mereka sendiri tanpa harus terlalu bergantung pada 

intervensi dari pusat. Dalam hal ini, kebijakan beasiswa kedokteran ini 

mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu 

menciptakan solusi jangka panjang yang mampu memberikan manfaat 

bagi generasi saat ini dan mendatang.  

Ukuran keberhasilan kebijakan ini seperti halnya kebijakan 

publik lainnya, perlu dievaluasi berdasarkan beberapa indikator kunci. 

Salah satu indikator yang paling relevan adalah peningkatan jumlah 

tenaga medis yang siap mengabdi di wilayah-wilayah terpencil. 

Kebijakan ini akan dianggap berhasil jika lulusan program beasiswa 

benar-benar kembali ke daerah asal mereka dan mengabdi sesuai 

dengan komitmen yang telah ditetapkan. Di samping itu, kualitas 

layanan kesehatan di wilayah-wilayah tersebut juga menjadi ukuran 

penting, dengan kehadiran dokter yang lebih terlatih, diharapkan 
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masyarakat di daerah-daerah terpencil dapat menikmati layanan 

kesehatan yang lebih baik termasuk dalam hal pencegahan penyakit, 

diagnosis dan pengobatan. Selain itu, keberhasilan kebijakan ini juga 

dapat dilihat dari sisi efisiensi penggunaan anggaran. Mengingat 

bahwa program beasiswa melibatkan alokasi anggaran yang cukup 

besar, penting untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-

benar digunakan untuk tujuan yang tepat dan mampu mencapai 

sasaran yang diharapkan. Efisiensi ini tidak hanya mencakup proses 

seleksi penerima beasiswa, tetapi juga pelaksanaan program 

pendidikan dan pengawasan terhadap komitmen pengabdian para 

lulusan. Sebuah kebijakan akan lebih sukses jika memiliki mekanisme 

pengawasan yang baik untuk memastikan bahwa tujuan awal 

kebijakan yakni penguatan layanan kesehatan di daerah terpencil 

tercapai.  

Teori pembangunan sumber daya manusia juga sangat relevan 

dalam membahas kebijakan ini. Dalam konteks kebijakan beasiswa 

kedokteran, pembangunan sumber daya manusia berfokus pada 

pengembangan tenaga medis lokal yang diharapkan dapat menjadi 

tulang punggung sistem kesehatan di daerah terpencil. Peningkatan 

kualitas pendidikan kedokteran melalui beasiswa ini merupakan 

bentuk investasi jangka panjang yang tidak hanya bermanfaat bagi 

individu penerima beasiswa, tetapi juga bagi masyarakat luas. 

Kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan 
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kapabilitas masyarakat lokal dalam menjaga kesehatannya sendiri 

melalui keberadaan tenaga medis yang kompeten dan berkomitmen.  

Dalam teori analisis evaluasi kebijakan menekankan 

pentingnya mengukur efektivitas kebijakan publik melalui serangkaian 

indikator kinerja seperti pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan 

sumber daya, serta dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran. 

Dalam hal ini, kebijakan pemberian beasiswa kedokteran bisa 

dievaluasi dari beberapa sudut pandang, termasuk bagaimana 

kebijakan tersebut mampu meningkatkan ketersediaan tenaga medis 

di daerah terpencil dan apakah lulusan program beasiswa benar-

benar kembali dan mengabdi sesuai dengan yang diharapkan. 

 Indikator keberhasilan lainnya dapat mencakup peningkatan 

kualitas layanan kesehatan di wilayah tersebut serta peningkatan 

akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Melalui evaluasi ini 

kita dapat memahami apakah kebijakan sudah mencapai tujuan yang 

diinginkan atau justru memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Misalnya, 

jika program beasiswa ini berhasil meningkatkan jumlah tenaga medis 

tetapi tidak secara langsung meningkatkan kualitas layanan 

kesehatan, mungkin ada faktor lain yang perlu dipertimbangkan 

seperti dukungan infrastruktur kesehatan yang memadai atau 

pengelolaan sistem pelayanan yang lebih efektif. Evaluasi kebijakan 

juga akan membantu pemerintah daerah untuk mengidentifikasi 

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kendala 
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sumber daya manusia, pendanaan, atau tantangan dalam 

memastikan kepatuhan penerima beasiswa terhadap komitmen 

pengabdian di daerah asal.  

Selain analisis evaluasi, teori dampak kebijakan memberikan 

kerangka untuk memahami bagaimana kebijakan berpengaruh 

terhadap masyarakat. Dampak kebijakan tidak hanya dilihat dari hasil 

langsung yang dicapai, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut 

memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan budaya 

di wilayah sasaran.  

Dalam konteks beasiswa kedokteran, dampak kebijakan dapat 

dilihat dari peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, yang mungkin 

dapat diukur melalui indikator seperti penurunan angka kematian, 

peningkatan akses terhadap layanan kesehatan primer dan 

penurunan prevalensi penyakit yang dapat dicegah. Selain itu, 

dampak jangka panjangnya juga bisa terkait dengan pengurangan 

kesenjangan sosial antara daerah terpencil dan pusat, mengingat 

ketersediaan layanan kesehatan merupakan salah satu pilar penting 

dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  

Dalam teori dampak kebijakan, juga dikenal adanya dampak 

langsung dan tidak langsung. Dampak langsung dari kebijakan 

beasiswa ini tentu saja adalah peningkatan jumlah tenaga medis di 

daerah terpencil. Namun, dampak tidak langsungnya lebih luas, 

termasuk potensi perbaikan dalam sistem pendidikan kesehatan di 
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wilayah tersebut serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya kesehatan preventif. Dampak tidak langsung lainnya 

mungkin muncul dalam bentuk motivasi bagi generasi muda di daerah 

terpencil untuk melanjutkan pendidikan di bidang kedokteran atau 

bidang kesehatan lainnya, sehingga secara keseluruhan memperkuat 

ekosistem kesehatan di wilayah tersebut. Keterkaitan antara hasil 

penelitian ini dengan teori evaluasi dan dampak kebijakan juga dapat 

dilihat dari bagaimana kebijakan ini menciptakan efek berganda 

(multipler effect) dalam pembangunan wilayah terpencil. Sebagai 

contoh, ketika lebih banyak dokter yang tersedia dan beroperasi di 

daerah-daerah terpencil, hal ini tidak hanya meningkatkan kesehatan 

masyarakat, tetapi juga meningkatkan produktivitas masyarakat, 

mengingat kesehatan yang baik merupakan fondasi bagi peningkatan 

produktivitas kerja. Dengan demikian, kebijakan beasiswa ini tidak 

hanya menyelesaikan masalah jangka pendek terkait kurangnya 

tenaga medis, tetapi juga menciptakan perubahan jangka panjang 

yang berkelanjutan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah 

terpencil. 

Di samping itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

kebijakan beasiswa kedokteran ini dapat memberikan dampak yang 

signifikan apabila diimplementasikan dengan pengawasan yang baik 

dan didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari sisi 

keuangan maupun kapasitas institusi pendidikan. Ini sejalan dengan 
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teori evaluasi kebijakan yang menekankan pentingnya dukungan 

politik dan komitmen dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan 

kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, komitmen pemerintah 

daerah dan DPRD untuk mengawal kebijakan tersebut, seperti yang 

terungkap dalam wawancara, merupakan salah satu elemen penting 

dalam memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan efektif dan 

berkelanjutan. 

Kebijakan ini memiliki relevansi dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya mengenai distribusi tenaga medis di wilayah terpencil, 

baik di indonesia maupun di negara lain. Studi di berbagai wilayah 

termasuk papua dan nusa tenggara timur menunjukkan bahwa 

program beasiswa kedokteran yang berbasis pada komitmen 

pengabdian dapat secara signifikan mengurangi kekurangan tenaga 

medis di daerah-daerah tersebut. Meskipun tantangan terbesar sering 

kali terkait dengan kepatuhan lulusan terhadap komitmen untuk 

kembali ke daerah asal, kebijakan yang menggabungkan insentif 

dengan pengawasan ketat terbukti mampu memberikan hasil yang 

positif.  

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah 

memastikan keberlanjutan dari program tersebut. Kebijakan ini harus 

terus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan 

bahwa tujuan jangka panjangnya tercapai. Hal ini mencakup 

pengawasan terhadap ketersediaan dana untuk program beasiswa 
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dimasa mendatang, evaluasi terhadap kualitas pendidikan yang 

diterima oleh penerima beasiswa, serta pengelolaan hubungan antara 

pemerintah daerah dan lembaga pendidikan. Selain itu, diperlukan 

upaya untuk memastikan bahwa lulusan beasiswa tetap setia pada 

komitmen mereka untuk mengabdi di daerah asal, meskipun mungkin 

ada tawaran pekerjaan yang lebih menguntungkan di tempat lain 

. Dalam jangka panjang, kebijakan pemberian beasiswa 

kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan diharapkan 

dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih inklusif dan merata, 

dimana setiap masyarakat tanpa memandang lokasi geografis 

memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang 

berkualitas. Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya akan berdampak 

pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil, 

tetapi juga akan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang 

menghadapi masalah serupa dalam penyediaan tenaga medis.  

2. Karakteristik Organisasi Pelaksana Dalam Implementasi 

Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa Kedokteran di 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

Hasil penelitian mengenai karakteristik organisasi pelaksana 

dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan 

mengungkapkan beberapa aspek penting terkait struktur, kapasitas 

dan koordinasi antar lembaga. Karakteristik ini sangat relevan dalam 
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menilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan 

secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

Implementasi kebijakan publik tidak terlepas dari karakteristik 

organisasi pelaksana yang menjadi aktor kunci dalam menjalankan 

program. Dalam kasus pemberian bantuan beasiswa kedokteran di 

kabupaten bolaang mongondow selatan, beberapa karakteristik 

penting dari organisasi pelaksana yang terlibat telah diidentifikasi 

melalui hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan, 

termasuk sekretaris daerah, bagian kesejahteraan rakyat dan analis 

kebijakan.  

Dari hasil analisis terlihat bahwa struktur birokrasi yang 

mengelola kebijakan ini memiliki tata kelola yang cukup formal dan 

terpadu. Tugas-tugas utama terkait program ini dibagi diantara 

beberapa instansi dimana bagian kesejahteraan rayat memegang 

tanggung jawab langsung untuk proses seleksi penerimaan beasiswa 

serta pelaksanaan teknis dilapangan. Disisi lain, sekretaris daerah dan 

bagian kebijakan berperan dalam memastikan program ini berjalan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan bupati 

nomor 2 dan nomor 48 Tahun 2023  tentang pemberian beasiswa 

kedokteran. 

Meskipun demikian, kendala terkait koordinasi antar instansi 

masih sering terjadi, terutama antara pemerintah daerah dan DPRD. 

Meskipun DPRD terlibat dalam memberikan pengawasan dan 
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masukan, seringkali koordinasi yang tidak optimal menjadi penyebab 

keterlambatan penganggaran dan penyaluran beasiswa. Hal ini 

menggarisbawahi pentingnya hubungan komunikasi yang lebih intens 

antara kedua pihak. Diluar itu, kapasitas organisasi pelaksana juga 

menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan keterbatasan 

sumber daya manusia di unit monitoring dan evaluasi yang menjadi 

penting dalam memastikan keberhasilan program ini.  

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam implementasi 

kebijakan ini adalah koordinasi antar organisasi. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan berbagai pihak termasuk sekda dan kesra, 

tampak bahwa ada kendala dalam hal sinkronisasi antar instansi 

dalam mengeksekusi kebijakan ini. Misalnya meskipun bagian kesra 

bertanggung jawab atas aspek teknik dari pelaksanaan beasiswa 

seperti seleksi calon penerima dan pencairan dana, koordinasi 

dengan instansi lain dalam hal pengawasan dan evaluasi sering kali 

tidak berjalan mulus. Ini mengakibatkan keterlambatan dalam 

penyaluran dana beasiswa yang pada akhirnya dapat menghambat 

proses belajar mahasiswa penerima. 

Hal ini relevan dengan konsep top-down implementation dari 

pressman dan Wildavsky (1984) yang menekankan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat lokal sering kali 

bergantung pada bagaimana berbagai aktor yang terlibat mampu 

berkoordinasi secara efektif. Masalah koordinasi ini bukan hanya 
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masalah teknis tetapi juga terkait dengan aspek politik dan manajerial 

dalam pemerintahan daerah. Terlalu banyak lapisan birokrasi dan 

pengambilan keputusan yang berbelit-belit dapat menghambat 

pelaksanaan kebijakan dilapangan. 

Dalam implementasi kebijakan publik, Edward III (1980) 

menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat 

begantung pada empat faktor utama yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi (sikap) implementor dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil 

penelitian, faktor komunikasi antar organisasi pelaksana memainkan 

peran yang sangat krusial. Koordinasi yang efektif antara organisasi 

pelaksana menjadi penentu utama dalam memastikan kelancaran 

distribusi bantuan beasiswa. Kendala komunikasi yang kurang optimal 

dapat menyebabkan mispersepsi atau ketidakjelasan tujuan yang 

berdampak pada ketidakcocokan antara kebijakan yang dirancang 

dengan realisasi di lapangan.  

Selain itu, sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pelaksana 

juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Sumber 

daya ini tidak hanya meliputi dana, tetapi juga sumber daya manusia 

yang kompeten dalam pengelolaan program. Penelitian menunjukkan 

bahwa kapasitas sumber daya manusia di level daerah sering kali 

terbatas, baik dalam hal jumlah maupun kualitas. Padahal, menurut 

teori Van Meter dan Van Horn, kompetensi dan kapasitas sumber 

daya manusia sangat berpengaruh terhadap proses implementasi 
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kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan 

pemberian beasiswa kedokteran akan sulit berjalan dengan optimal.  

Dari perspektif teori evaluasi dan dampak kebijakan publik, 

karakteristik organisasi pelaksana memengaruhi outcome dan dampak 

jangka panjang dari kebijakan tersebut. Anderson (2011) menyatakan 

bahwa evaluasi kebijakan publik perlu dilakukan dengan 

mempertimbangkan apakah kebijakan terebut benar-benar 

memberikan dampak sesuai dengan tujuannya. dalam kasus ini, 

 beasiswa kedokteran ditujukan untuk meningkatkan 

ketersediaan tanaga medis yang berkualitas di kabupaten bolaang 

mongondow selatan. Namun, jika organisasi pelaksana tidak memiliki 

mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik, maka sulit untuk 

mengukur apakah tujuan ini tercapai. Ketiadaan mekanisme evaluasi 

yang sistematis dapat berujung pada kegagalan dalam 

mengidentifikasi masalah implementasi dan pada akhirnya tidak dapat 

menilai dampak jangka panjang kebijakan. Lebih jauh, disposisis 

(sikap) para implementor kebijakan juga menjadi faktor penting. 

berdasarkan teori Edward III, sikap para birokrat atau pelaksana 

kebijakan dapat memengaruhi kualitas implementasi. Penelitian 

menunjukkan bahwa dukungan dari pejabat lokal terhadap program ini 

cukup kuat, namun masih ada resistensi atau kurangnya pemahaman 

dari beberapa pihak terkait. Resistensi ini dapat disebabkan oleh 
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persepsi yang kurang mendalam mengenai pentingnya program 

tersebut dalam jangka panjang. 

Struktur birokrasi yang ada juga menjadi salah satu 

karakteristik kunci yang ditemukan dalam penelitian ini. Birokrasi yang 

terlalu hierarkis atau memiliki prosedur yang kompleks sering kali 

menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan sesuai 

dengan apa yang dijelaskan oleh Lipsky dalam teorinya mengenai 

street-level bureaucracy. Birokrasi yang terfragmentasi dengan 

tanggung jawab yang tersebar di berbagai instansi sering kali 

memperlambat pengambilan keputusan dan mempersulit 

implementasi kebijakan secara efisien. Penelitian ini menemukan 

bahwa meskipun ada struktur yang jelas, namun koordinasi antar 

lembaga belum sepenuhnya optimal terutama dalam hal pengelolaan 

anggaran dan distribusi beasiswa kepada mahasiswa kedokteran.  

Disisi lain, dampak kebijakan pemberian beasiswa ini perlu 

dilihat dari perspektif kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas 

layanan kesehatan di wilayah tersebut. Teori evaluasi kebijakan publik 

menggarisbawahi bahwa dampak sosial, ekonomi dan institusional 

harus diukur secara holistik. Pemberian beasiswa yang efektif 

diharapkan mampu menciptakan tenaga medis yang nantinya akan 

memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi permasalahan 

kesehatan di wilayah pedesaan di kabupaten bolaang mongondow 

selatan. Jika kebijakan ini berhasil, dampak jangka panjang yang 
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diharapkan adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan 

kesehatan, terutama di daerah terpencil. Namun, jika tidak diimbangi 

dengan strategi yang tepat dalam penyediaan lapangan kerja atau 

fasilitas pendukung lainnya, maka dampak positif yang diharapkan 

dari kebijakan ini akan sulit tercapai.  

Penelitian sebelumnya yang mendukung temuan ini seperti 

studi yang dilakukan oleh Prasojo (2019) menemukan bahwa masalah 

utama dalam implementasi kebijakan pendidikan di daerah adalah 

ketidakmampuan organisasi pelaksana dalam melakukan koordinasi 

antar instansi yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan 

program. Disisi lain, penelitian oleh Widiastuti (2021) yang mengkaji 

program beasiswa serupa didaerah lain menunjukkan bahwa 

keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh transparansi dalam 

proses seleksi dan komitmen politik dari pemerintah daerah. Oleh 

karena itu, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan 

beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan, 

penting untuk mengatasi masalah koordinasi, kapasitas sumber daya 

dan transparansi serta melakukan evaluasi dampak yang lebih 

komprehensif terhadap keberhasilan jangka panjang dari program ini. 

3. Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pemberian 

Bantuan Beasiswa Kedokteran 

Dalam mengkaji sumber daya yang berperan dalam implementasi 

kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di kabupaten 
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bolaang mongondow selatan, sangat penting untuk memahami bahwa 

keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan itu 

sendiri, tetapi juga pada efektivitas manajemen sumber daya manusia 

dan finansial. Keduanya berperan dalam mendukung pencapaian 

tujuan jangka panjang dari kebijakan ini, yakni menghasilkan tenaga 

medis yang mampu mengabdi di wilayah-wilayah terpencil dan 

meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut. 

Secara teori, konsep kapasitas organisasi menawarkan pandangan 

yang relevan dalam memahami bagaimana kebijakan dapat berjalan 

efektif melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia. Kapasitas 

organisasi merujuk pada kemampuan lembaga yang bertanggung 

jawab untuk mengelola berbagai sumber daya baik manusia maupun 

finansial guna mencapai tujuan kebijakan. Dalam konteks kebijakan 

beasiswa kedokteran ini, kapasitas tersebut mencakup kemampuan 

pemerintah daerah dalam mengelola proses seleksi, pendistribusian 

beasiswa serta memantau perjalanan pendidikan para penerima 

beasiswa hingga mereka dapat kembali dan mengabdi di daerah asal 

mereka. Dalam hal ini, tantangan terbesar terletak pada bagaimana 

memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara adil, transparan 

dan mampu memilih mahasiswa yang tidak hanya memiliki 

kemampuan akademis, tetapi juga komitmen untuk berkontribusi di 

daerah yang membutuhkan.  
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Lebih lanjut, teori evaluasi kebijakan menekankan pentingnya 

pemantauan dan penilaian terhadap implementasi kebijakan 

berdasarkan indikator yang jelas. Dalam kasus beasiswa kedokteran 

ini, indikator utama keberhasilan adalah terciptanya dokter-dokter 

yang kembali dan berpraktik di wilayah terpencil di kabupaten bolaang 

mongondow selatan. Namun, untuk mencapai hal tersebut, 

dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola kebijakan 

ini dengan baik. Tenaga pelaksana di tingkat pemerintah daerah, tim 

seleksi serta para pendamping akademik yang terlibat dalam proses 

pendidikan penerima beasiswa harus memiliki kompetensi tinggi 

dalam memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai dengan 

rencana.  

Sumber daya finansial juga menjadi aspek yang tidak bisa 

diabaikan. Menurut teori sumber daya dalam kebijakan publik, 

ketersediaan anggaran yang memadai dan berkelanjutan merupakan 

fondasi bagi keberhasilan kebijakan. Kebijakan beasiswa kedokteran 

membutuhkan anggaran yang cukup besar, tidak hanya untuk 

menanggung biaya pendidikan penerima beasiswa, tetapi juga untuk 

tunjangan hidup, biaya pelatihan dan sertifikasi. Jika anggaran tidak 

mencukupi atau tidak dialokasikan secara tepat, maka implementasi 

kebijakan dapat terhambat yang pada gilirannya akan berdampak 

pada capaian dari kebijakan itu sendiri. Dalam beberapa kasus 

kebijakan serupa di daerah lain, ketidakcukupan anggaran 
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menyebabkan program beasiswa terhenti di tengah jalan sehingga 

tujuan jangka panjang tidak tercapai.  

Teori evaluasi dan dampak kebijakan juga menyoroti pentingnya 

mengevaluasi dampak dari alokasi sumber daya ini terhadap tujuan 

akhir kebijakan. Dalam konteks beasiswa kedokteran, dampak yang 

diharapkan adalah peningkatan jumlah tenaga medis di wilayah 

terpencil serta peningkatan kualitas layanan kesehatan. Namun, jika 

manajemen sumber daya, baik manusia maupun finansial, tidak 

optimal, dampak positif dari kebijakan ini bisa saja tidak tercapai. 

Misalnya, tanpa adanya pengawasan yang ketat terhadap komitmen 

pengabdian para penerima beasiswa ada kemungkinan lulusan 

kedokteran enggan kembali ke daerah asal sehingga tujuan kebijakan 

tidak tercapai.  

Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kebijakan 

beasiswa di daerah terpencil menunjukkan bahwa keberhasilan 

kebijakan semacam ini sangat tergantung pada kesinambungan 

sumber daya finansial dan kualitas manajemen pelaksana. Beberapa 

penelitian juga menekankan pentingnya dukungan politik dan 

komitmen dari para pemangku kepentingan, termasuk legislatif dalam 

memastikan bahwa anggaran untuk beasiswa ini tetap terjaga. Dalam 

hal ini, pemerintah daerah dan DPRD memiliki peran strategis dalam 

menjamin bahwa kebijakan ini mendapatkan prioritas dalam 

perencanaan anggaran tahunan, sehingga program dapat berjalan 
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berkelanjutan tanpa terputus. Selain itu, teori dampak kebijakan juga 

membantu kita memahami bahwa dampak dari kebijakan ini bukan 

hanya terkait dengan keberadaan dokter di daerah terpencil, tetapi 

juga bagaimana program ini dapat mengubah tatanan sosial dan 

kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Misalnya jika lulusan 

kedokteran dari program ini berhasil mengembangkan layanan 

kesehatan yang lebih baik di wilayah terpencil, hal ini dapat 

memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Namun, untuk mencapai dampak tersebut, sumber daya 

yang ada harus dimanfaatkan dengan baik terutama dalam hal 

pengelolaan anggaran dan pengawasan terhadap penerima beasiswa 

4. Sikap pelaksana/implementor dalam implementasi kebijakan 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten 

Bolaang Mongondow Selatan.  

Analisis terhadap sikap pelaksana kebijakan dalam implementasi 

pemberian beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat 

bergantung pada seberapa besar dukungan dan komitmen pelaksana 

kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, 

ditemukan bahwa sikap pelaksana kebijakan di daerah cenderung 

beragam. Beberapa pelaksana menunjukkan antusiasme terhadap 

kebijakan beasiswa kedokteran, tetapi sebagian lainnya bersikap 

skeptis dan cenderung pasif dalam pelaksanaannya. Sikap-sikap 
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tersebut secara signifikan mempengaruhi efektivitas kebijakan dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Teori implementasi kebijakan yang diajukan oleh George C. Edward 

III menekankan pentingnya sikap pelaksana sebagai salah satu dari 

empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan publik, bersama dengan komunikasi, sumber daya dan 

struktur birokrasi. Sikap pelaksana mencerminkan bagaimana mereka 

memandang kebijakan tersebut, baik sebagai sesuatu yang relevan 

dan penting untuk dilaksanakan maupun sebagai beban administratif 

yang sulit diterapkan. Dalam konteks pemberian beasiswa kedokteran, 

pelaksana yang mendukung kebijakan ini akan lebih proaktif dalam 

mengatasi berbagai hambatan yang muncul dilapangan dan 

cenderung bekerja dengan efisiensi lebih tinggi untuk mencapai tujuan 

kebijakan. Sebaliknya, pelaksana yang bersikap skeptis akan 

menjalankan kebijakan tersebut hanya sebatas formalitas tanpa 

benar-benar mengusahakan pencapaian substansial dari kebijakan 

itu.  

Penelitian terbaru oleh Hassan et al (2023) mendukung temuan ini 

dengan menunjukkan bahwa sikap positif dari pelaksana kebijakan 

sangat berkorelasi dengan keberhasilan implementasi program 

beasiswa pendidikan di wilayah terpencil. Dalam penelitian tersebut, 

pelaksana yang antusias dan didukung oleh pelatihan yang memadai 

serta terlibat dalam proses perencanaan kebijakan menunjukkan hasil 
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yang lebih baik dalam hal pencapaian target kebijakan. Pelaksana 

yang memiliki rasa kepemilikan terhadap kebijakan tersebut merasa 

bahwa mereka bukan hanya pelaksana instruksi, tetapi juga agen 

perubahan yang berperan dalam mewujudkan manfaat nyata bagi 

masyarakat. Sebaliknya, pelaksana yang merasa bahwa kebijakan 

tersebut tidak relevan atau terlalu berat dilaksanakan cenderung 

bersikap pasif dan skeptis yang menghambat pencapaian kebijakan. 

Teori implementasi kebijakan dari Lipsky (1980) tentang street-level 

bureaucracy relevan dalam menjelaskan fenomena ini. Lipsky 

berpendapat bahwa pelaksana kebijakan di tingkat akar rumput sering 

kali memiliki interpretasi mereka sendiri terhadap kebijakan yang 

mereka jalankan yang bergantung pada sumber daya dan kendala 

operasional yang mereka hadapi. Dalam situasi dimana pelaksana 

mereka bahwa kebijakan tidak sesuai dengan realitas lokal, mereka 

cenderung melakukan modifikasi atau penyesuaian dalam 

pelaksanaannya yang sering kali menyebabkan tujuan kebijakan tidak 

tercapai sepenuhnya. 

Dampak dari sikap skeptis pelaksana ini terlihat jelas dalam 

beberapa aspek pelaksanaan kebijakan beasiswa kedokteran di 

kabupaten bolaang mongondow selatan. Evaluasi terhadap 

pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa meskipun ada 

peningkatan akses pendidikan bagi siswa yang berpotensi menjadi 

tenaga medis di masa depan, masih banyak hambatan yang 
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mengurangi efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Salah satu 

hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal 

anggaran maupun infrastruktur pendukung. Edwards III dalam 

teorinya juga menekankan bahwa ketersediaan sumber daya yang 

memadai adalah faktor kritis dalam keberhasilan kebijakan. Tanpa 

sumber daya yang cukup, pelaksana kebijakan akan kesulitan untuk 

mengimplementasikan kebijakan dengan baik tidak peduli seberapa 

baik kebijakan tersebut dirancang. Dalam hal ini, penelitian oleh 

Rahmawati et al (2023) juga menemukan bahwa sikap skeptis 

pelaksana sering kali didasari oleh kurangnya sumber daya yang 

tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. 

Selain itu, penelitian Smith dan Jones (2022) memberikan bukti 

empiris bahwa keterlibatan pelaksana dalam perencanaan kebijakan 

dapat meningkatkan efektivitas implementasi. Mereka menemukan 

bahwa pelaksana yang dilibatkan sejak tahap awal perumusan 

kebijakan cenderung lebih berkomitmen dan lebih berhasil dalam 

pelaksanaannya. Pelaksana yang merasa kebijakan tersebut relevan 

dengan kondisi lokal dan merasa bahwa pendapat mereka 

diperhitungkan, lebih mungkin untuk bekerja dengan proaktif dan 

kreatif dalam mengatasi hambatan yang muncul selama implementasi. 

Dalam konteks kabupaten bolaang mongondow selatan, hasil 

penelitian ini relevan karena sebagian besar pelaksana kebijakan 

merasa tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan awal kebijakan 
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beasiswa kedokteran, sehingga muncul sikap skeptis dan kurangnya 

rasa kepemilikan terhadap kebijakan tersebut.  

Dari perspektif evaluasi kebijakan, dampak dari kebijakan beasiswa 

kedokteran ini bersifat ganda. Disatu sisi, kebijakan ini berhasil 

membuka akses bagi calon mahasiswa kedokteran dari daerah 

terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang sebelumnya sulit 

mereka jangkau. Dalam jangka panjang, keberhasilan program ini 

diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga medis di 

kabupaten bolaang mongondow selatan yang merupakan salah satu 

daerah yang masih menghadapi tantangan besar dalam hal 

ketersediaan layanan kesehatan. Namun, dari sisi pelaksanaan, 

tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan seperti 

sikap skeptis, kurangnya sumber daya dan koordinasi yang lemah 

antara pemerintah daerah dan pusat telah mengurangi efektivitas 

kebijakan ini.  

Penelitian oleh Johnson et al (2023) menegaskan bahwa kebijakan 

yang tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai dan pelaksana 

yang dilatih dengan baik akan sulit mencapai hasil yang optimal. Di 

kabupaten bolaang mongondow selatan, keterbatasan infrastruktur 

seperti akses ke fasilitas pendidikan yang memadai serta dukungan 

anggaran yang terbatas telah menjadi salah satu faktor yang 

menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Sikap skeptis dari pelaksana 

kebijakan semakin memperburuk kondisi tersebut, dimana pelaksana 
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merasa bahwa kebijakan ini terlalu sulit untuk dilaksanakan tanpa 

adanya dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat atau 

provinsi.  

Berdasarkan analisis ini, perlu adanya peningkatan keterlibatan 

pelaksana kebijakan dalam tahap perencanaan kebijakan. Dengan 

melibatkan pelaksana sejak awal, mereka akan merasa memiliki 

kebijakan tersebut dan lebih berkomitmen dalam pelaksanaannya. 

Selain itu, perlu ada alokasi sumber daya yang lebih memadai untuk 

mendukung implementasi kebijakan, baik dalam bentuk anggaran, 

pelatihan maupun infrastruktur.  

Penelitian oleh Aslam dan Harun (2021) mendukung pentingnya 

keterlibatan pelaksana dalam perencanaan kebijakan dimana mereka 

menemukan bahwa pelaksana yang dilibatkan secara aktif cenderung 

menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam menjalankan kebijakan. 

Dengan adanya dukungan sumber daya yang memadai dan 

keterlibatan aktif dari pelaksana kebijakan, diharapkan kebijakan 

beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan dapat 

berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar 

bagi masyarakat.  
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5. Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksana implementasi kebijakan pemberian bantuan 

beasiswa kedokteran. 

Dalam analisis implementasi kebijakan pemberian beasiswa 

kedokteran, komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan 

pelaksana menjadi aspek krusial. Salah satu teori yang dapat 

digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah teori 

koordinasi inter organisasi. Teori ini menekankan pentingnya kerja 

sama dan koordinasi yang terstruktur antara berbagai entitas yang 

terlibat dalam implementasi kebijakan.  

Dalam hal beasiswa kedokteran, organisasi pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan harus berkoordinasi dengan institusi pendidikan, 

lembaga kesehatan dan penerima beasiswa. Teori koordinasi inter 

organisasi menyarankan bahwa adanya kejelasan peran, tujuan 

bersama dan kesepakatan operasional adalah elemen kunci dalam 

mendorong keberhasilan implementasi kebijakan. Koordinasi yang 

lemah antara berbagai pihak bisa menyebabkan ketidakseimbangan 

dalam distribusi informasi dan pelaksanaan kebijakan yang tidak 

konsisten. 

Penelitian Kurniawan et. al (2023) yang meneliti implementasi 

kebijakan beasiswa di sektor pendidikan tinggi di indonesia 

menemukan bahwa hambatan komunikasi antar pemangku 

kepentingan menjadi salah satu faktor utama yang memperlambat 
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distribusi beasiswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun 

kebijakan telah dirancang dengan baik, kurangnya komunikasi yang 

efisien antara pemerintah daerah, institusi pendidikan dan penerima 

beasiswa menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman dan 

pelaksanaan kebijakan. Hal ini memperkuat termuan bahwa 

komunikasi yang terstruktur dan efektif sangat diperlukan dalam 

proses implementasi kebijakan beasiswa kedokteran.  

Selain itu, dalam teori jaringan kebijakan (policy network), kebijakan 

publik tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai aktor tunggal, 

tetapi juga oleh jaringan aktor lain seperti organisasi non pemerintah, 

sektor swasta dan masyarakat. Dalam implementasi beasiswa 

kedokteran ini, peran institusi pendidikan dan rumah sakit sebagai 

penerima manfaat juga sangat penting dalam proses komunikasi ini. 

Teori ini memberikan perspektif bahwa kebijakan yang baik harus 

melibatkan semua aktor yang terlibat dengan setiap aktor memainkan 

peran kunci dalam mendukung pelaksanaan yang efektif.  

Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi keterbatasan dalam 

membangun jaringan kebijakan yang inklusif dan sinergis. 

Keterbatasan ini dapat muncul dari adanya fragmentasi birokrasi atau 

hambatan struktural di dalam organisasi pemerintahan. Contohnya 

dalam program beasiswa kedokteran, meskipun ada kebijakan yang 

mendukung, birokrasi yang terlalu panjang dan kaku bisa 

memperlambat implementasi kebijakan. Hal ini menyebabkan 
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keterlambatan dalam penyaluran dana, ketidakpastian jadwal dan 

ketidakjelasan komunikasi yang berdampak negatif pada pelaksanaan 

program.  

Dalam mengembangkan lebih lanjut mengenai implementasi 

kebijakan pemberian beasiswa kedokteran, penting untuk 

mengintegrasikan teori analisis evaluasi dan dampak kebijakan publik 

guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang 

efektivitas kebijakan ini. Analisis evaluasi kebijakan publik bertujuan 

untuk menilai bagaimana kebijakan diimplementasikan, apakah tujuan 

kebijakan tercapai, serta dampak yang dihasilkan bagi kelompok 

sasaran maupun masyarakat secara keseluruhan.  

Dalam konteks kebijakan beasiswa kedokteran, evaluasi dapat 

dilakukan dengan melihat beberapa dimensi seperti kejelasan tujuan 

kebijakan, kualitas pelaksanaan, serta dampak langsung dan tidak 

langsung yang dihasilkan. Teori evaluasi kebijakan menekankan 

pentingnya mengukur output (keluaran) dan outcomes (hasil) 

kebijakan. Output dalam hal ini bisa berupa jumlah mahasiswa 

kedokteran yang menerima beasiswa, sementara outcomes 

mencakup dampak yang lebih luas, seperti peningkatan jumlah tenaga 

medis di daerah terpencil atau perbaikan pelayanan kesehatan di 

tingkat lokal.  

Penelitian terbaru oleh Wicaksono dan Nugroho (2022) menyoroti 

pentingnya evaluasi kebijakan dalam sektor pendidikan, khususnya 
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terkait beasiswa pendidikan tinggi. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan beasiswa 

tidak hanya dilihat dari jumlah penerima, tetapi juga dari sejauh mana 

penerima beasiswa dapat memberikan kontribusi nyata kepada sektor 

yang dibidik. Dalam kasus beasiswa kedokteran, tujuan utama dari 

kebijakan ini adalah untuk meningkatkan jumlah dokter di wilayah 

yang kekurangan tenaga medis. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan 

harus mencakup apakah penerima beasiswa benar-benar kembali dan 

bekerja di daerah-daerah yang membutuhkan atau justru 

terkonsentrasi diwilayah perkotaan yang pada akhirnya tidak 

memecahkan masalah ketimpangan distribusi tenaga medis.  

Mengaitkan dengan teori dampak kebijakan publik, dampak dari 

kebijakan beasiswa kedokteran ini tidak hanya dilihat dari aspek 

individual penerima tetapi juga dari dampak jangka panjang bagi 

sistem kesehatan di tingkat lokal dan nasional. Dampak langsung dari 

kebijakan ini dapat berupa peningkatan akses terhadap pendidikan 

kedokteran bagi mereka yang secara finansial tidak mampu 

sedangkan dampak tidak langsung mencakup peningkatan 

kesejahteraan masyarakat akibat perbaikan pelayanan kesehatan di 

daerah yang sebelumnya kekurangan tenaga medis.  

Namun, hasil temuan ini perlu dikritisi lebih lanjut. Evaluasi 

kebijakan seringkali terfokus pada hasil jangka pendek, seperti jumlah 

penerima beasiswa yang lulus, tanpa mempertimbangkan dampak 
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jangka panjang dari kebijakan tersebut. Misalnya, apakah penerima 

beasiswa memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam memperbaiki 

layanan kesehatan di daerah yang tertinggal atau hanya 

memanfaatkan beasiswa sebagai sarana untuk meningkatkan karir 

pribadi tanpa memberikan dampak berarti bagi masyarakat. Evaluasi 

juga harus mempertimbangkan sejauh mana kebijakan ini 

berkelanjutan, mengingat bahwa pendidikan kedokteran adalah 

investasi jangka panjang yang membutuhkan dukungan berkelanjutan, 

baik dari segi finansial maupun infrastruktur.  

Teori dampak kebijakan publik juga menggarisbawahi bahwa 

kebijakan tidak hanya menghasilkan dampak positif, tetapi sering kali 

memunculkan efek samping atau dampak yang tidak diinginkan. 

Dalam kebijakan beasiswa kedokteran, salah satu dampak yang 

mungkin terjadi adalah ketidakseimbangan antara kuantitas dan 

kualitas lulusan. Dengan memberikan beasiswa dalam jumlah besar 

tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan kedokteran, ada 

risiko bahwa lulusan kedokteran yang dihasilkan tidak memiliki 

kompetensi yang memadai untuk melayani masyarakat.  

Hal ini bisa terjadi jika program beasiswa lebih terfokus pada 

peningkatan kuantitas tenaga medis tanpa memperhatikan mutu 

pendidikan yang diberikan oleh institusi penerima beasiswa. Selain itu, 

ada pula risiko ketergantungan pada beasiswa. Dalam jangka 

panjang, kebijakan ini dapat menciptakan kondisi dimana indivisu atau 
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daerah tertentu hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah tanpa 

adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara 

mandiri. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dirancang dengan 

mekanisme yang mendorong daerah untuk lebih proaktif dalam 

mengembangkan sistem pendidikan kesehatan mereka sendiri, 

misalnya melalui kerjasama dengan sektor swasta atau lembaga 

internasional. 

Dari sudut pandang teori analisis dampak kebijakan, penting untuk 

mengidentifikasi dampak multi dimensi dari kebijakan ini, baik dalam 

aspek ekonomi, sosial maupun politik. Dampak ekonomi bisa dilihat 

dari pengurangan biaya pendidikan bagi penerima beasiswa yang 

membantu meringankan beban keluarga. Dampak sosial muncul dari 

meningkatnya akses ke pendidikan bagi kelompok masyarakat yang 

selama ini terpinggirkan, khususnya di wilayah terpencil.  

Dampak politik ini bisa mencakup peningkatan legitimasi 

pemerintah dimata masyarakat karena dianggap peduli terhadap 

peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan. 

Namun, jika kebijakan ini tidak dievaluasi dengan baik, dampak 

negatif bisa muncul seperti ketidakpuasan masyarakat jika distribusi 

beasiswa dianggap tidak adil atau transparansi penggunaan anggaran 

tidak jelas.  
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Berdasarkan analisis evaluasi dan dampak kebijakan ini, peneliti 

merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme evaluasi 

berkelanjutan. Pemerintah perlu mengembangkan indikator 

keberhasilan yang lebih komprehensif tidak hanya berdasarkan jumlah 

penerima beasiswa tetapi juga kinerja mereka setelah menyelesaikan 

studi. Hal ini bisa dilakukan melalui monitoring pasca studi. Selain itu, 

evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa 

kebijakan tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat 

dan sistem kesehatan. Selain itu, penting untuk memperkenalkan 

mekanisme feedback loop dalam implementasi kebijakan. Feedback 

loop ini memungkinkan adanya umpan balik dari penerima beasiswa, 

institusi pendidikan dan pemerintah daerah terkait pelaksanaan 

kebijakan di lapangan. Dengan adanya feedback yang berkelanjutan, 

pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi riil 

dan memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang efektif. 

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi 

kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran. 

Dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran, lingkungan sosial, ekonomi dan politik memiliki 

keterkaitan erat dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan 

kebijakan tersebut. Lingkungan ini membentuk konteks dimana 

kebijakan diterima dan dilaksanakan, serta menentukan dampak 

terhadap kelompok sasaran. Dalam mengkaji implementasi kebijakan 
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pemberian bantuan beasiswa kedokteran, faktor lingkungan sosial, 

ekonomi dan politik memiliki peranan penting yang sangat 

mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Kebijakan publik 

termasuk dalam hal pemberian beasiswa, tidak dapat terlepas dari 

konteks dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Lingkungan 

sosial, ekonomi dan politik secara langsung membentuk bagaimana 

kebijakan direspons oleh masyarakat, diimplementasikan oleh 

pemerintah dan dampaknya dirasakan oleh penerima manfaat serta 

masyarakat secara keseluruhan.  

Dari perspektif teori kebijakan publik, khususnya yang berkaitan 

dengan teori analisis lingkungan kebijakan, lingkungan sosial 

mengacu pada dinamika budaya, nilai-nilai dan hubungan antar 

individu dalam masyarakat. Dalam konteks beasiswa kedokteran, 

lingkungan sosial memainkan peran dalam membentuk persepsi 

masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan 

kedokteran. Dalam masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan 

yang tinggi, kebijakan beasiswa akan lebih diterima dan dimanfaatkan 

secara optimal. Namun, dalam lingkungan sosial yang kurang 

mendukung pendidikan tinggi, seperti di wilayah yang masih 

memegang kuat norma-norma tradisional atau dimana pendidikan 

belum menjadi prioritas, kebijakan ini mungkin tidak memberikan hasil 

yang optimal.  
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Penelitian oleh Syamsuddin (2023) menunjukkan bahwa dalam 

masyarakat dengan sistem sosial yang patriarkis dan tradisional, 

partisipasi kelompok tertentu seperti perempuan,dalam program 

beasiswa sering kali terhambat. Hal ini dapat menjadi tantangan besar 

bagi implementasi kebijakan yang seharusnya inklusif dan merata.  

Lingkungan sosial merujuk pada nilai-nilai, norma serta struktur 

sosial yang ada di masyarakat yang menjadi target kebijakan. Dalam 

konteks kebijakan pemberian beasiswa kedokteran, keberhasilan 

kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh cara masyarakat merespons 

peluang tersebut. Teori kebijakan sosial menekankan bahwa kebijakan 

harus responsif terhadap kebutuhan dan dinamika sosial. Di 

masyarakat yang memiliki apresiasi tinggi terhadap pendidikan seperti 

perkotaan atau masyarakat dengan kelas menengah yang 

berkembang, kebijakan ini cenderung lebih mudah diterima. Namun, 

di daerah dengan hambatan sosial seperti norma-norma yang masih 

mendukung peran tradisional gender, partisipasi kelompok perempuan 

dalam pendidikan tinggi, termasuk dalam bidang kedokteran seringkali 

lebih rendah. 

Studi yang dilakukan oleh Kartika (2023) tentang pengaruh norma 

sosial terhadap partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi di 

indonesia menunjukkan bahwa di beberapa daerah pedesaan, 

keluarga lebih cenderung mengutamakan pendidikan bagi anak laki-

laki, sementara perempuan diarahkan untuk memenuhi peran 
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domestik. Hal ini relevan dalam konteks implementasi kebijakan 

beasiswa kedokteran, terutama di wilayah dengan budaya patriarkis 

yang masih kuat. Kebijakan yang tidak memperhatikan sensitivitas 

sosial dan budaya ini mungkin akan gagal mencapai target partisipasi 

gender yang seimbang.  

Secara ekonomi, kebijakan pemberian beasiswa kedokteran 

bertujuan untuk mengurangi ketimpangan akses pendidikan yang 

sering kali disebabkan oleh keterbatasan finansial. Dalam lingkungan 

ekonomi lemah, terutama di daerah-daerah tertinggal, pemberian 

beasiswa berperan sebagai intervensi untuk memungkinkan kelompok 

yang kurang mampu mendapatkan kesempatan belajar di institusi 

pendidikan kedokteran. Teori redistribusi ekonomi dalam kebijakan 

publik menekankan pentingnya kebijakan yang dapat mengurangi 

kesenjangan sosial ekonomi, dimana beasiswa menjadi salah satu 

bentuk redistribusi yang diarahkan kepada kelompok yang paling 

memerlukan. Namun, perlu diperhatikan bahwa lingkungan ekonomi 

yang lebih luas juga memengaruhi keberhasilan kebijakan. Misalnya 

dalam konteks perekonomian yang tidak stabil, alokasi anggaran 

untuk program beasiswa mungkin terancam.  

Lingkungan ekonomi menjadi faktor penentu yang penting dalam 

implementasi kebijakan terutama dalam hal aksesibilitas dan 

kesempatan yang diberikan kepada kelompok sasaran. Teori ekonomi 

kesejahteraan berargumen bahwa kebijakan redistribusi seperti 
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pemberian beasiswa bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan sosial 

ekonomi dan meningkatkan mobilitas sosial. Dalam hal ini kebijakan 

beasiswa kedokteran menjadi alat penting untuk membuka akses bagi 

kelompok yang kurang mampu secara finansial. Lingkungan ekonomi 

yang lebih luas seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan 

distribusi pendapatan akan memengaruhi tingkat permintaan terhadap 

beasiswa ini. Penelitian Rahmatullah dan Sari (2022) menyoroti 

bahwa di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi dan rendahnya 

tingkat pendapatan per kapita, permintaan untuk beasiswa pendidikan 

tinggi termasuk kedokteran cenderung meningkat. Namun, lingkungan 

ekonomi yang kurang mendukung sering kali membuat kebijakan 

tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik terutama jika pemerintah 

daerah mengalami kesulitan dalam menyisihkan anggaran yang cukup 

untuk program beasiswa.  

Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil misalnya selama krisis 

ekonomi, pemerintah seringkali harus melakukan pemotongan 

anggaran di sektor-sektor non prioritas dan ini dapat berdampak pada 

program-program beasiswa. Ini sesuai dengan temuan dari penelitian 

Susanto (2021) yang menunjukkan bahwa banyak program beasiswa 

di daerah yang terganggu keberlanjutannya akibat pengalihan 

anggaran untuk menutupi defisit anggaran disektor lain. Kondisi ini 

menunjukkan pentingnya stabilitas ekonomi sebagai prasyarat utama 

keberhasilan kebijakan beasiswa kedokteran.  
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Lingkungan politik juga tidak bisa diabaikan dalam implementasi 

kebijakan beasiswa kedokteran. Lingkungan politik mencakup 

keputusan-keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan, 

peran legislatif dan komitmen pemerintah daerah serta pusat dalam 

mendukung kebijakan ini. Teori kebijakan publik politik menyoroti 

bagaimana dinamika politik dapat memengaruhi proses pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Di indonesia, kebijakan 

beasiswa sering kali dipolitisasi, terutama ketika dikaitkan dengan 

program-program pemerintah daerah yang berusaha meraih 

dukungan politik dari masyarakat.  

Dalam beberapa kasus, alokasi beasiswa kedokteran ini bisa 

menjadi instrumen politik, dimana penerima beasiswa dipilih 

berdasarkan kedekatan politik atau pengaruh kelompok tertentu, 

bukan berdasarkan kriteria yang objektif. Studi oleh Pratama (2023) 

menunjukkan bahwa di beberapa daerah, alokasi beasiswa sering kali 

menjadi bagian dari strategi politik untuk mendapatkan dukungan dari 

masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah. Akibatnya, penerima 

manfaat tidak selalu dipilih berdasarkan kebutuhan atau potensi 

akademik, melainkan berdasarkan kepentingan politik lokal. Ini 

memperlihatkan bagaimana faktor politik dapat merusak tujuan mulia 

dari kebijakan ini yaitu memberikan akses pendidikan yang merata 

kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.  
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Lingkungan politik yang dinamis, terutama ketika terjadi pergantian 

kepemimpinan atau pergeseran prioritas politik juga dapat 

memengaruhi kelangsungan program beasiswa. Hal ini menegaskan 

pentingnya keberlanjutan kebijakan yang tidak tergantung pada 

kepentingan politik jangka pendek.  

Dalam teori evaluasi dan dampak kebijakan, dampak kebijakan 

pemberian beasiswa kedokteran perlu dievaluasi secara holistik 

dengan mempertimbangkan ketiga lingkungan tersebut. Evaluasi 

dampak sosial perlu menilai sejauh mana kebijakan ini berhasil 

meningkatkan akses pendidikan kedokteran bagi kelompok marginal, 

termasuk perempuan dan kelompok yang kurang mampu.  

Evaluasi sosial juga harus melihat bagaimana program ini mampu 

mengubah persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan 

tinggi dalam bidang kedokteran. Jika kebijakan ini gagal menjangkau 

kelompok-kelompok tertentu, maka perlu ada penyesuaian seperti 

memperkuat sosialisasi program dan memberikan insentif tambahan 

untuk kelompok yang kurang terwakili. Dampak ekonomi dari 

kebijakan ini dapat diukur melalui analisis biaya manfaat yang 

membandingkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk 

beasiswa dengan manfaat jangka panjang berupa peningkatan jumlah 

tenaga medis dan perbaikan layanan kesehatan di daerah-daerah 

yang kekurangan tenaga profesional. 
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Dampak ini juga harus dilihat dari sudut pandang pemerataan 

akses, apakah kebijakan ini telah efektif mengurangi ketimpangan 

pendidikan antara daerah maju dan tertinggal. Jika hasil evaluasi 

menunjukkan bahwa program beasiswa belum berhasil mengurangi 

kesenjangan, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan 

tambahan, seperti subsidi pendidikan lanjutan atau program 

pengabdian wajib bagi penerima beasiswa di daerah-daerah 

tertinggal.  

Sedangkan dampak politik dari kebijakan beasiswa kedokteran ini 

dapat di ukur dari seberapa besar kebijakan ini dapat bertahan di 

tengah perubahan politik dan bagaimana kebijakan di pertahankan 

oleh pemangku kepentingan. Kebijakan yang dipolitisasi mungkin 

hanya bertahan selama masa jabatan seorang pemimpin, sementara 

kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat cenderung 

memiliki daya tahan yang lebih lama. Untuk menjaga keberlanjutan, 

kebijakan ini perlu di dukung oleh mekanisme legislasi yang kuat dan 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti masyarakat sipil, 

akademisi, dan lembaga internasional yang berkaitan dengan 

pendidikan dan kesehatan.  

Untuk memperkuat implementasi kebijakan ini perlu peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan 

kebijakan terutama di daerah-daerah dengan tantangan sosial dan 

budaya yang kompleks. Pemerintah daerah perlu membangun 
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mekanisme alokasi anggaran yang lebih stabil untuk memastikan 

kelangsungan program beasiswa terlepas dari situasi ekonomi dan 

politik yang berubah. Sementara untuk mengurangi risiko politisasi, 

diperlukan sistem seleksi penerima beasiswa yang transparan dan 

berbasis pada kriteria yang objektif, serta memperkuat pengawasan 

dari lembaga independen untuk memastikan akuntabilitas.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kebijakan beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow 

selatan diprogramkan bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga 

medis di kabupaten bolaang mongondow selatan secara merata, 

bahkan sampai bagian pelosok daerah yang terpencil sekaligus 

guna memperkuat layanan kesehatan lokal. Fokus jangka 

panjangnya yaitu untuk memastikan bahwa para mahasiswa 

lulusan kedokteran yang memperoleh manfaat beasiswa tersebut 

dapat kembali mengabdi di bolaang mongondow selatan khususnya 

di wilayah-wilayah dengan akses terbatas demi pemenuhanan 

layanan kesehatan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat 

dari peningkatan jumlah tenaga medis di daerah  bagian pelosok, 

kualitas layanan kesehatan yang lebih baik, serta pemenuhan 

komitmen dari penerima beasiswa untuk kembali mengabdi di 

daerah. Tujuan ini juga sejalan dengan upaya daerah untuk 

mendukung peningkatan kesehatan masyarakat secara 

keseluruhan dan pemerataan akses layanan kesehatan diseluruh 

wilayah. 
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2. Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan 

beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan 

menunjukkan beberapa kekuatan dan kelemahan. Organisasi 

pelaksana memiliki struktur formal dan tanggung jawab yang jelas, 

namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kurangnya 

koordinasi antar instansi. sehingga Hal ini menghambat efisiensi 

dalam distribusi beasiswa, terutama karena kurangnya kejelasan 

dalam pembagian peran dan tanggung jawab antar pelaksana 

terkait. 

3. Sumber daya merupakan elemen kunci dalam implementasi 

kebijakan pemberian beasiswa kedokteran. Sumber daya manusia 

yang memadai diperlukan untuk mengelola kebijakan ini secara 

efektif, mulai dari proses seleksi, sampai pada pemantauan pasca 

lulus.Sementara sumber daya finansial menjadi landasan 

keberlanjutan program, mencakup biaya pendidikan, tunjangan 

hidup serta biaya pengembangan karir bagi penerima beasiswa. 

Manajemen yang tepat terhadap kedua jenis sumber daya ini 

sangat penting untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan 

kebijakan beasiswa kedokteran tantangan terbesar sering kali 

terletak pada ketersediaan dan alokasi anggaran yang 

berkelanjutan serta kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola 

dan memaksimalkan sumber daya yang ada. 
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4. Sikap pelaksana kebijakan atau implementor sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan program beasiswa kedokteran. Di kabupaten 

bolaang mongondow selatan, sebagian besar pelaksana 

menunjukkan sikap yang positif dan berkomitmen, tetapi masih 

terdapat sejumlah individu yang belum memiliki kapasitas dan 

motivasi yang cukup dalam menjalankan tugasnya yaitu dalam hal 

mensosialisasikan kebijakan pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran hanya mengandalkan surat pemberitahuan yang 

ditujukan melalui kantor kecamatan untuk ditindaklanjuti ke tingkat 

Desa belum adanya kegiatan sosialisasi rutin yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah bagi mahasiswa secara langsung. beberapa 

pelaksana terkesan tertutup dan masih terbatas dalam hal 

pemahaman akan pentingnya kebijakan ini sehingga menghambat 

efektivitas implementasi kebijakan. 

5. Komunikasi antara organisasi terkait dalam implementasi kebijakan 

pemberian beasiswa kedokteran di kabupaten bolaang mongondow 

selatan masih kurang optimal. Alur mekanisme yang begitu  

banyak, dan tahapan regulasi yang bertingkat, alur prosedur yang 

tumpang tindih serta minimnya kejelasan informasi antara instansi 

yang berwenang mengakibatkan terjadinya miskomunikasi yang 

berdampak pada keterlambatan penyaluran beasiswa dan 

kurangnya pemahaman penerima beasiswa terhadap prosedur 

yang berlaku.  
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6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik sangat mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan pemberian beasiswa 

kedokteran di kabupaten bolaang mongondow selatan. Kondisi 

ekonomi yang kurang mendukung seperti rendahnya pendapatan 

keluarga calon penerima beasiswa sering kali menjadi penghalang 

bagi mereka untuk memanfaatkan program ini Selain faktor 

ekonomi kondisi sosial juga sangat pengaruh pada implementasi 

kebijakan ini, dalam hal penerimaan atau penolakan mengenai 

keberlangsungan kebijakan  adapun faktor politik lokal juga dapat 

mempengaruhi perekrutan dan distribusi beasiswa dimana ada 

kemungkinan program ini digunakan sebagai alat politik untuk 

keuntungan tertentu. 

B. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu 

diperhatikan, salah satu keterbatasannya adalah tingginya 

ketergantungan pada interpretasi peneliti dalam proses analisis data. 

Karena peneliti terlibat secara langsung dalam pengumpulan data 

interpretasi informan, kemungkinan munculnya bias sangat besar. 

Bias ini dapat terjadi dalam berbagai tahap mulai dari pemilihan 

informan hingga analisis akhir, meskipun peneliti berupaya untuk tetap 

netral. Keterlibatan pribadi peneliti secara tidak sadar dapat 

mempengaruhi validitas hasil yang berpotensi memengaruhi 

kesimpulan yang diambil. Selain itu, kualitas data yang dihasilkan 
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dalam penelitian ini sangat bergantung pada keterbukaan dan 

kejujuran informan. Jika informan merasa tidak nyaman atau tidak 

jujur dalam memberikan informasi, data yang diperoleh mungkin 

kurang akurat atau mendalam. Informasi yang tidak lengkap atau bias 

dari informan dapat membatasi kemampuan peneliti untuk menggali 

pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena yang dikaji, 

sehingga berpotensi memengaruhi keandalan temuan. Oleh karena 

itu, validitas hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh dinamika 

komunikasi antara peneliti dan informan, serta kualitas interaksi yang 

terjadi selama pengumpulan data. 

C.  Impilikasi penelitian 

 Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi 

pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program beasiswa 

kedokteran. Implikasi pertama adalah perlunya penguatan koordinasi 

antara lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas implementasi 

kebijakan. Komunikasi yang jelas antara pemerintah daerah, institusi 

pendidikan dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan 

bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Kedua, hasil 

penelitian ini menunjukkan pentingnya penyesuaian kebijakan 

terhadap lingkungan sosial, ekonomi dan politik setempat. Para 

pembuat kebijakan perlu memperhatikan dinamika lokal, seperti 

dukungan politik dan kondisi ekonomi masyarakat dalam merancang 

program yang lebih responsif dan efektif. Ketiga, temuan mengenai 
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sikap pelaksana kebijakan menunjukkan perlunya pelatihan lebih 

lanjut bagi para implementor, terutama dalam hal pemahaman 

mendalam tentang kebijakan dan manajemen program. Ini dapat 

meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan program secara 

optimal. 

D. Saran-Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka yang 

menjadi saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Pemerintah daerah harus mengembangkan indikator keberhasilan 

yang lebih rinci, termasuk peningkatan akses layanan kesehatan 

dan lama waktu pengabdian lulusan khususnya   di bagian wilayah 

terpencil. Selain itu pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan 

harus konsisten dan berkomitmen lebih dalam mensosialisasikan 

program kebijakan. 

2. Penting untuk memperkuat kerangka organisasi pelaksana dengan 

memperjelas alur tugas dan tanggung jawab antar instansi. 

Pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi antara 

pemerintah daerah, dinas pendidikan dan institusi kesehatan maka 

dapat meningkatkan sinergi dan mempercepat pelaksanaan 

program. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kinerja organisasi 

pelaksana harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit 

instansi bekerja sesuai dengan target yang ditetapkan. 
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3. Perlu adanya mekanisme evaluasi yang rutin untuk memastikan 

bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan 

efektif,dimana evaluasi kebijakan menekan pentingnya untuk 

mengukur output (keluaran) dan outcomes(hasil) 

kebijakan.terutama dalam hal penetapan kuota penerima bantuan 

beasiswa kedokteran dan spesifikasi syarat kelayakan bagi 

penerima bantuan beasiswa  agar memberikan dampak maksimal 

terhadap tujuan kebijakan.  

4. Diperlukan pelatihan yang lebih intensif bagi para pelaksana 

kebijakan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai 

tujuan dan manfaat program beasiswa kedokteran. Pelaksana yang 

terlibat harus diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan 

teknis dan manajerial agar mereka dapat bekerja lebih efektif dan 

efisien. Selain itu, penting untuk memperkuat mekanisme 

pengawasan dan pemberian insentif bagi para pelaksana yang 

menunjukkan kinerja yang baik. 

5. Perlu dibentuk sistem komunikasi yang lebih terstruktur dan terbuka 

antara semua organisasi yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang 

jelas serta pelaksanaan rapat koordinasi rutin antara instansi terkait 

akan membantu mengatasi masalah komunikasi ini. Penggunaan 

teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat 
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arus informasi seperti melalui platform digital yang dapat memonitor 

perkembangan implementasi kebijakan secara real time.  

6. Pemerintah perlu mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi 

penerima beasiswa saat merumuskan kebijakan, termasuk 

memberikan dukungan tambahan bagi mereka yang berasal dari 

keluarga kurang mampu. Langkah ini dapat dilakukan dengan 

memberikan bimbingan kepada calon penerima beasiswa terkait 

prosedur dan persyaratan yang diperlukan. Selain itu, untuk 

meminimalisir pengaruh politik, perlu ditekankan bahwa distribusi 

beasiswa harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan 

kriteria objektif yang telah ditetapkan serta dibutuhkan partisipasi 

masyarakat dalam pengawasan kebijakan dari segi tantangan 

sosial dan budaya yang kompleks maupun dari segi mekanisme 

alokasi anggaran untuk memastikan kelangsungan program 

kebijakan dan mengurangi resiko politisasi. 
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PANDUAN WAWANCARA DENGAN PARA INFORMAN  

 

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan  
Beasiswa kedokteran Di Kabupaten  

Bolaang Mongondow Selatan 
  

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir maka pertanyaan 

yang akan diajukan kepada Informan dalam penelitian ini guna mengukur 

Bagaimana kinerja implementasi kebijakan pada Pemberian Bantuan 

Beasiswa Kedokteran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, adalah 

sebagai berikut : 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan dalam implementasi kebijakan 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran.  

a) Kejelasan Standardan Sasaran Implementasi Kebijakan 

Pembangunan. 

1. Apa tujuan pemerintah daerah menerapkan kebijakan pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran? 

2. Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dalam program 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran? 

3. Siapa saja yang menerima program pemberian bantuan 

beasiswa kedokteran? 

4. Apa syarat utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan 

beasiswa Kedokteran? 

5. Apakah pemerintah daerah telah menetapkan standar 

operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran? 

b) Ketercapaian Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan. 

1. Apakah kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan 

beasiswa tersebut berhasil meningkatkan minatsiswa untuk 

menempuh pendidikan kedokteran? 
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2. Jika mahasiswa tidak selesai menempuh pendidikan kedokteran 

sampai akhir penyelesaian bagaimana evaluasi pemerintah 

daerah terhadap kebijakan tersebut? 

3. Bagaimana sikap Pemerintah Daerah jika terjadi peningkatan 

jumlah mahasiswa yang mengajukan bantuan beasiswa 

kedokteran? 

4. Bagaimana Kontribusi mahasiswa yang memperoleh beasiswa 

kedokteran terhadap daerah? 

 

2. Sumber daya dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan 

beasiswa kedokteran. 

a) Sumber Daya Manusia 

1) Apakah ketersediaan staf di bagian kesejahteraan rakyat dalam 

rangka implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran, 

telah terpenuhi dengan baik? 

2) Siapa saja pelaksana yang terlibat dalam pengelolaan kebijakan 

pemberian beasiswa kedokteran? 

3) Bagaimana kemampuan pelaksana (keterampilan, dedikasi, 

profesionalitas, dan komptensi dibidangnya) dalam proses 

seleksi administrasi pada kebijakan Pemberian beasiswa 

kedokteran? 

4) Bagaimana kemampuan staf dalam menangani situasi jika calon 

penerima beasiswa kedokteran tidak memenuhi syarat untuk 

memperoleh beasiswa kedokteran? 

b) Sumber Daya Finansial 

1. Apakah ketersediaan anggaran dana beasiswa kedokteran 

selalu terpenuhi? 

2. Apa  saja yang dibiayai pemerintah daerah selama menjalani 

perkuliahan pendidikan kedokteran? 
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3. Apakah dana beasiswa yang tersediaakan diberikan sampai 

pada penyelesaian pendidikan Profesi Dokter Muda? 

 

3. Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi 

kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan? 

a) Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan kebijakan. 

1. Apakah terdapat struktur birokrasi yang jelas pada organisasi 

pelaksana? 

2. Bagaimana mengelola sistem pembagian fungsi pada kebijakan 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran? 

3. Apakah para pelaksanaselaku pengelola teknis, sudah 

memahami prosedur atau mekanismekebijakan pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran? 

4. Bagaimana Pelaksana melaksanakan ketrampilan teknis dan 

manajerial terhadap kebijakan pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran? 

b) Norma-norma aturan pelaksanaan kebijakan 

1. Apakah Pelaksana telah menyiapkan regulasi yang mengatur 

tentang penyebaran informasi, pengumuman, atau promosi 

tentang kesempatan meraih beasiswa kedokteran kepada 

masyarakat lokal? 

2. Bagaimana konsistensi Para Pelaksana memfasilitasi kerja sama 

dengan institusi pendidikan  untuk meningkatkan akses dan 

kesempatan bagi calon penerima beasiswa kedokteran? 

3. Bagaimana konsistensi pelaksana dengan implementor untuk 

melakukan koordinasi, pengawasan serta fungsi kontrol terhadap 

kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran, apakah 

sudah sesuai denganstandar operasional prosedur (SOP) 

 



214 
 

c) Pola Hubungan yang terjalin. 

1. Bagaimana pola hubungan kerja antara instansi pelaksana 

dengan pemerintah daerah dan DPRD? 

2. Apakah terdapat hambatan yang terjadi selama pelaksanaan 

implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran? 

3. Bagaimana sikap para pelaksana terhadap perubahan atau 

penyesuaian yang mungkin diperlukan berdasarkan adanya hasil 

evaluasi? 

4. Bagaimana sikap pelaksana jika ada mahasiswa penerima yang 

mengundurkan diri atas kemauan sendiri? 

5. Bagaimana sikap pelaksana jika nilai IPK mahasiswa penerima 

bantuan beasiswa tidak memenuhi syarat sebagai penerima? 

 

4. Sikap pelaksana/implementor dalam implementasi kebijakan 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan. 

a) Kognisi atau Pemahaman tentang kebijakan 

1. Bagaimana Sikap Pelaksana/staf terhadap pelaksanaan 

implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran? 

2. Apakah pelaksana kebijakan memahami kebijakan yang sedang 

dilaksanakan, baik dalam segi tugas dan fungsinya maupun juga 

tujuan darikebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran? 

3. Apakah pelaksana memberikan pelayanan publik yang tepat 

dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran? 
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b) Tanggapan Kebijakan 

1. Kriteria mahasiswa yang bagaimanakah yang berpeluang untuk 

memperoleh beasiswa kedokteran? 

2. Apakah nilai IPS/IPK mahasiswa memiliki kontribusi pada 

kebijakan pemberian beasiswa kedokteran? 

3. Apakah kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran, 

tidak mendapat penolakan dari pihak pelaksana kebijakan. 

Bagaimana dengan calon penerima kebijakan pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran, apakah terdapat penolakan. 

Mengapa? 

4. Bagaimana tanggapan anda mengenai persyaratan sebagai 

penerima beasiswa kedokteran, apakah mudah untuk dipenuhi? 

c) Intensitas Tanggapan 

1. Apakah pihak pelaksana betul-betul mencari dan menyeleksi 

dengan cermat calon penerima bantuan beasiswa kedokteran? 

bagaimana caranya! 

2. Bagaimana sikap pelaksana jika hasil nilai IPK mahasiswa 

penerima bantuan beasiswa tidak memenuhi syarat? 

3. Bagaimana sikap pelaksana jika ada mahasiswa penerima yang 

mengundurkan diri atas kemauan sendiri? 

4. Apakah para pelaksana dan implementor telah menyiapkan 

lapangan kerja bagi mahasiswa penerima beasiswa kedokteran 

yang telah selesai menempuh pendidikan Dokter? 

5. Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksana implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran. 

a) Konsistensi dan keseragaman informasi yang diberikan 

1. Apakah pelaksana/staf telah memberikan informasi yang jelas 

dan lengkap dalam pelayanan implementasi kebijakan 

pemberian beasiswa kedokteran? 
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2. Bagaimana Pendapat anda terkait konsistensi dan keseragaman 

informasi yang diberikan Pimpinan dan Staf di Bagian 

Kesejahteraan Rakyat, apakah sesuai dan mudah dipahami? 

3. Apakah Sosialisasi dan bentuk pelayanan publik yang dilakukan 

pemerintah daerah mampu meningkatkan motivasi dan prestasi 

akademik untuk memperoleh beasiswa tersebut? 

b) Ketepatan komunikasi dengan Pelaksana  

1. Bagaimana koordinasi antara pihak pelaksana dengan 

pemerintah kabupatan dan DPRD? 

2. Bagaimana pendapat anda mengenai penyampaian informasi 

terkait syarat dan ketentuan sebagai penerima beasiswa 

kedokteran, apakah mudah untuk dipenuhi? 

3. Apakah setiap semester penerima di beritahukan oleh 

pihakpemerintah daerah  bahwatelah memberikandana beasiswa 

kedokteran ke rekening penerima? 

4. Apakah pelaksana memberitahukan isi bunyi Naskah Ikatan 

dinas Pemerintah Daerah dengan Mahasiswa Penerima?yang 

wajib ditanda tangani apakahsudah sesuai kesepakatan 

bersama? 

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi 

kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran. 

a) Lingkungan Sosial 

1. Bagaimana tanggapan masyarakatmengenai implementasi 

kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberian bantuan 

beasiswa kedokteran? 

2. Bagaimana pandangan anda terkait kebijakan pemerintah 

daerah dengan memberikan beasiswa tersebut, apakah berhasil 

meningkatkan minatsiswa untuk menempuh pendidikan 

kedokteran? 
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b) Lingkungan Politik 

1. Bagaimana dukungan DPRD dalam implementasi kebijakan 

Pemerintah Daerah tentang pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran? Mengapa 

2. Menurut anda bagaimana dampak yang diperoleh dengan 

adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran bagi masyarakat? 

3. Apakah anda Mendukung Pemerintah daerah dalam 

mengimplementasikan Kebijakan tersebut? 

4. Bagaimana peran anda dalam mengawasi dan mengontrol 

pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan beasiswa? 

5. Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan Kebijakan pemberian beasiswa 

kedokteran? terutama dalam hal dukungan penganggaran?  

c) Lingkungan Ekonomi 

1. Bagaimana dengan taraf ekonomi penerima kebijakan 

Pemerintah dalam pemberian bantuan beasiswa kedokteran 

2. Bagaimana tanggapan dari segi ekonomi masyarakat, apakah 

dengan adanya implementasi kebijakan ini sudah memenuhi 

kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaiakan Pendidikan 

kedokteran? 

3. Apa manfaat yang di peroleh masyarakat maupun pemerintah 

daerahdengan diberlakukannya implementasi kebijakan 

Pemberian beasiswa kedokteran? 
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PANDUAN  WAWANCARA 

 

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Beasiswa 

Kedokteran Daerah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

 

Data Informan   : 
 

Nama responden  : Marzansius Arvan Ohy, S.STP, M.AP 

Jabatan   : Sekretaris Daerah Kab. Bolsel  

Jenis Kelamin  : Laki-laki  

Pendidikan   : S2 

Usia    : 47 Tahun 

Masa Kerja   : 29 Tahun 

Keahlian Pendidikan : Bidang Pemerintahan  

Tanggal Wawancara : 28 Agustus 2024 
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PANDUAN WAWANCARA  INFORMAN UTAMA  

 

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan 
 Beasiswa kedokteran Di Kabupaten  

Bolaang Mongondow Selatan 
 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir maka pertanyaan 

yang akan diajukan kepada Sekretaris Daerah selaku Informan utama, 

adalah sebagai berikut : 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan dalam implementasi kebijakan 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran. 

a) Kejelasan Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan 

Pembangunan. 

1. Apa tujuan pemerintah daerah menerapkan kebijakan pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran? 

2. Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dalam program 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran? 

3. Siapa saja yang menerima program pemberian bantuan 

beasiswa kedokteran? 

4. Apa syarat utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan 

beasiswa Kedokteran? 

5. Apakah pemerintah daerah telah menetapkan standar 

operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran? 
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b) Ketercapaian Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan 

pemberian beasiswa kedokteran. 

1. Apakah kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan 

beasiswa tersebut berhasil meningkatkan minat siswa untuk 

menempuh pendidikan kedokteran? 

2. Jika mahasiswa tidak selesai menempuh pendidikan kedokteran 

sampai akhir penyelesaian bagaimana evaluasi pemerintah 

daerah terhadap kebijakan tersebut? 

3. Bagaimana sikap Pemerintah Daerah jika terjadi peningkatan 

jumlah mahasiswa yang mengajukan bantuan beasiswa 

kedokteran? 

4. Bagaimana Kontribusi mahasiswa yang memperoleh beasiswa 

kedokteran terhadap daerah? 
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WAWANCARA INFORMAN KUNCI 

 

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan  

Beasiswa Kedokteran Daerah Di Kabupaten  

Bolaang Mongondow Selatan 

 

Data Informan Pertama : 

Nama responden  : Arfan Jafar, S.Pd, M.Si 

Jabatan   : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat  

Jenis Kelamin  : Laki-laki  

Pendidikan   : S2 

Usia    : 43 Tahun 

Masa Kerja   : 15 Tahun 

Keahlian Pendidikan : Bidang Pendidikan dan Sosial 

Tanggal Wawancara :27 Agustus 2024 

Data Informan Kedua : 

Nama responden  : Indrawaty Taib, S.Pd 

Jabatan   : Analis Kebijakan Muda 

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Pendidikan   : S1 

Usia    : 45 Tahun 

Masa Kerja   :15 Tahun 

Keahlian Pendidikan : Bidang Pendidikan  

Tanggal Wawancara : 27 Agustus 2024 

 



222 
 

WAWANCARA DENGAN INFORMAN KUNCI 
 

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan  
Beasiswa kedokteran Di Kabupaten  

Bolaang Mongondow Selatan 
 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir maka pertanyaan 

yang akan diajukan kepada Kepala Bagian kesejahteraan Rakyat dan 

Analis Kebijakan Muda selaku Informan kunci adalah sebagai berikut : 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan dalam implementasi kebijakan 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran.  

a) Kejelasan Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan 

Pembangunan. 

1. Apa tujuan pemerintah daerah menerapkan kebijakan pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran? 

2. Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dalam program 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran? 

3. Siapa saja yang menerima program pemberian bantuan 

beasiswa kedokteran? 

Jawab: 

4. Apa syarat utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan 

beasiswa Kedokteran? 

5. Apakah pemerintah daerah telah menetapkan standar 

operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran? 

b) Ketercapaian Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan 

implementasi kebijakan. 

1. Apakah kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan 

beasiswa tersebut berhasil meningkatkan minat siswa untuk 

menempuh pendidikan kedokteran? 
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2. Jika mahasiswa tidak selesai menempuh pendidikan kedokteran 

sampai akhir penyelesaian bagaimana evaluasi pemerintah 

daerah terhadap kebijakan tersebut? 

3. Bagaimana sikap Pemerintah Daerah jika terjadi peningkatan 

jumlah mahasiswa yang mengajukan bantuan beasiswa 

kedokteran? 

4. Bagaimana Kontribusi mahasiswa yang memperoleh beasiswa 

kedokteran terhadap daerah? 

 

2. Sumber daya dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan 

beasiswa kedokteran. 

a) Sumber Daya Manusia 

a. Apakah ketersediaan staf di bagian kesejahteraan rakyat dalam 

rangka implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran, 

telah terpenuhi dengan baik? 

b. Siapa saja pelaksana yang terlibat dalam pengelolaan kebijakan 

pemberian beasiswa kedokteran? 

c. Bagaimana kemampuan pelaksana (keterampilan, dedikasi, 

profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya) dalam proses 

seleksi administrasi pada kebijakan Pemberian beasiswa 

kedokteran? 

d. Bagaimana kemampuan staf dalam menangani situasi jika calon 

penerima beasiswa kedokteran tidak memenuhi syarat untuk 

memperoleh beasiswa kedokteran? 

b) Sumber Daya Finansial 

a. Apakah Dana beasiswa Kedokteran bersumber dari APBD Kab. 

Bolsel? 

b. Apakah ketersediaan anggaran dana beasiswa kedokteran 

selalu terpenuhi? 
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c. Apa  saja yang dibiayai pemerintah daerah selama menjalani 

perkuliahan pendidikan kedokteran? 

d. Apakah dana beasiswa yang tersedia akan diberikan sampai 

pada penyelesaian pendidikan Profesi Dokter Muda? 

 

3. Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi 

kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?  

a) Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan kebijakan. 

a. Apakah terdapat struktur birokrasi yang jelas pada organisasi 

pelaksana? 

b. Bagaimana mengelola sistem pembagian fungsi pada kebijakan 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran? 

c. Apakah para pelaksana/staf selaku pengelola teknis, sudah 

memahami prosedur atau mekanisme kebijakan pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran? 

d. Bagaimana Pelaksana melaksanakan ketrampilan teknis dan 

manajerial terhadap kebijakan pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran? 

b) Norma-norma aturan pelaksanaan kebijakan 

a. Apakah Pelaksana telah menyiapkan regulasi yang mengatur 

tentang penyebaran informasi, pengumuman, atau promosi 

tentang kesempatan meraih beasiswa kedokteran kepada 

masyarakat lokal? 

b. Bagaimana konsistensi Para Pelaksana memfasilitasi kerja sama 

dengan institusi pendidikan  untuk meningkatkan akses dan 

kesempatan bagi calon penerima beasiswa kedokteran? 

c. Bagaimana konsistensi pelaksana dengan implementor untuk 

melakukan koordinasi, pengawasan serta fungsi kontrol terhadap 

kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran, apakah 

sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) 
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c) Pola Hubungan yang terjalin. 

a. Bagaimana pola hubungan kerja antara instansi pelaksana 

dengan pemerintah daerah dan DPRD? 

b. Apakah terdapat hambatan yang terjadi selama pelaksanaan 

implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran? 

c. Bagaimana sikap para pelaksana terhadap perubahan atau 

penyesuaian yang mungkin diperlukan berdasarkan adanya hasil 

evaluasi? 

d. Bagaimana sikap pelaksana jika ada mahasiswa penerima yang 

mengundurkan diri atas kemauan sendiri? 

e. Bagaimana sikap pelaksana jika nilai IPK mahasiswa penerima 

bantuan beasiswa tidak memenuhi syarat sebagai penerima? 

4. Sikap pelaksana/implementor dalam implementasi kebijakan 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan. 

a) Kognisi atau Pemahaman tentang kebijakan 

a. Bagaimana Sikap Pelaksana/staf terhadap pelaksanaan 

implementasi kebijakan pemberian beasiswa kedokteran? 

b. Apakah pelaksana/staf memahami kebijakan yang sedang 

dilaksanakan, baik dalam segi tugas dan fungsinya maupun juga 

tujuan dari kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran? 

c. Apakah pelaksana/staf memberikan pelayanan publik yang tepat 

dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran? 

b) Tanggapan Kebijakan 

a. Kriteria mahasiswa yang bagaimanakah yang berpeluang untuk 

memperoleh beasiswa kedokteran? 

b. Apakah nilai IPS/IPK mahasiswa memiliki kontribusi pada 

kebijakan pemberian beasiswa kedokteran? 

c. Apakah kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran, 

tidak mendapat penolakan dari pihak pelaksana kebijakan. 
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Bagaimana dengan calon penerima kebijakan pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran, apakah terdapat penolakan. 

Mengapa? 

d. Bagaimana tanggapan anda mengenai persyaratan sebagai 

penerima beasiswa kedokteran, apakah mudah untuk dipenuhi? 

c) Intensitas Tanggapan 

1) Apakah pihak pelaksana betul-betul mencari dan menyeleksi 

dengan cermat calon penerima bantuan beasiswa kedokteran? 

bagaimana caranya! 

2) Bagaimana sikap pelaksana jika hasil nilai IPK mahasiswa 

penerima bantuan beasiswa tidak memenuhi syarat? 

3) Bagaimana sikap pelaksana jika ada mahasiswa penerima yang 

mengundurkan diri atas kemauan sendiri? 

4) Apakah para pelaksana dan implementor telah menyiapkan 

lapangan kerja bagi mahasiswa penerima beasiswa kedokteran 

yang telah selesai menempuh pendidikan Dokter? 

5. Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksana implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran. 

a) Konsistensi dan keseragaman informasi yang diberikan 

1. Apakah pelaksana/staf telah memberikan informasi yang jelas 

dan lengkap dalam pelayanan implementasi kebijakan 

pemberian beasiswa kedokteran? 

2. Bagaimana Pendapat anda terkait konsistensi dan keseragaman 

informasi yang diberikan Pimpinan dan Staf di Bagian 

Kesejahteraan Rakyat, apakah sesuai dan mudah dipahami? 

3. Apakah Sosialisasi dan bentuk pelayanan publik yang dilakukan 

pemerintah daerah mampu meningkatkan motivasi dan prestasi 

akademik untuk memperoleh beasiswa tersebut? 
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b) Ketepatan komunikasi dengan Pelaksana  

1. Bagaimana koordinasi antara pihak pelaksana dengan 

pemerintah kabupatan dan DPRD? 

2. Bagaimana pendapat anda mengenai penyampaian informasi 

terkait syarat dan ketentuan sebagai penerima beasiswa 

kedokteran, apakah mudah untuk dipenuhi? 

3. Apakah setiap semester penerima di beritahukan oleh pihak 

pemerintah daerah  bahwa telah memberikandana beasiswa 

kedokteran ke rekening penerima? 

4. Apakah pelaksana memberitahukan isi bunyi Naskah Ikatan 

dinas Pemerintah Daerah dengan Mahasiswa Penerima? yang 

wajib ditanda tangani apakah sudah sesuai kesepakatan 

bersama? 
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PANDUAN  WAWANCARA INFORMAN PENDUKUNG 

 

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian  
Bantuan Beasiswa Kedokteran Daerah  

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

 

Data Informan Pertama : 

Nama responden  : Ir. Arifin Olii 

Jabatan   : Ketua DPRD 

Jenis Kelamin  : Laki-laki  

Pendidikan   : S1 

Usia    : 59 Tahun 

Masa Kerja   : 10 Tahun  

Keahlian Pendidikan : Bidang Tehnik 

Tanggal Wawancara : 28 Agustus 2024 

Data Informan Kedua  : 

Nama responden  : Zulkarnain Kamaru, S.Ag 

Jabatan   : Ketua Komisi II 

Jenis Kelamin  : Laki-laki  

Pendidikan   : S1 

Usia    : 51 Tahun 

Masa Kerja   :10 tahun 

Keahlian Pendidikan : Bidang Pendidikan  

Tanggal Wawancara : 24 Agustus 2024 
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PANDUAN WAWANCARA DENGAN INFORMAN PENDUKUNG 

 

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan  

Beasiswa kedokteran Di Kabupaten 

 Bolaang Mongondow Selatan 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir maka pertanyaan 

yang akan diajukan kepada Ketua DPRD dan Ketua Komisi II DPRD 

selaku Informan pendukung  adalah sebagai berikut : 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan dalam implementasi kebijakan 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran. 

a) Kejelasan Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan 

Pembangunan. 

1. Apa tujuan pemerintah daerah menerapkan kebijakan pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran? 

2. Siapa saja yang menjadi kelompok sasaran dalam program 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran? 

3. Siapa saja yang menerima program pemberian bantuan 

beasiswa kedokteran? 

4. Apa syarat utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan 

beasiswa Kedokteran? 

5. Apakah pemerintah daerah telah menetapkan standar 

operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran? 

 

b) Ketercapaian Standar dan Sasaran Implementasi Kebijakan 

implementasi kebijakan. 

1. Apakah kebijakan pemerintah daerah dengan memberikan 

beasiswa tersebut berhasil meningkatkan minat siswa untuk 

menempuh pendidikan kedokteran? 
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2. Jika mahasiswa tidak selesai menempuh pendidikan kedokteran 

sampai akhir penyelesaian bagaimana evaluasi pemerintah 

daerah terhadap kebijakan tersebut? 

3. Bagaimana pendapat anda apabila terjadi peningkatan jumlah 

mahasiswa yang mengajukan bantuan beasiswa kedokteran? 

4. Bagaimana Kontribusi mahasiswa yang memperoleh beasiswa 

kedokteran terhadap daerah? 

2. Sumber Daya 

a) Sumber daya Finansial dalam implementasi kebijakan 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran Sumber Daya 

Finansial 

4. Apakah Dana beasiswa kedokteran  dari bersumber dari APBD 

Kab. Bolsel? 

5. Apakah ketersediaan anggaran dana beasiswa kedokteran 

selalu terpenuhi? 

6. Apa  saja yang dibiayai pemerintah daerah selama menjalani 

perkuliahan pendidikan kedokteran? 

7. Apakah dana beasiswa yang tersediakan diberikan sampai pada 

penyelesaian pendidikan Profesi Dokter Muda? 

Jawab: 

3. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi 

kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran.  

a) Lingkungan Sosial 

1. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai implementasi 

kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberian bantuan 

beasiswa kedokteran? 

2. Bagaimana pandangan anda terkait kebijakan pemerintah 

daerah dengan  memberikan beasiswa tersebut, apakah berhasil 

meningkatkan minat masyarakat/orang tua untuk mendukung 

anaknya agar dapat melanjutkan  pendidikan di fakultas  

kedokteran? 
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b) Lingkungan Politik 

1. Bagaimana dukungan DPRD dalam implementasi kebijakan 

Pemerintah Daerah tentang pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran? Mengapa? 

2. Menurut anda bagaimana dampak yang diperoleh dengan 

adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran bagi masyarakat? 

3. Apakah anda Mendukung Pemerintah daerah dalam 

mengimplementasikan Kebijakan tersebut? 

4. Bagaimana peran anda dalam mengawasi dan mengontrol 

pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan beasiswa tersebut? 

5. Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan Kebijakan pemberian beasiswa 

kedokteran? terutama dalam hal dukungan penganggaran? 

c) Lingkungan Ekonomi 

1. Bagaimana tanggapan dari segi ekonomi masyarakat, apakah 

dengan adanya implementasi kebijakan ini sudah memenuhi 

kebutuhan mahasiswa dalam menyelesaikan Pendidikan 

kedokteran? 

2. Apa manfaat yang di peroleh masyarakat maupun pemerintah 

daerah dengan diberlakukannya implementasi kebijakan 

Pemberian beasiswa kedokteran? 

. 
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PANDUAN WAWANCARA INFORMAN KUNCI 

 

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan 

 Beasiswa Kedokteran Daerah Di Kabupaten  

Bolaang Mongondow Selatan 

 

Data Informan Pertama : 

Nama responden  : Moh. Hafiz Arisa 

Pekerjaan   : Mahasiswa  

Status    : Penerima 

Jenis Kelamin  : Laki-Laki  

Usia    : 21 Tahun 

TanggalWawancara  : 21 Agustus 2024 

 

Data Informan Pertama : 

Nama responden  : Nadya Tarawia Tilaar 

Pekerjaan   : Mahasiswa  

Status    : Penerima 

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Usia    : 20 Tahun 

TanggalWawancara  : 19 Agustus 2024 
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PANDUAN WAWANCARA INFORMAN KUNCI 

 

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan  

Beasiswa Kedokteran Daerah Di Kabupaten  

Bolaang Mongondow Selatan 

 

Data Informan Pertama : 

Nama responden  : Angelina Tessya Moningka 

Pekerjaan   : Mahasiswa  

Status    : Calon Penerima 

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Usia    : 19 Tahun 

TanggalWawancara  : 24 Agustus 2024 

 

Data Informan Pertama : 

Nama responden  : Fadillah Naysila Polii 

Pekerjaan   : Mahasiswa  

Status    : Calon Penerima 

Jenis Kelamin  : Perempuan  

Usia    : 19 Tahun 

TanggalWawancara  : 24 Agustus 2024 
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PANDUAN WAWANCARA  INFORMAN PENDUKUNG 

 

Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan  

Beasiswa kedokteran di Kabupaten  

Bolaang Mongondow Selatan 

 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pikir maka pertanyaan 

yang akan diajukan kepada Mahasiswa Penerima dan mahasiswa Calon 

Penerima selaku  Informan Kunci adalah sebagai berikut : 

1. Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi 

kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran di 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?  

a) Struktur Birokrasi dalam Pelaksanaan kebijakan. 

1. Apakah terdapat struktur birokrasi yang jelas pada kantor bagian 

kesejahteraan rakyat? 

2. Apakah para pelaksana selaku pengelola teknis, sudah 

memahami prosedur atau mekanisme kebijakan pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran? 

3. Bagaimana Pelaksana melaksanakan ketrampilan teknis dan 

manajerial terhadap kebijakan pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran? 

b) Norma-norma aturan pelaksanaan kebijakan 

1. Apakah Pelaksana telah menyiapkan regulasi yang mengatur 

tentang penyebaran informasi, pengumuman, atau promosi 

tentang kesempatan meraih beasiswa kedokteran kepada 

masyarakat lokal? 

2. Bagaimana konsistensi Para Pelaksana memfasilitasi kerja sama 

dengan institusi pendidikan  untuk meningkatkan akses dan 

kesempatan bagi calon penerima beasiswa kedokteran? 
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2. Sikap pelaksana/implementor dalam implementasi kebijakan 

pemberian bantuan beasiswa kedokteran di Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan.  

a) Kognisi atau Pemahaman tentang kebijakan 

1. Apakah pelaksana memahami kebijakan yang sedang 

dilaksanakan, baik dalam segi tugas dan fungsinya maupun juga 

tujuan dari kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran? 

2. Apakah pelaksana memberikan pelayanan publik yang tepat 

dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran? 

b) Tanggapan Kebijakan 

1. Kriteria mahasiswa yang bagaimanakah yang berpeluang untuk 

memperoleh beasiswa kedokteran? 

2. Apakah nilai IPS/IPK mahasiswa memiliki kontribusi pada 

kebijakan pemberian beasiswa kedokteran? 

3. Bagaimana tanggapan anda mengenai persyaratan sebagai 

penerima beasiswa kedokteran, apakah mudah untuk dipenuhi? 

c) Intensitas Tanggapan 

1. Apakah pihak pelaksana betul-betul mencari dan menyeleksi 

dengan cermat calon penerima bantuan beasiswa kedokteran? 

bagaimana caranya! 

2. Bagaimana sikap pelaksana jika hasil nilai IPK mahasiswa 

penerima bantuan beasiswa tidak memenuhi syarat? 

3. Bagaimana sikap pelaksana jika ada mahasiswa penerima yang 

mengundurkan diri atas kemauan sendiri? 

4. Apakah para pelaksana dan pimpinan telah menyiapkan 

lapangan kerja bagi mahasiswa penerima beasiswa kedokteran 

yang telah selesai menempuh pendidikan Dokter? 
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3. Komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksana implementasi kebijakan pemberian bantuan beasiswa 

kedokteran. 

a) Konsistensi dan keseragaman informasi yang diberikan 

1. Apakah pelaksana/staf telah memberikan informasi yang jelas 

dan lengkap dalam pelayanan implementasi kebijakan 

pemberian beasiswa kedokteran? 

2. Bagaimana Pendapat anda terkait konsistensi dan keseragaman 

informasi yang diberikan Pimpinan dan Staf di Bagian 

Kesejahteraan Rakyat, apakah sesuai dan mudah dipahami? 

3. Apakah Sosialisasi dan bentuk pelayanan publik yang dilakukan 

pemerintah daerah mampu meningkatkan motivasi dan prestasi 

akademik untuk memperoleh beasiswa tersebut? 

b) Ketepatan komunikasi dengan Pelaksana  

1. Bagaimana pendapat anda mengenai penyampaian informasi 

terkait syarat dan ketentuan sebagai penerima beasiswa 

kedokteran, apakah mudah untuk dipenuhi? 

2. Apakah pelaksana memberitahukan isi bunyi Naskah Ikatan 

dinas Pemerintah Daerah dengan Mahasiswa Penerima?yang 

wajib ditanda tangani apakah sudah sesuai kesepakatan bersam 

 

4. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi 

kebijakan pemberian bantuan beasiswa kedokteran. 

a) Lingkungan Sosial 

1. Bagaimana pandangan anda terkait kebijakan pemerintah 

daerah dengan memberikan beasiswa tersebut, apakah berhasil 

meningkatkan minat masyarakat/orang tua untuk mendukung 

anaknya agar dapat melanjutkan  pendidikan di fakultas  

kedokteran? 
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b) Lingkungan Politik 

1. Menurut anda bagaimana dampak yang diperoleh dengan 

adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang pemberian 

bantuan beasiswa kedokteran bagi masyarakat? 

2. Apakah anda Mendukung Pemerintah daerah dalam 

mengimplementasikan Kebijakan tersebut? 

c) Lingkungan Ekonomi 

1) Bagaimana tanggapan anda mengukur dari segi ekonomi 

masyarakat/orang tua, apakah dengan adanya implementasi 

kebijakan ini sudah memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam 

menyelesaiakan Pendidikan kedokteran? 

2) Apa manfaat yang di peroleh masyarakat maupun pemerintah 

daerah dengan diberlakukannya implementasi kebijakan 

Pemberian beasiswa kedokteran? 
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LAMPIRAN  

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

1. Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan. Hari Rabu Tanggal 27 Agustus 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wawancara dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 

 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Hari  Selasa Tanggal 28 

Agustus 2024. 
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3. Wawancara dengan Analis Kebijakan Muda Bagian Kesejahteraan 

Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Hari  Selasa 

Tanggal 28 Agustus 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan, Hari Rabu Tanggal 27 Agustus 2024. 

4.  
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5. Wawancara dengan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan, Hari Sabtu Tanggal 24 Agustus 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wawancara dengan Mahasiswa  Calon Penerima, Hari Sabtu Tanggal 

24 Agustus 2024. 
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7. Wawancara dengan Mahasiswa  Calon Penerima Hari Sabtu Tanggal 

24 Agustus 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Wawancara dengan Mahasiswa Penerima Hari Senin Tanggal 19 

Agustus 2024 
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9. Wawancara dengan Mahasiswa Penerima Hari Rabu Tanggal  21 

Agustus 2024 
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10. Surat Edaran Sekretariat  Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan Perihal Pemberitahuan Beasiswa 
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11. Salinan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tentang  

 Petunjuk teknis Pemberian Bantaun Beasiswa 
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12.  Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang  Penerima  Beasiswa 

Pendidikan Kedokteran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



264 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 
 

 

 

 

 

 

 

 



268 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



271 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



273 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 
 

 

 



275 
 

 

 

 

 

 



276 
 

 



277 
 

13. Surat  Bupati Bolaang Mongondow Selatan Perihal Surat Permohonan 

Kerja sama  
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14. Salinan Kerja Sama.Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan dengan Perguruan Tinggi. 
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15. Salinan Rencana Kerja Anggaran Beasiswa Kedokteran  Tahun 2022 
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16. Salinan Rencana Kerja Anggaran Beasiswa Kedokteran  Tahun 2023 
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17. Salinan Rencana Kerja Anggaran Beasiswa Kedokteran  Tahun 2024 
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18. Surat  Permohonan Izin penelitian. 
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19. Surat Naskah Ikatan Dinas Mahasiswa 
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20. Surat  Permohonan Izin penelitian. 
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21. Data Dokter di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022  

dan Tahun 2024 
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